
WALI KOTA GORONI^ALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GrORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN APARATUR S I P I L N E G A R A D I L INGKUNGAN 

P E M E R I N T A H KOTA GOFiONTALO 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

W A L I KOTA GORONTALO, 

bahwa berdasarkan ketent i ian Pasa l 58 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tab.un 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat member ikan 

tambahan penghasi lan kepada pegawai ASN dengan 

memperhat ikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan Dewan Perwaki lan Rakyat 

Daerah sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

bahwa Peraturan Wal i Kota Gorontalo Nomor 7 

T a h u n 2 0 2 1 tentang Tambahan Penghasi lan Pegawai 

Negeri S ip i l di L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 

Peraturan Wal i Kota Gorontalo Nomor 4 1 T a h u n 2 0 2 1 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wal i Kota 

Gorontalo Nomor 7 T a h u n 2 0 2 1 sudah t idak sesuai 

kondis i saat in i sehingga p<;rlu diganti; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

pada h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 

Wal i Kota Gorontalo teritang Tambahan Penghasilan 

Aparatur S ip i l Negara di L ingkungan Pemxirintah Kota 

Gorontalo. 

Menimbang : a . 

b. 

c.     

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

Menimbang 
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PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan 

tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan 

memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

bahwa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 sudah tidak sesuai 

| kondisi saat ini sehingga perlu diganti, | 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Gorontalo tentang Tambahan Penghasilan 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 

Gorontalo.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembai'an Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia 4060) ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negeira Republ ik Indonesia T a h u n 2003 

Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang 

Pembendaheiraan Negara (Lembaran Negai-a Republik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang 

Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawcib Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Flepublik Indonesia T a h u n 2004 

Nomor 66, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur 

Sip i l Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2014 Nomor 67 , T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5494) ; 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Teimbahan Lembairar 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. 

te lah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 T a h u n 2022 tentang Hubungar 

Keuangan an ta ra Pemerintah Pusat dan Pemer intahar 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 202!^ 

Nomor 4, T a m b a h a n Lembi i ran Negara Republ ik Indonesk. 

Nomor 6757) ; 

7. Pera turan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2005 tentang; 

D a n a Perimbangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesie. 

T a h u n 2005 Nomor 137, T a m b a h a n Lembaran Negarg. 

Republ ik Indonesia Nomor 4575) ;   

Mengingat : 
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuang | 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesid 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575),
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8. Pera turan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang 

S is tem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4i376) sebagaimana telah d iubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 T a h u n 2010 

(Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5155) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 T a h u n 2 0 2 1 tentang 

Dis ip l in Pegawai Negeri Si j j i l (Lembaran NegEira Republik 

Indonesia T a h u n 2 0 2 1 Nomor 202 , T a m b a h a n Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6718) ; 

10. Pera turan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaian Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2016 Nomor 114, T a m b a h a n Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5888) sebagaiimana telah 

d iubah dengan Pera turan Pemerintah Nomor 72 

T a h u n 2019 tentang Perubahan Atas Peraturain 

Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negaira Republ ik Indonesia T a h u n 2019 

Nomor 187, T a m b a h a n Lembaran Negaia Republik: 

Indonesia Nomor 6402) ; 

1 1 . Peraturgm Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2017 tentang; 

Manajemen Pegawai Neg;eri S ip i l (Lembaran Negare 

Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 63 , Tambahar 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6037^ 

sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintab 

Nomor 17 T a h u n 2020 tentang Perubahan Atas Peraturar 

Pemerintah Nomor 11 T a h u n 2017 tentang Manajemer 

Pegawai Negeri S ip i l (Lembxiran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2020 Nomor 68, T a m b a h a n Lemb<u-an Negara. 

Republ ik Indonesia Nomor 6477) ; 

12. Pera turan Pemerintah Nomor 49 T a h u n 2018 tentang; 

Manajemen Pegawai Peme:rintah dengan Perjanjian Kerja. 

(Lembaram Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2018 

Nomor 224, Tambaihan Lembaran Negara Republik: 

Indonesia Nomor 6264) ; 
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaha 

Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana relah diub 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 201 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 

Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara epubi 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718): | 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tel 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratur 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republi 

Indonesia Nomor 6402), 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentan 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negar 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerint 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeme 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Bagan 

Republik Indonesia Nomor 6477), 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6264),
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13. Pera turan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Taihun 2 0 1 9 Nomor 42 , T a m b a h a n Lembaram 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322) ; 

14. Pera turan Pemerintah Nomor 30 T a h u n 2019 

tentang Peni la ian Kiner ja Pegawai Negeri S ip i l (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2 0 1 9 Nomor 77, 

Tambahan Lembaram Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 6340) ; 

15. Peraturam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 34 T a h u n 2 0 1 1 tentamg 

Pedoman E v a l u a s i J a b a t a n ; 

16. Pera turan Menteri Pendayiagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 63 T a h u n 2 0 1 1 tentang 

Pedoman Penataan S is tem Tun jangan Kine;rja Pegawa 

Negeri; 

17. Pera turan Kepala B a d a n Kepegawaian Negaia Nomor 2C 

T a h u n 2 0 1 1 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangar 

Kiner ja Pegawai Negeri S ip i l ; 

18. Pera turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dar 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 39 T a h u n 2013 tentang; 

Penetapsm Ke las J a b a t i m di L ingkung im Instems: 

Pemerintah; 

19. Pera turan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara dar. 

Reformasi B i r ok ras i Nomor 4 1 T a h u n 2018 tentang; 

Nomenklatur J a b a t a n Pe laksana bagi Pegawai Negeri S ip i . 

di L ingkungan Ins tans i Pemerintah; 

20. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 

tentang Pedoman Tekn i s Pengelolaan Keuemgar. 

Daerah; 

Memperhat ikan : 1. Kepu tusan Menteri Da l am Negeri Republ ik Indoneski 

Nomor 900-4700 T a h u n 2020 tentang; T a t a C a r e t 

Persetujuan Menteri Da l am Negeri terhadap Tambahan 

Penghasi lan Pegawai Aparatur Sipi l Negara di 

L ingkungan Pemerintal i Daerah . 
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1 1 

1 

Memperhatikan : 

2 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), | 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 

tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6340), | 
| 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan, | 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistern Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri, 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil, | 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan asean 

Pemerintah: | 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pernerintah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah: 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Daerah.
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2. Su ra t E d a r a n Sekretar is Jendereil Kementer ian da lam 

Negeri Republ ik Indonesia Nomor : 900/1 .3 .2/ 

9 0 8 7 / S J tanggal 30 Desember 2022 tentang 

T a m b a h a n Penghasi lan Pegawai Aparatur Sip i l Negara 

Pemerintah Daerah T a h u n Anggaran 2023 . 

3. Su ra t Kementer ian Da l am Negeri Republ ik Indonesia 

Nomor : 900 .1 .1/9068/Keuda tagnggal 5 Apr i l 2023 

per ihal Persetujuan Teimbahan Penghasi lan Kepada 

Pegawai Aparatur S ip i l IVegara T a h u n Angx;aran 2023 . 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO TENTANG 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N APARATUR S IP IL NEGARA 

D I L INGKUNGAN PEMEl^ INTAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2023 . 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Wal i Kota in i yang d imaksud dengan: 

1. Daera l i ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah ada lah Wal i Kota dan Perangkat Daerah sebagai 

u n s u r penyelenggara pemer intahan daereih. 

3 . Kepala Daerah ada lah Wal i Kota Gorontalo. 

4. Perang;kat Daerah ada lah u n s u r pembantu Kepa la Daerah dan Dewan 

Perwaldlan Rakya t Daerah da lam penyelenggaraan U r u s a n Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Perang;kat Daerah yang se lanjutnya disingkat PD adala l i Perangkat 

Daera l i di L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

6. Aparatur S ip i l Negara yang se lanjutnya disingkat ASN adalah profesi bag 

Pegawiii Negeri S ip i l dan pegawai Pemerintah dengan Perjanj ian Kerjg 

yang bekerja pada Ins tans i Pemerintah.   

2. Mia 

2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/1.3.2/ 

9087/SJ tanggal 30 Desember 2022 tentang) 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. 

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor : 900.1.1/9068/Keuda tagnggal 5 April 2023 

perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
  

  

  

  

        

ss 1 TAHUN 2023. | 
DAERAH | 

KABAG 
HUKUM | 

sia BABI | 

sa UT k KETENTUAN UMUM | 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1, 

2. 

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | 

Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo. 

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewarl 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
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7. Pegawiii Aparatur Sip i l Negara yang sek in jutnya disebut F'egawai ASN 

adalah Pegawai Negeri S ip i l dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanj ian 

Ker ja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam s u a t u j aba tan pemerintahEin a t au diserahi tugas negara 

l a innya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

8. Pegawjii Negeri S ip i l yang se lanjutnya disuigkat PNS ada lah v/arga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai li'egawai ASN 

secsira tetap oleh pejabat pembina kepegawaian u n t u k menduduki 

j aba tan pemerintahan. 

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanj ian Ker ja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah ada lah warga neg;ara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja 

u n t u k j angka w a k t u tertentu da lam rangka me laksanakan tugas 

pemerintahan. 

10. Pegawiii l a innya ada lah ASN pusat/daerah dar i ins tans i pemerintah lain 

yang bertugas pada pemerintah daerah Kota Gorontalo melalu: 

mekanisme penugasan k h u s u s . 

1 1 . J a b a t a n P impinan Tinggi adadah sekelompok j aba tan tinggi piada instans: 

pemerintah. 

12. J a b a t a n Admin is t ras i adadah sekelompok j aba tan yang berisi fungsi dar 

tugas berkai tan dengan pe layanan publ ik serta admin is t ras 

pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dar i J aba ta r 

Administrator, J a b a t a n Pengawas dan J a b a t a n Pe laksanan. 

13. Jabatgin Administrator ada lah sekelompok jabatgm yang memi l ik . 

tanggung j awab memimpin pe laksanaan se lu ruh kegiatan pelayanar. 

publ ic serta admin is t ras i pemer intahan dan pembangunan. 

14. Jabatgm Pengawas ada lah sekelompok jgibatan yang memi l ik i tanggung 

j awab mengendal ikan pe laksanaan kegiat an yang d i l akukan oleh pejaba; 

pe laksana. 

15. Jabatgm Pelaksgma ada lah sekelompok j aba tan yang berisi fungsi dari 

tugas pe laksanaan kegiatan pelayanan publ ik serta admin is t ras i 

pemer intahan dan pembangunan. 

16. Jabatgm Fungs iona l ada lah sekelompok jabatan yang berijd fungsi dan 

tugas yang berkai tan dengan pelayanan fungsional berdasarkan padgi 

keahliiam dan ketergimpilan tertentu. 
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Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Fegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja 

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 

pemerintahan. 

Pegawai lainnya adalah ASN pusat/daerah dari instansi pemerintah lain 

yang bertugas pada pemerintah daerah Kota Gorontalo melalui 

mekanisme penugasan khusus. 

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksanan. 

Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang memiliki 

tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan 

public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang memiliki tanggung 

jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pelaksana. 

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada 

keahlian dan keterampilan tertentu.
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17. Kelas J a b a t a n ada lah kedudukan yang menun jukan t ingkat seorang 

Pegawid Negeri da lam rangka ian susur i an ins tans i pemerintah yang 

mesk ipun berbeda da lam h a l j en i s pekerjaan, tetapi c u k u p setara dalam 

h a l t ingkat kesu l i tan dan tanggung j a v B b , dan t ingkat persyaratan 

kualifi leasi pekerjaan, dan d igunakan sebagai dasar penggaj ian. 

18. Nilai J a b a t a n ada lah Nilai Kumula t i f dar i faktor J a b a t a n yang 

mempxmgaruhi tinggi r endahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi 

j aba tan 

19. T a m b a h a n Penghasi lan Pegawai Negeri S ip i l yang se lanjutnya disebul 

TPP acialah tambeihan penghasi lan yang diber ikan sebagai ]5enghargaan 

atas prestasi ker ja kepada Pegawai ASN di L ingkungan Pemerintah Kots 

Gorontalo. 

20. Indeks Besa ran Rup i ah yang se lan jutnya disebut IDrp adeilah besarar 

harga/nominal rup iah setiap ke las j aba tan yang ditetapkan berdasarkan 

kemampuan daerah. 

2 1 . Sasarsin Ker ja Pegawai B u l a n a n yang se lanjutnya disebut S K P - B adalah 

rencar ia k iner ja dan target k iner ja bu l anan yang a k a n dicapai oleh 

seorang ASN da lam 1 (satu) m a s a peni la ian k iner ja bu lanan . 

22 . K iner ja ada lah has i l ker ja yang dicapai oleh setiap ASN dalam mas£. 

kinerjt i . 

23 . Masa IGnerja ada lah m a s a da lam k u r u n w a k t u 1 (satu) bu lan kalender 

terhi tung mu la i tanggal 1 sampai dengan tanggal akh i r bu lan berkenaan 

24. Ha r i Ker ja ada lah ketentuan m a s u k ker ja bagi setiap ASN sesua . 

peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

25 . J a m Ker ja ada lah w a k t u m a s u k dan pulang ker ja bagi setia]D ASN sesua i 

peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

26 . S i s t im Kiner ja Apara tur yang se lan jutnya disebut e-sikap gidalah s u a t u 

peni la ian mela lu i ap l ikas i Online yang d i l akukan berdasarkan 

produktiv i tas ker ja dan dis ipl in setiap indiv idu dengan memperhat ikan 

target, capaian dan has i l serta t ingkat kehadi ran. 

27 . Beban Ker ja adalah S u a t u pekerjatin a t au tugas yang h a m s 

diselesiaikan da lam j a n g k a w a k t u tertentu yang melampaui beban kerjfi 

normal . 

28. Prestas i Ker ja ada lah Tugas a t au pekerjaan yang hasilnygi d i aku i oleh 

p impinan d ia tasnya. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

23, 

24. 

25. 

26. 

Di 

28. 

2 PE 

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang 

Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang 

meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam 

hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan 

kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 

Nilai Jabatan adalah Nilai Kumulatif dari faktor Jabatan yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi 

jabatan 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

TPP acalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan 

atas prestasi kerja kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota 

Gorontalo. 

Indeks Besaran Rupiah yang selanjutnya disebut IDrp adalah besaran 

harga/ nominal rupiah setiap kelas jabatan yang ditetapkan berdasarkan 

kemampuan daerah. 

Sasaran Kerja Pegawai Bulanan yang selanjutnya disebut SKP-B adalah 

rencana kinerja dan target kinerja bulanan yang akan dicapai oleh 

seorang ASN dalam 1 (satu) masa penilaian kinerja bulanan. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN dalam an 

kinerja. | 

Masa Kinerja adalah masa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kalender 

terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan berkenaan, 

Hari Kerja adalah ketentuan masuk kerja bagi setiap ASN sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jam Kerja adalah waktu masuk dan pulang kerja bagi setiap ASN sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sistim Kinerja Aparatur yang selanjutnya disebut e-sikap adalah suatu 

penilaan melalui aplikasi Online yang dilakukan berdasarkan 

produktivitas kerja dan disiplin setiap individu dengan en 

target, capaian dan hasil serta tingkat kehadiran. 

Beban Kerja adalah Suatu pekerjaan atau tugas yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang melampaui beban kerja 

normal. 

Prestasi Kerja adalah Tugas atau pekerjaan yang hasilnya diakui oleh 

pimpinan diatasnya.
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29. Kondis i Ker ja ada lah tugas a tau pekerjaan. yang memi l ik i tan ggung jawab 

dan resiko tinggi. 

30. Tempat Beker ja ada lah tempat tugas yang berada di ciaerah ygmg 

memi l ik i t ingkat kesu l i tan tinggi dan daei a h terpencil 

3 1 . Ke langkaan Profesi ada lah tugas ata.u pekerjaan yang memil ik i 

keterampi lan k h u s u s yang t idak s emua Pegawai dapat m( ; laksanakan 

pekerjaan tersebut. 

B A B I I 

MAKSUD DAN T U J U A N 

Pasa l 2 

Maksud d ihentuknya Pera turan Wal i Kota in i ada lah sebagai daseir pemberian 

T P P kepada ASN di L ingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasa l 3 

Pemberian T P P bertu juan u n t u k : 

a . meningkatkan dis ipl in dan k iner ja ASN; 

b. meninglcatkan kua l i t as pe layanan kepada masyarakat ; 

c. meningkatkan keadi lan dem kesejahteraem ASN. 

B A B I I I 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 4 

Ruang linglcup Pera turan Wal i Kota in i : 

a . pr ins ip Pemberian TPP ; 

b. ketentuan dan Kr i t e r ia pemberian TPP ; 

c. penetapan beseiran basic TPP; 

d. indikator pemberiein dan pengurangan TPP; 

e. penereipan s is tem daftar hadir elektronik: 

f. TPP k l i u s u s ; 

g. pembayaran TPP ; 

h . ketentuan Ia in- Ia in ;   

29. Kondisi Kerja adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki tanggung jawab 

3: 

dan resiko tinggi. 

30. Tempat Bekerja adalah tempat tugas yang berada di daerah yang 

memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil 

31. Kelangkaan Profesi adalah tugas atau pekerjaan yang memiliki 

keterampilan khusus yang tidak semua Pegawai dapat melaksanakan 

pekerjaan tersebut. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai dasar pemberian 

TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 

Pemberian TPP bertujuan untuk : 

a. meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, 

b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 

Cc. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN. 

  

  

  

  

  

mk 

Yuu r BAB III 

Asma / RUANG LINGKUP 

sa | k Pasal 4       

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini : 

a. 

b. 

prinsip Pemberian TPP, 

ketentuan dan Kriteria pemberian TPP, 

penetapan besaran basic TPP, 

indikator pemberian dan pengurangan TPP, 

penerapan sistem daftar hadir elektronik: 

TPP khusus, 

pembayaran TPP, 

ketentuan lain-lain: 

 



B A B IV 

PRINSIP P E M B E R I A N T P P 

Pasa l 5 

Pemberian T P P menggunakan pr ins ip-pr ins ip ; 

a . kepast ian h u k u m , d imaksudkan bahwa j jemberian T P P mengutamakan 

landasan pera turan perundang-undangan, kepatutan dan keadi lan 

b. akunteibel, d imaksudkan bahwa T P P dapat dipertanggungjawabkan 

kepadei masyaraka t sesua i dengan ket imtuan pera turan perundang-

undangan. 

c. propersionalitas, d imaksudkan bahwa pemberian T P P mengutamakan 

keseim.bangan an ta ra h a k dan kewaj iban pegawai; 

d. efektif dan efisien, d imaksudkan bahwa pemberian T P P sesua i dengan 

target dan tu juan tepat w a k t u sesua i dengan perencanaan kiner ja yang 

ditetapikan; 

e. keadik in dan kesetaraan, d imaksudkan bahwa pemberian tpp harus 

mencerminkan r a s a keadi lan dan kesamaan u n t u k memperoleh 

kesemipatan fungsi dan peran sebagai Pegawai; 

f. kesejahteraan d imaksudkan bahwa pemberian T P P d ia rahkan untuk 

menjmnin kesejahteraan Pegawai; dan 

g. opt imal isasi d imaiksudkan bahwa pembijrian T P P sebagai optimalisas: 

pagu anggaran belanja pemerintahan daerah. 

B A B Y 

K E T E N T U A N DAN K R I T E R I A P E M B E R I A N T P P 

Pasa l 6 

(1) Da l am me l aksanakan tugasnya, ASN di L ingkungan Pemiir intah Kota 

Gorontalo d iber ikan TPP . 

(2) T P P d iber ikan kepada ASN di L ingkungim Pemerintah Kota Gorontalc 

berdasairkan kr i ter ia prestas i ker ja dan pert imbangan objektiJ' 

lainnygi. 

(3) ASN sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ada lah Pegawai Negeri S i p i 

di L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.   
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BAB IV 

PRINSIP PEMBERIAN TPP 

Pasal 5 

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip : 

a. kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan 

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan 

akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai, 

efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan 

target dan tujuan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang 

ditetapkan, 

keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian tpp harus 

mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh 

kesempatan fungsi dan peran sebagai Pegawai, 

kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk 

menjamin kesejahteraan Pegawai, dan 

optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai optimalisasi 

pagu anggaran belanja pemerintahan daerah. | 
  

?   

5
 

BAB V 
  

ASISTEN 
KETENTUAN DAN KRITERIA PEMBERIAN TPP 

  

        

(1) 

(2) 

(3) 

#0 & 
f Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Lingkungan Pemerintah Kota 

Gorontalo diberikan TPP. 

TPP diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

berdasarkan kriteria prestasi kerja dan pertimbangan objektif 

lainnya. 

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
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Pasa l 7 

B e s a r a n TPP berdasarkan prestas i ker ja sebagaimana d imaksud dalam 

Pasa l 6 ayat (2), sesua i k emampuan keuangan daerah sebagaimana 

tercantum da lam Lamp i ran I yang merupakan bagian t idak terp i sahkan dari 

Pera turan Wal i Kota in i . 

Pasa l 8 

(1) TPP diber ikan kepada ASN di l ingkungan Pemerintah Kota Gorontalc 

yang menduduk i J a b a t a n Pimpinan Tinggi Pra tama, J a b a t a r 

Administrator, J a b a t a n Pengawas, J a b a t a n Fungs iona l dan J a b a t a r 

Pe laksana. 

(2) ASN p indahan dar i Ins tans i Pusat/Provinsi/Kabupateny 'Kota dapat 

diberikian T P P setelah bertugas 1 (satu) t ahun , kecua l i menduduk 

J a b a t a n Pimpinam Tinggi, J a b a t a n Admin istrator dan J a b a t a n Pengawas 

Pasa l 9 

(1) T P P t idak d iber ikan kepada: 

a . A : 3N yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengern Perjamjiar 

Ker ja (PPPK) dan Galon Pegawai Negimi S ip i l . 

b. A;3N yamg diberhent ikan sementai-a ka rena menjadi tersangka 

t indak p idana dan d i tahan; 

c. A:3N yang sedang menjalani C u t i d i luar Tanggungan Ne gara; 

d. ASN yang sedang menjalani C u t i Besar dan C u t i Melahirkan; 

e. AlSN yang menjedani cut i ka r ena a l a san penting (selama menja lan, 

cuti ) ; 

f. A;3N di L ingkungan R u m a h Sak i t U m u m Daerah yang berstatus 

B a d a n L a y a n a n U m u m ; 

g. ASN yang menduduk i jabatem fungsional gu ru dan fungsiona 

pijngawas yang mener ima tunjangar profesi; 

h . ASN yang bebas tugas u n t u k menja lani m a s a pers iapan pens iun; 

i . ASN yang me laksanakan Tugas Belajar di lua r domisil i Prov ins. 

Gorontalo. 
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Pasal 7 

Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2), sesuai kemampuan keuangan daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

(1) 

(2) 

(1) 
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Pasal 8 

TPP diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan 

Pelaksana. 

ASN pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota dapat 

diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) tahun, kecuali menduduki 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas| 

Pasal 9 

TPP tidak diberikan kepada: 
| 

a. ASN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil. 

b. ASN yang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka 

tindak pidana dan ditahan, 

Cc. ASN yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara, 

d. ASN yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan, 

e. ASN yang menjalani cuti karena alasan penting (selama menjalani 

cuti), | 

fl. ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus 

Badan Layanan Umum, 

g. ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dan fungsional 

pengawas yang menerima tunjangan profesi, 

h. ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, 

ii ASN yang melaksanakan Tugas Belajar di luar domisili Provinsi 

Gorontalo.
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(2) Se la in ketentuan sebagaimana d imaksud da lam ayat (1). ASN t idak 

diber ikan T P P apabi la di jatuhi h u k u m a n dis ipl in dengan ketentuan 

sebagai ber ikut : 

a . H u k u m a n dis ipl in r ingan kategori pemyatan t idak puas , t idak 

mener ima T P P se lama k u r u n w a k t u I (satu) bu lan ; 

b. H u k u m a n dis ipl in sedang, t idak mener ima T P P se lama k u r u n 

w i ik tu 2 (dua) bu lan ; 

c. H u k u m a n dis ipl in berat, t idak mener ima T P P se lama k u r u n 

w a k t u 3 (tiga) bu lan ; 

(3) Ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2), be r laku pada bu lan 

berikui: setelah d i te tapkannya keputusan h u k u m a n dis ipl in. 

Pasa l 10 

(1) ASN yeing duduk da lam J a b a t a n P impinan Tinggi, J a b a t a n Adminis t ras i 

dan j aba tan pengawas yang d i tun juk raenjadi Pe laksana Tugas (Pit) 

d iber ikan T P P sebesar 2 0 % pada j aba tan tersebut demgan tidak 

menghi langkan T P P pada j aba tan defenitif. 

(2) ASN yang duduk da lam j aba tan pelaJisana dan d i tun juk menjadi 

Pe laks i ina Tugas (Pit) d iber ikan T P P sebesar 5 0 % pada j aba tan tersebut 

dengan t idak menghi langkan T P P pada j aba tan pe laksana. 

B A B V I 

PENETAPAN B E S A R A N B A S I C T P P 

Pasa l 11 

(1) Penetapan besaran basic T P P berdasarkaj i parameter : 

a . ke las j aba tan ; 

b. Indeks kapas i tas fiskal daerah; 

c. Indeks kemaha lan kons t ruks i ; dan 

d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Besa ran basic T P P sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diperoleh 

dengan menggunakan r u m u s : (besaran Tan jangan Kiner ja B P K per kelas 

jabataj i ) X ( indeks kapas i tas l i ska l daerah) X ( indeks kemahalan 

konstruks i ) X ( indeks penyelenggaracm pemerintah daerah). 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 
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Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ASN tidak 

diberikan TPP apabila dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Hukuman disiplin ringan kategori pernyatan tidak puas, tidak 

menerima TPP selama kurun waktu 1 (satu) bulan, 

b. Hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama kurun 

waktu 2 (dua) bulan, 

c. Hukuman disiplin berat, tidak menerima TPP selama kurun 

waktu 3 (tiga) bulan, 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku pada bulan 

berikut setelah ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. 

Pasal 10 | 

ASN yang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi 

dan jabatan pengawas yang ditunjuk rnenjadi Pelaksana Tugas (Pit) 

diberikan TPP sebesar 20Yo pada jabatan tersebut dengan tidak 

menghilangkan TPP pada jabatan defenitif. | 

ASN yang duduk dalam jabatan pelaksana dan ditunjuk menjadi 

Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 50Yo pada jabatan tersebut 

dengan tidak menghilangkan TPP pada jabatan pelaksana. | 

BAB VI 

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP 
| 
| 

Pasal 11 

Penetapan besaran basic TPP berdasarkan parameter : 

a. kelasjabatan, 

b. Indeks kapasitas fiskal daerah, | 

c. Indeks kemahalan konstruksi: dan 

d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. 

| 
Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 

dengan menggunakan rumus : (besaran Tunjangan Kinerja BPK per kela 

jabatan) X (indeks kapasitas fiskal daerah) X (indeks kemahalan 

konstruksi) X (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
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B A B V I I 

I N D I K A T O R P E M B E R I A N D A N P E I ^ I G U R A N G A N T P P 

Bag ian Kesa tu 

Indikator pemberian T P P 

Pasa l 12 

(1) Indikai:or pemberian T P P dini la i berdasarlcan : 

a . peni la ian produktiv i tas ker ja sebesai 7 0 % ( tujuh p u l u h perseratus) ; 

b. peni la ian dis ipl in ker ja sebesar 3 0 % (tiga pu luh perserelus) . 

(2) Peni la ian produktiv i tas ker ja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f a, d ini la i berdasarkan ap l ikas i e-kinerja yang d ikembangkan oleh 

B a d a n Kepegawaian Pendidikan dan Pelat ihan Kota Gorontalo. 

(3) Peni la ian dis ip l in ker ja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b, 

d idasarkan atas kehad i ran ASN setiap ha r i ker ja da lam k u r u n wak tu 

peni la ian (satu bulan) yang dihi tung mela lu i ap l ikas i absensi elektronik 

(e-finger) yang terdapat pada perangkat daerah masing-masing. 

Bag ian Kedua 

Pengurangan T P P 

Pasa l 13 

(1) Apabi la peni la ian produktiv i tas ker ja ASN k u r a n g dciri Predikat 

B a i k 9 2 % - 100%, d ikenakan pengurangan TPP. 

(2) Pengurangan T P P sebagaimana dimaJcsud pada ayat (1), a tas 

produhl iv i tas ker ja sebagai ber ikut: 

a . n i la i produktiv i tas ker ja 8 1 % - 9 1 % dengan Predikat B u t u h 

Pexbaikan, d ikurang i 2 ,5% 

b. n i la i produktiv i tas ker ja 7 1 % - 8 0 % dengan Predikat Kurang , 

d ikurang i 5% 

c. n i la i produktiv i tas ker ja 6 1 % - 7 0 % dengan Predikat Sarigat Kurang , 

dikureingi 10% 

d. n i la i produktiv i tas ker ja 5 1 % - 6 0 % , d ikurang i 5 0 % 

e. n i la i produktiv i tas ker ja d ibawah 51%, d ikurang i 100% 

Pasa l 14 

(1/ Pengurangan T P P atas peni la ian dis ipl in ker ja mel iput i : 

a. terlambat m a s u k kerja; 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
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BAB VII 

INDIKATOR PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP 

Bagian Kesatu 

Indikator pemberiari TPP 

Pasal 12 

Indikaror pemberian TPP dinilai berdasarkan : 

a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70Y6 (tujuh puluh perseratus): 

b. penilaian disiplin kerja sebesar 30Y6 (tiga puluh perseratus). 

Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dinilai berdasarkan aplikasi e-kinerja yang dikembangkan oleh 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. 

Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

didasarkan atas kehadiran ASN setiap hari kerja dalam kurun waktu 

penilaian (satu bulan) yang dihitung melalui aplikasi absensi elektronik 

(e-finger) yang terdapat pada perangkat daerah masing-masing. 

Bagian Kedua 

Pengurangan TPP 

Pasal 13 

Apabila penilaian produktivitas kerja ASN kurang dari Predikat 

Baik 9246 - 100”, dikenakan pengurangan TPP. 

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas 

produktivitas kerja sebagai berikut: 

a. nilai produktivitas kerja 810 - 91” dengan Predikat Butuh 

Perbaikan, dikurangi 2,5Yo 

b. nilai produktivitas kerja 71Yo - 80Yo dengan Predikat Kurang, 

dikurangi 5Yo 

c. nilai produktivitas kerja 61Y6 - 70Yo dengan Predikat Sangat Kurang, 

dikurangi 1040 

d. nilai produktivitas kerja 51Y6 - 60Yo, dikurangi 500 | 

e. nilai produktivitas kerja dibawah 516, dikurangi 100” 

Pasal 14 

Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja meliputi : 

a. terlambat masuk kerja,
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b. pulang sebelum w a k t u ; 

c. t idak m a s u k ker ja; 

d. t idak menghadir i kegiatan apel ]<orpri, apel ker ja, olahraga, 

kt;agamaan dan kegiatan l a innya yang d i l aksanakan oleh 

Pfjmerintah Kota Gorontalo; 

Pengurangan T P P atas peni la ian disipl in ker ja sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f a d i l akukan dengan penghitungan sebagai ber ikut : 

K E T E R L A M B A T A N 
(TL) 

LAMA K E T E R L A M B A T A N PERSEIMTASE 
PENGUF2VNGAN 

T L 1 1 menit s.d <31 menit 0 , 5% 

T L 2 3 1 menit s.d <61 menit 1 % 

T L 3 6 1 menit s.d <91 menit 1,25% 

T L 4 9 1 menit dan t au t idak 
me l akukan absens i 
elektronik m a s u k ker ja 

1,5% 

Penguj-angan T P P atas peni la ian disiplir. ker ja sebagaimana dimaksuc. 

pada ayat (1) h u r u f b, d i l akukan dengan penghitungan sebagai ber ikut : 

PULANG 
S E B E L U M 

W A K T U (PSW) 

LAMA MENINGG^UKAN 
P E K E R J A A N S E B E L U M 

WAKTUNYA 

P E R S E N T A S E 
PENGUFiANGAN 

PSW 1 1 menit s.d <31 menit 0 , 5% 

PSW 2 3 1 menit s.d <61 menit 1 % 

PSW 3 6 1 menit s.d <91 menit 1,25% 

PSW 4 9 1 menit dan a tau t idak 
me lakukan absens i 
elektronik pulang ker ja 

1,55% 

ASN yang t idak m a s u k ker ja tanpa keterangan s a h sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f c d ikurang i 3 % (tiga per seratus) u n t u k 

setiap ha r i t idak m a s u k kerja; 

ASN yang t idak menghadir i kegiatan apel korpr i , apel ker ja, o lahraga 

keagamaan dan kegiatan la innya yang d i l aksanakan oleh Pemerintal i 

Kota (jorontalo sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d hurujf 

d ikurang i 2 % (dua per seratus) u n t u k setiap kegiatannya. 

Peni la ian T P P berdasarkan dis ipl in ker ja ASN sebagaimana d imaksud 

pada aiyat (1), t idak d ikenakan pengurang;£m apabi la terdapa t pernyataan 

yang sah yang d iketahui Fhmpinan Perangkat Daerah/Uni t Ker ja bahwa 

t idak dapat mengisi daftar hadir elektronik; 
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b. pulang sebelum waktu, 

c. tidak masuk kerja, 

d. tidak menghadiri kegiatan apel korpri, apel kerja, olahraga, 

keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oah 

Pemerintah Kota Gorontalo, 

(2) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimaria dimaksu 

pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut: 

  

  

  

  

  

  

KETERLAMBATAN | LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE 

(TL) PENGURANGAN 

EL I 1 menit s.d «31 merit 0,5Y6 

TL 2 31 menit s.d «61 menit 1Yo 

TI. 3 61 menit s.d «91 menit 1,25Y6 

TL 4 91 menit dan tau tidak 1,5Y6 

melakukan absensi 

elektronik masuk kerja         

(3) Pengurangan TPP atas penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut : 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

PULANG LAMA MENINGGALKAN PERSENTASE 

SEBELUM PEKERJAAN SEBELUM PENGURANGAN 

WAKTU (PSW) WAKTUNYA | 

PSW 1 1 menit s.d «31 menit 0,5Yo 

4 PSW 2 31 menit s.d «61 menit 1Yo 

t PSW 3 61 menit s.d «91 menit 1,25Y6 

/ | 'pswa 91 menit danatautidak — | 1,5596 | 
melakukan absensi | 

elektronik pulang kerja               

  
  

(4) ASN vang tidak masuk kerja tanpa keterangan sah sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dikurangi 3Yo (tiga per seratus) untu 

setiap hari tidak masuk kerja, 

(5) ASN yang tidak menghadiri kegiatan apel korpri, apel kerja, olahraga, 

keagamaan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerint 

Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d huru 

dikurangi 2Yo (dua per seratus) untuk setiap kegiatannya. 

(6) Penilaian TPP berdasarkan disiplin kerja ASN sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tidak dikenakan pengurangan apabila terdapat pernyataan 

yang sah yang diketahui Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa 

tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik,
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(7) Pernya taan yang s a h sebagaimana dimalcsud pada ayat (6) dibuat oleh 

P impinan Perangkat Daerah/Uni t Ker ja dengan menggunakan formal 

sebagaimana tercantum da lam Lamp i ran I I yang merup;akan bagian 

t idak te rp isahkan dar i Pe ra turan Wal i Kota. 

Pasa l 15 

(1) Pengurangan T P P berdasarkan peni la ian dis ipl in ker ja sebagaimana. 

d imaksud da lam Pasa l 14 ayat (1) d ikecua l ikan bagi Pimpinain Perangkai 

Daera l i/Uni t Ker ja yang sedang me l aksanakan tugas ked inasan 

kegiatim a t au rapat di lua r kantor yang undangannya sang at mendesah; 

mela lu i v i a telepon, pesan SMS/WA sehingga t idak dapat mengisi daftaj-

hadir elektronik, dapat menyampa ikan sura t sanggahan secjara langsung 

kepada Kepa la B a d a n Kepegawaian, P imdidikan dan Pe lat ihan Kot£. 

Gorontalo. 

(2) Pengecualian pengurangan T P P sebagaimana d imaksud pada ayat ( It 

j u g a ber laku pada sopir P impinan Perang;kat Daerah/Uni t Kdrja. 

Pasa l 16 

(1) ASN yang me laksanakan tugas ked inasan di luar kantor seperti mengikut i 

kegiatan pengembangan kompetensi, kegiatan rapat, me l aksanakan 

perjalcman d inas da lam daerah/luar daerah da lam s a t u p rov ins i/ lua ' 

daerah antar prov insi/ luar negeri dan tugas ked inasan la innya yang 

menyebabkan t idak dapat mengisi daftar hadir elektronik, d ih i tung tetap 

m a s u k ker ja dan t idak d ikenakan pengurangan TPP . 

(2) ASN yang me laksanakan tugas ked inasan d i luar kantor sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) wajib melampirktm dokumen sanggah kehad i ran 

sebagju ber ikut : 

a. IVlengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi dan sejenisnya. 

1) Sura t Per intah Tugas dar i P impinan Perangkat Daerah/Uni t 

kerja; 

2) Undangan kegiatan; 

3) Te laahan (untuk kegiatan yang d i l aksanakan d i luar daera l i 

da lam s a t u provinsi dan lua r daerah antar provinsi) ; 

4) Rekomendasi pengir iman peserta dar i B K P P ; 

(7) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 
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Pernyataan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat oleh 

Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja dengan menggunakan Ternak 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota. 

Pasal 15 

Pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikecualikan bagi Pimpinan Perangkat 

Daerah/Unit Kerja yang sedang melaksanakan tugas kedinasan 

kegiatan atau rapat di luar kantor yang undangannya sangat mendesak 

melalui via telepon, pesan SMS/WA sehingga tidak dapat mengisi daftar 

hadir elektronik, dapat menyampaikan surat sanggahan secara langsung 

kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sa 

Gorontalo. | 

Pengecualian pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

juga berlaku pada sopir Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja. 

Pasal 16 | 

ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor seperti mengikuti 

kegiatan pengembangan kompetensi, kegiatan rapat, makan! 

perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah dalam satu provinsi/ luat 

daerah antar provinsi/luar negeri dan tugas kedinasan lainnya yang 

menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, dihitung tetap 

masuk kerja dan tidak dikenakan pengurangan TPP. 

ASN yang melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen sanggah kehadiran 

sebagai berikut : | 

a. Mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi dan sejenisnya. 

1) Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit 

kerja, 
  

  

  

dalam satu provinsi dan luar daerah antar provinsi), 
  

  

8
 

    4) Rekomendasi pengiriman peserta dari BKPP, 
    2) Undangan kegiatan, 

3) Telaahan (untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah 

)
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5) Sura t Pengantar dar i P impinan OPD perihal. pengajuar. 

sanggah kehad i ran ASN pada AiDlikasi E-F inger yang memuat y 

mengura ikan n a m a ASN, tanggal sanggahan dan w a k t u 

sanggahan (TAP a tau TAS) . 

b. M engikuti Rapat Koordinasi dan sejemisnya. 

l i i Su ra t Per intah Tugas dar i P impinan Perangkat Daerah/Uni 

ker ja; 

2] Undangan kegiatan; 

3] Te l aahan (untuk kegiatan yang d i l aksanakan d i luar daera l . 

da lam s a t u provinsi dan lua r dfierah antar provinsi) ; 

4) Sura t Pengantar dar i P impinan OPD perihal pengajuar 

sanggah kehad i ran ASN pada A]3likasi E-F inger yang memuat / 

mengura ikan n a m a ASN, tanggal sanggahan dan waktu 

sanggahan (TAP a tau TAS) . 

c. Mengikuti Rapat b iasa . 

1) Sura t Per intah Tugas dar i P imp inan Perangkat Daerah/Un i 

kerja; 

2) Undangan kegiatan (menyesuaikan apabi la undangar 

mendesak v ia telepon, pesan SMS/WA); 

3) Sura t Pengantar dar i P impinan OPD perihal pengajuar 

sanggah kehad i ran ASN pada Aj j l ikas i E-F inger yang memuat / 

mengura ikan n a m a ASN, tanggal sanggahan dan waktu 

sanggahan (TAP a tau TAS) . 

d. Me laksanakan per ja lanan dinas. 

1) Sura t Per intah Tugas dar i P impinan Perangkat Daerah/Un i 

kerja; 

2) Undangan kegiatan (apabila ]3erjalanan d inas berdasarkar 

undangan) ; 

3) Te laahan; 

4) Sura t Pengantar dar i P impinan OPD perihal pengajuar 

sanggah kehad i ran ASN pada A]Dlikasi E-F inger yang memuat / 

mengura ikan n a m a ASN, tanggal sanggahan dan waktu 

sanggahan (TAP a tau TAS) . 

(3) Apabi la mes in absens i elektronik pada un i t ker ja ASN yang bersangkutar 

mengalami masalah/ter jadi gangguan te^knis yang menyelDabkan A S ^ 

fflUHUT 
turn 

Aina 

1 

t   

S5) 

& IS 

Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan 

sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / 

menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu 

sanggahan (TAP atau TAS). 

b. Mengikuti Rapat Koordinasi dan sejenisnya. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit 

kerja, 

Undangan kegiatan, J 

Telaahan (untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar daer 

dalam satu provinsi dan luar daerah antar provinsi), 

Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan 

sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / 

menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu 

sanggahan (TAP atau TAS). 

Cc. Mengikuti Rapat biasa. 

1) 

2) 

3) 

Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit 

kerja, 

Undangan kegiatan (menyesuaikan apabila undangan 

mendesak via telepon, pesan SMS/WA), 

Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan 

sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / 

menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu 

sanggahan (TAP atau TAS). 

d. Melaksanakan perjalanan dinas. 

1) 

2) 
  

3)   

  4) 

  

s|
a 

ar
i 

sp 

        

(3) 

7 
! 

Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perangkat Daerah/ Unit 

kerja, 

Undangan kegiatan (apabila perjalanan dinas berdasarkan 

undangan), 

Telaahan, 

Surat Pengantar dari Pimpinan OPD perihal pengajuan 

sanggah kehadiran ASN pada Aplikasi E-Finger yang memuat / 

menguraikan nama ASN, tanggal sanggahan dan waktu 

sanggahan (TAP atau TAS). 

Apabila mesin absensi elektronik pada unit kerja ASN yang bersangkutan 

mengalami masalah/terjadi gangguan teknis yang menyebabkan ASN



- 16 -

yang t iersangkutan tideik dapat mengisi daftar hadir elektronik, maka 

dokumentas i Foto menjadi syarat sanggal ian u tama . 

(4) Dokumentas i Foto sebagaimana d imaksud pada ayat (3) wajit 

d i lampirkan dengan ketentuan : 

a. ASN yang bersangkutan dapat m e l a k u k a n foto selfie di area mesir 

elektronik tersebut. 

b. ASN yang bersangkutan dapat me l akukan foto terhadap status 

tgimpilan pada Mesin E lekt ron ik tersebut. 

B A B V I I I 

PENERAPAN S I S T E M D A F T A R H/iDIR E L E K T R O N I K 

Pasa l 17 

(1) Setiap Perangkat Daerah/uni t ker ja wajib menyediakan dan 

menggunakan s is tem daftar hadir elektronik sebagai sa lah sa tu saran j i 

u n t u k penghitungan pembayaran T P P serta mengevaluasi dis ipl in kerjsi 

pegawai pada setiap Perangkat Daerah/uni t ker ja masing-masing. 

(2) Setiap Perangkat Daerah/uni t ker ja wajib menyediakan anggaran 

pengadaan, pemel iharaan dan perbaikan mes in daftar hadir elektronik. 

(3) Setiap p impinan Perangkat Daerah/uni t ker ja menun juk a t au 

menugaskan pejabat yang membidangi u r u s a n kepegawaian pada 

masing-masing Perangkat Daerah/uni t ker ja sebagai pejabat 

penan ggung j awab pe laksana dan pengelola s istem pengisian daftar hadL-

elektronik. 

(4) Setiap ASN di L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo wajib me l akukan 

perek£iman pada database s istem daftar hadir elektronik. 

(5) ASN yang t idak me l akukan perekaman sebagaimana d imaksud pada 

ayat (3), t idak a k a n mener ima T P P d£Lri indikator peni la ian dis ipl in 

sebes£ir 3 0 % . 

(6) Setiap ASN wajib m a s u k dan pulang sesua i ketentuan j a m kerja dengan 

mengisi daftar hadir pada setiap ha r i k(;rja yang menggunakan s is tem 

daftar hadir elektronik di masing-masing Perangkat Daerah/uni t ker ja. 

(7) Pengisiian daftar hadir sebagaimana dimciksud pada ayat (6) d i l akukan 2 

(dua) Icali y a i tu pada w a k t u m a s u k ker ja dan pada w a k t u pulang ker ja.   
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yang bersangkutan tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik, maka 

dokumentasi Foto menjadi syarat sanggahan utama. 

(4) Dokumentasi Foto sebagaimana dimaksud pada aya: (3) wajib 

dilampirkan dengan ketentuan : 

a. ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto selfie di area mesin 

elektronik tersebut. 

b. ASN yang bersangkutan dapat melakukan foto terhadap status 

tampilan pada Mesin Elektronik tersebut. 
  

  

BAB VIII 

PENERAPAN SISTEM DAFTAR HADIR ELEKTRONIK 

  

          

Pasal 17 

(l) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyediakan dan 

menggunakan sistem daftar hadir elektronik sebagai salah satu sarana 

untuk penghitungan pembayaran TPP serta mengevaluasi disiplin kerja 

pegawai pada setiap Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing. 

(2) Setiap Perangkat Daerah/unit kerja wajib menyediakan anggaran 

pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin daftar hadir elektronik. 

(3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja menunjuk atau 

menugaskan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada 

masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja sebagai pejabat 

penanggung jawab pelaksana dan pengelola sistem pengisian daftar hadir 

elektronik. 

(4) Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo wajib melakukan 

perekaman pada database sistem daftar hadir elektronik. 

(5) ASN yang tidak melakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), tidak akan menerima TPP dari indikator penilaian disiplin 

sebesar 30Y6. | 
| 

(6) Setiap ASN wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan 

mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja yang menggunakan sistem 

daftar hadir elektronik di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja. 

(7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 2 

(dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
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(8) Pengisian daftar hadir secara m a n u a l dajrat d i l akukan a p a t i l a : 

a . IVlesin daftar hadir elektronik mengalami k e r u s a k a n a t au t ida l : 

berfungsi; 

b. Terjadi keadaan k a h a r iforce majeure). 

Dengan t idak mengesampingkan ketentuan dalam Pasa l 16 ayat (3) dan 

ayat (4). 

(9) Apabi la mes in daftar hadir elektronik mengalami k e r u s a k a n a tau t ida l : 

berfungsi sebagaimana d imaksud pada ayat (8) h u r u f a , m a k a perangkat 

daera l i/uni t ker ja wajib melaporkan ke p ihak B a d a n Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelat ihan Kota Gorontalo pal ing lambat 3 (tiga) haxi 

setelal i terjadi k e rusakan . 

(10) Apabi la mes in daftar hadir elektronik mengalami kerusaksm a tau t ida l : 

berfungsi sebagaimana d imaksud pada ayat (8) h u r u f a, m a k a perangkat 

daerah/uni t ker ja bertanggung j awab dan wajib memperbaiki mes in 

daftar hadir elektronik da lam j a n g k a wa i : tu 30 ha r i kalender. 

(11) Apabi la perangkat daerah/unit ker ja t idak memperbaiki mesin daftar 

hadir elektronik sebagaimana d imaksud pada ayat (10), m a k a T P P 

berdasarkan indikator peni la ian dis ipl in kerja t idak d ibayarkan. 

B A B I X 

T P P K H U S U S 

Pasa l 18 

(1) Da l am rangka memberi penghargaan atas k iner ja ASN di L ingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo dapat d iber ikan T P P K h u s u s . 

(2) T P P K h u s u s dapat d iber ikan sesua i Icemampuan dan ketersediaaj i 

anggaran. 

(3) TPP K b u s u s sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan 100% tanpa 

ada pengurangan. 

B A B X 

P E M B A Y A R A N T P P 

Pasa l 19 

(1) T P P d ibayarkan setiap bu lan dan pal ing lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bu lan berkenaan dan/a tau tanggal yang d i tentukan B U D t e r k a t 

ketersediaan dana di k a s daerah.   
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(8) Pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila : 

a. Mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak 

berfungsi, 

b. Terjadi keadaan kahar (force majeure). 

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) da 

ayat (4). 

(9) Apabila mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak 

berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, maka perangkat 

daerah/unit kerja wajib melaporkan ke pihak Badan Kepepawelan, 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo paling lambat 3 (tiga) hari 

setelah terjadi kerusakan. 

(10) Apabila mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak 

berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, maka perangkat 

daerah/unit kerja bertanggung jawab dan wajib memperbaiki mesir 

daftar hadir elektronik dalam jangka waktu 30 hari kalender. HI 

(11) Apabila perangkat daerah/unit kerja tidak memperbaiki mesin daft | 

hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Sa 

berdasarkan indikator penilaian disiplin kerja tidak dibayarkan. | 

BAB IX | 

TPP KHUSUS 

Pasal 18 

(1) Dalam rangka memberi penghargaan atas kinerja ASN di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo dapat diberikan TPP Khusus. 

(2) TPP Khusus dapat diberikan sesuai kemampuan dan ketersediaan 

anggaran. 

(3) TPP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikari 100Y6 tanpa 

ada pengurangan. 
  

  

  

  

      

Pale £ 

us k BAB X 
4 

wa PEMBAYARAN TPP 

sea Pasal 19 
  

J | 

(1) TPP dibayarkan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berkenaan dan/atau tanggal yang ditentukan BUD terkait 

ketersediaan dana di kas daerah.
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(2) Apabi la pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan dengan 

har i lilDur, pembayargin T P P d i l akukan pada ha r i ker ja setelah ha r i l ibur, 

(3) Setiap Perangkat Daerah menyampa ikan sura t permintaan pembayaran 

ke B a d a n Keuangan Kota Gorontalo setelah d i l akukan ver i f ikasi dan 

val idasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daera l i 

Masing-masing. 

(4) Sura t permintaan pembayaran sebagaimana d imaksud pada ayat {Si 

dilengkapi dengan bukt i pr int out rekapi tu las i n i la i produktiv i tas ker ja 

dan rekapi tu las i n i la i d is ip l in yang d ike luarkan oleh B a d a n Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelat ihan Kota Gorontalci. 

(5) Format dokumen pendukung pembayaran T P P tercantum da lam 

lampir a n I I I dan lampi ran IV Pera turan Wali Kota in i . 

Pasa l 20 

Pembayaran T P P d ikenakan potongan pajak penghasi lan (PPH) sesua i dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

B A B X I 

K E T E N T U A N LAIN-LAIN 

Pasa l 2 1 

Setiap ASN yang melaporkan atas t indakan grati f ikasi kepada un i t pengendali 

grati f ikasi, dapat d iber ikan tambahan T P P sebesar 2 0 % dar i TPP yang 

d ibayarkan pada bu lan pelaporan setelah ditetapkan oleh Komis i 

Pemberantasan Korups i Republ ik Indonesia. 

Pasa l 22 

(1) Perangkat Daerah/uni t ker ja yang member lakukan 5 (lima) ha r i ker ja , 

pengaturan j a m ker ja sebagai ber ikut : 

a . Masuk p u k u l 08.00 Wita, dan 

b. Pulang p u k u l 16.00 Wita. 

(2) Perangkat Daerah /uni t ker ja yang member lakukan 6 (enarn) ha r i ker ja , 

pengaturan j a m ker ja sebagai ber ikut : 

a . Masuk p u k u l 08.00 Wita, dan 

b. Pulang p u k u l 15.00 Wita.   

.18- 

(2) Apabila pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan bertepatan dengan 

hari libur, pembayaran TPP dilakukan pada hari kerja setelah hari libur. 

(3) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan surat permintaan pembayaran 

ke Badan Keuangan Kota Gorontalo setelah dilakukan verifikasi dan 

validasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perarigkat Daerah 

Masing-masing. 

(4) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilengkapi dengan bukti print out rekapitulasi nilai produktivitas kerja nd
 

dan rekapitulasi nilai disiplin yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaiar 

Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo. 

-
   

(5) Format dokumen pendukung pembavaran TPP tercantum P5 

lampiran III dan lampiran IV Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 20 

Pembayaran TPP dikenakan potongan pajak penghasilan (PPH) sesuai deng 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 
  

  

  

  

        

| 
PERANGKAT 

KABAG 

aa BAB XI 
ANISTEN 

T KETENTUAN LAIN-LAIN 
3EXDA 

1 Pasal 21 
pe
ak
 & 

Setiap ASN yang melaporkan atas tindakan gratifikasi kepada unit pengendal 

gratifikasi, dapat diberikan tambahan TPP sebesar 200 dari TPP yang 

V
K
 

dibayarkan. pada bulan pelaporan setelah ditetapkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 

Pasal 22 

(1) Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja 

pengaturan jam kerja sebagai berikut : 

a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan 

b. Pulang pukul 16.00 Wita. 

(2) Perangkat Daerah /unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja 

pengaturan jam kerja sebagai berikut : 

a. Masuk pukul 08.00 Wita, dan 

b. Pulang pukul 15.00 Wita.  
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(3) Perangkat Daerah/uni t ker ja yang menerapkan shi f l<:erja, dapat 

menyampa ikan j adwa l sh i f ke B a d a n Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelat ihan Kota Gorontalo u n t u k disesuailcan dengan mes in daftar hadir 

elektronik perangkat daerah/uni t ker ja terkait . 

Pasa l 23 

(1) Setiap ASN yang t idak menyampa ikan laporan k iner ja t a h u n a n melalui 

E lekt ron ik Laporan Kiner ja (E-Lapk in ) , d i tunda pembayaran T P P sampai 

dengan ASN tersebut menyampa ikan laporan k iner janya. 

(2) Setiap ASN yang t idak menyampa ikan laporan k iner ja t a h u n a n melalui 

S i s t im Apl ikas i Pe layanan Kepegawaian (SIASN), d i tunda pembayaran 

TPP sampai dengan ASN tersebut menyampa ikan laporan k iner janya. 

(3) Setiap ASN yang t idak menyampa ikan laporan L H K P N a t au LHKASIN 

d i tunda pembayaran T P P sampai dengan ASN tersebut memenuhi 

kewaj ibannya u n t u k menyampa ikan laporan L H K P N a tau L H K A S N . 

(4) Setiap Perangkat Daerah/uni t ker ja yarig t idak menygimpaikan LPPD, 

L K I P , E-Monev, dan S I R U P yang menjadi tanggung j awab setiap 

perang;kat daerah/uni t ker ja d i tunda pembayaran T P P sampa i dengan 

perang;kat daerah/uni t ker ja tersebut memenuhi kewaj ibannya untuh 

menyampa ikan L K I P , E-Monev dan S IRUP . 

(5) Pegawiii ASN yang ter indikas i melalcukan perbuatan merugikar 

keuangan Negara/Daerah berdasarkan has i l review/temuan dar i pejabat 

yang berwenang a tau Pegawai ASN yang sedang menjalani pemeriksaan 

karenEL ter indikas i me l akukan perbuatan t indak p idana ditundE, 

pembayaran T P P sampai dengan Pegawai ASN yang bersangkutan 

menanidatangani Su ra t Pernyataan Tanggung J a w a b Mut lak yang 

diketa l iu i oleh P impinan Perangkat DaerEih ASN yang bersangkutan. 

Pasa l 24 

(1) Setiap ASN wajib menginput laporan k iner ja bulanEin pada ap l ikas i e-

kinerjEi. 

(2) Penginputan laporan k iner ja bu l anan d i l aksanakan setiapi hEiri pal ing 

lambat setiap akh i r pekEin/minggu bu lan berkenaan. 

(3) Kelalai^an penginputan laporan k iner ja sebagaimana d imaksud padEi 

ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung j awab ASN yang bersangkutan. 

mm r 
UttE 

am 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

  

  

T
r
 

  

  

  -
       

  

ai
 

(1) 

(2) 

(3) 
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Perangkat Daerah/unit kerja yang menerapkan shif kerja, dapat 

menyampaikan jadwal shif ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan   Pelatihan Kota Gorontalo untuk disesuaikan dengan mesin daftar hadir 
| 

elektronik perangkat daerah/unit kerja terkait. | 
| 

| 

Pasal 23 

Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui 

Elektronik Laporan Kinerja (E-Lapkin), ditunda pembayaran TPP sampai 

dengan ASN tersebut menyampaikan laporan kinerjanya. 

Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan kinerja tahunan melalui 

Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SIASN), ditunda pembayaran 

TPP sampai dengan ASN tersebut menyarnpaikan laporan kinerjanya. | 

Setiap ASN yang tidak menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN 

ditunda pembayaran TPP sampai dengan ASN tersebut memenuh 

kewajibannya untuk menyampaikan laporan LHKPN atau LHKASN. 

Setiap Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak menyampaikan LPPD 

LKIP, E-Monev, dan SIRUP yang menjadi tanggung jawab setia 

perangkat daerah/unit kerja ditunda pembayaran TPP sarnpai deng 

perangkat daerah/unit kerja tersebut memenuhi kewajibannya untu 

menyampaikan LKIP, E-Monev dan SIRUP. 

Pegawai ASN yang terindikasi melakukan perbuatan merugik 

keuangan Negara/Daerah berdasarkan hasil review/temuan dari setatal 

yang berwenang atau Pegawai ASN yang sedang menjalani pemeriksaan 

karena terindikasi melakukan perbuatan tindak pidana ditunda 

pembayaran TPP sampai dengan Pegawai ASN yang bersangkutan 

menar.datangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 

diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah ASN yang bersangkutan. 

Pasal 24 

Setiap ASN wajib menginput laporan kinerja bulanan pada aplikasi e- 

kinerja. 

Penginputan laporan kinerja bulanan dilaksanakan setiap hari paling 

lambat setiap akhir pekan/minggu bulan berkenaan. 

Kelalaian penginputan laporan kinerja sebagaimana dimaksud Kg 

ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan.
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B A B X I I 

K E T E N T U A N PENL^TUP 

Pasa l 25 

Pada saat Pera turan Wal i Kota in i ber laku m a k a Pera turan Wal i K o t i 

Gorontalo Nomor 7 T a h u n 2021 tentang Tambahan Penghasi lan Pegawai 

Negeri S ip i l di L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana d iuba l i 

beberapa F:ali terakhir dengan Peraturan Wal i Kota Nomor 4 1 T a h u n 202 

tentang Perubahan Kedua atas Pera turan Wal i Kota Nomor 7 T a h u n 202: . 

tentang Tambahan Penghasi lan Pegawai Negeri S ip i l di Lingkungaiji 

Pemerintal i Kota Gorontalo dicabut dan d inya takan t idak ber laku. 

Pasa l 26 

Pera turan Wal i Kota in i ber laku terhitung mu la i 1 J a n u a r i 2023. 

Agar setiapi orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturaiji 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Elerita Daerah Kota Gorontalo. 

Di te tapkan di Gorontalo 

pada tanggal 11 A o r i l 202$ 

^ W A L I KOTA G O R O N T A L O ^ 

A. TAHA 

D iundangkan Gorontalo 

pada tanggal i i A o r i l 2023 

S E K R E T A F f S . H KOTA GORONTALO, 

I S M D J I D 

B E R I T A D A I S R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 202:3 N O M O R .& . 

i   
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

| 

Pasal 25 | 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka Peraturan Wali Ka 

Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana diuba 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 202 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 202 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di man 

| 
| 

Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 26 

Peraturan Wali Kota ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2023. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 11 Avril 2023 

GWALI KOTA GORONTALO f 

7 

| 2 | 
Diundangkan Gorontalo | 

  

  

  

  

        

pada tanggal 11 April 2023 

H KOTA GORONTALO,     

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .8.



LAMPIRAN I 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E G E R I S IP I 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

S E K R E T A R I A T DAER/kH 

NO UNIT KESUJA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
13ULAN (Rp) 

1 1 
S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

PIMPINAN 
TINGGI 

1 c; a i l 7 , 0 J . * - / j V - / V / 0 . / X 

2 SEKRETAFQAT 
D A E R A H 

S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

PIMPINAN 
TINGGI 14 15,915,504.09 

3 S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

PIMPINAN 
TINGGI 13 11,037,894.81 

4 SEKRETAF i lAT 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
• a 1 a a m -a- ^-m m a a "m T 

BARANG DAN 
J A S A 

ADMINISTRiVSI-
ADMINISTRATOR 12 11,516,151.38 

5 S E K R E T A I i l A T 
DAERAH 

I a M >-a* T A TfcT TTTTTTTT"* T 

BAGIAN HUKUM 
ADMINISTRikSI-

ADMINISTRATOR 12 10,713,796.57 

6 S E K R E T A R I A T 
w—̂  - a—̂  • ^ ATT DAERAH 

BAGIAN UMUM ADMINISTRikSI-
ADMINISTRATOR 12 10,713,796.57 

7 S E K R E T A I U A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

ADMINISTRykSI-
ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 

8 SEKRETA IHAT 
D A E R A H 

BAGIAN 
K E S E J A H T E R A A N 
RAKYAT 

ADMINISTRikSI-
ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 

9 S E K R E T A I i l A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ORGANISASI 

ADMINISTRikSI-
ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 

10 SEKRETA IHAT 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 

ADMINISTRykSI-
ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 

11 S E K R E T A I i l A T 
D A E R A H 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

ADMINISTRi\SI-
ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 

12 S E K R E T A I d A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 
DAN S U M B E R 
D A Y A A L A M 

ADMINISTR\SI -
ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 

13 S E K R E T A W A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
A D M I N I S T R A S I 
P E N G A D A A N 
BARANG DAN 
J A S A 

A D M I N I S T R \ S I -
P E N G A W / P S 

9 6,720,934.50 

14 S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
BARANG DAN 
J A S A 

FUNGSIONAL -
PENYETAR/IAN 9 6,720,934.50 

1 

  
LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

| e KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | jabatan | BULAN (Rp) 

SEKRETARIAT | SEKRETARIAT PIMPINAN , NB Nan TN 15 29,310,003.71 

SEKRETARIAT | SEKRETARIAT PIMPINAN : 
2 | DAERAH DAERAH TINGGI 14 15,915,504.09 

SEKRETARIAT | SEKRETARIAT PIMPINAN : 
3 | DAERAH DAERAH TINGGI 15 11,037,894.81 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

4 | SEKRETARIAT | PENGADAAN Penata tema 12 11,516,151.38 
DAERAH BARANG DAN 

JASA 

5 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM | APMINISTRASI- 12 10,713,796.57 ADMINISTRATOR DAERAH 
1 

6 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM Pa 12 10,713,796.57 
DAERAH 

BAGIAN ADMINISTRASI- 
7 | SEKRETARIAT | beMERINTAHAN | ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 DAERAH 

BAGIAN 
8 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN Kn ear 12 10,525,007.20 

DAERAH RAKYAT 

BAGIAN ADMINISTRASI- 9 | sekRetariar | BAGIAN Se 12 10,525,007.20 
DAERAH 

BAGIAN 
10 | sEKRETARIAT | ADMINISTRASI aa 12 10,525,007.20 

DAERAH PEMBANGUNAN 
BAGIAN 
PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI- 

Lk 5 su KOMUNIKASI ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 
PIMPINAN 
BAGIAN 
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI- 

12 Naa DAN SUMBER ADMINISTRATOR 12 10,525,007.20 
DAYA ALAM 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 

13 | SEKRETARIAT | PENGADAAN oa 9 6,720,934.50 
DAERAH BARANG DAN 

JASA 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 

14 | SEKRETARIAT | PENGADAAN Pe ONAL 9 6,720,934.50 
DAERAH BARANG DAN                 JASA Y
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NO UNIT K E R J A SUB UNIT J A B A T A B K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

15 S E K R E T A R I A T 
DAERAH 
1 •* X a a L a a a * a 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
BAF?ANG DAN 
J A S A 

FUNGSIONiUa 9 6,720,934.50 

16 S E K R E T A R I A T 
a__/ • a a L X a_ 1 a X a a a ' . a a a a 

D A E R A H 

BAGIAN 
A D M I N I S T R A S I 
P E N G A D A A N 
B A R A N G D A N 
J A S A 

FUNGSIONAL -
P E N Y E T A R A A N 

9 6,720,934.50 

17 S E K R E T A F : I A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
P R O T O K O L D A N 
K O M U N I K A S I 
P I M P I N A N 

A D M I N I S T R / i S I -
P E N G A W A S 

9 5,032,279.69 

18 SEKRETAFI IAT 
DAERAH 

B A G I A N H U K U M FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 

g 5 032 279 69 

19 
SEKRETAFI IAT 
DAERAH 

BAGIAN UMUM 
FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 

9 5,032,279.69 

20 
SEKRETAFI IAT 
DAEFJAH 

BAGIAN 
PEMEIUNTAHAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 5,032,279.69 

21 
SEKRETAFI IAT 
DAERAH 

BAGIAN 
K E S E J A H T E R A A N 
R A K Y A T 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 5,032,279.69 

22 
SEKRETAFI IAT 
DAERAH 

BAGIAN 
ORGANISASI 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 5,032,279.69 

23 S E K R E T A F J A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 5,032,279.69 

24 SEKRETAF i lAT 
DAEFiAH 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 a ^ a ^ a ^ a^ a ^ 

5,032,279.69 

25 S E K R E T A i a A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 
DAN S U M B E R 
DAYA ALAM 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 

9 5,032,279.69 

26 S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
BARANG DAN 
J A S A 

FUNGSIONAL 8 6,720,504.18 

27 S E K R E T A I d A T 
• ^ a T ' ̂  > ^ a T T DAEFIAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
R A R A N n D A N 
J A S A 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 6,297,976.11 

28 
S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 4,979,795.06 

29 
SEKRETAI^ IAT 
DAERAH BAGIAN HUKUM FUNGSIONAL -

PENYETARAAN 8 4,979,795.06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

PP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN aa Pa — 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

15 | sEKRETARIAT | PENGADAAN FUNGSIONAL 9 6,720,934.50 
DAERAH BARANG DAN 

JASA 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 

16 | SEKRETARIAT | PENGADAAN Pa 9 6,720,934.50 
DAERAH BARANG DAN 

JASA 
BAGIAN 

“.(PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI- 17 SEKRETARIAT Ea MA 9 5,032,279.69 
PIMPINAN 

SEKRETAFIAT FUNGSIONAL — LN Bappayak BAGIAN HUKUM | SN Gi oA kn 9 5,032,279.69 

SEKRETAFIAT FUNGSIONAL - Ig An BAGIAN UMUM En yana 9 5,032,279.69 

FUNGSIONAL - SEKRETARIAT | BAGIAN 
20 | DAERAH PEMERINTAHAN | PENYETARAAN 2 Oa G3 

—— TBAGIAN FUNGSIONAL - 
21 NN an KESEJAHTERAAN | PENYETARAAN 9 5,032,279.69 

RAKYAT 
FUNGSIONAL - SEKRETARIAT | BAGIAN 

22 | DAERAH ORGANISASI PENYETARAAN 9 5,032,279.69 
BAGIAN FUNGSIONAL - 

» 

23 inn ADMINISTRASI PENYETARAAN 9 5,032,279.69 
PEMBANGUNAN 
BAGIAN 

24 | SEKRETARIAT O PENYETARAAN 9 5,032,279.69 aa KOMUNIKASI | 
PIMPINAN 
BAGIAN 
PEREKONOMIAN | FUNGSIONAL - 25 SEKRETARIAT Ae mam mantap 9 5,032,279.69 
DAYA ALAM 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 

26 | SEKRETARIAT | PENGADAAN FUNGSIONAL 8 6,720,504.18 
DAERAH BARANG DAN 

JASA 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

27 | SEKRETARIAT | PENGADAAN FUNGSIONAL, - 8 6,297,976.11 
DAERAH BARANG DAN PENYETARAAN 

JASA 

BAGIAN 
SEKRETARIAT | PROTOKOL DAN | FUNGSIONAL - 

28 | DAERAH KOMUNIKASI PENYETARAAN 8 4,979,795.06 
PIMPINAN 

SEKRETARIAT 
20 | DARRAH BAGIAN HUKUM | FUNGSIONAL - 8 4,979,795.06       PENYETARAAN          
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NO UNIT K E F J A SUB UNIT JABATAIif K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

30 S E K R E T A F J A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
BARANG DAN 
J A S A 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 7 6,720,223.60 

3 1 SEKRETAF i lAT 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
BARANG DAN 
J A S A 

ADMINISTRASI 
P E L A K S A ^ A 4,680,465.60 

32 S E K R E T A F J A T 
DAERAH 

ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
BARANG DAN 
J A S A 

ADMINISTRA.SI 
PELAKSAFfA 

2,132,721.03 

33 S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

BAGIAN HUKUM ADMINISTEIA,SI 
PELAKSANA 2,132,721.03 

34 S E K R E T A R I A T 
DAERAH 

BAGIAN UMUM ADMINISTR/.SI 
PELAKSAFfA 2,132,721.03 

35 S E K R E T A R I A T 
D A E R A H 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

ADMINISTR/.SI 
PELAKSANA 7 2,132,721.03 

36 S E K R E T A I J A T 
DAEFiAH 

BAGIAN 
K E S E J A H T E R A A N 
RAKYAT 

ADMINISTF?/.SI 
PELAKSANA 2,132,721.03 

37 S E K R E T A R I A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
O R G A N I S A S I 

A D M I N I S T R / L S I 
P E L A K S A N A 

2,132,721.03 

3 8 S E K R E T A R I A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
A D M I N I S T R A S I 
P E M B A N G U N A N 

A D M I N I S T R / L S I 
P E L A K S A N A 

2,132,721.03 

39 S E K R E T A I d A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

ADMINISTR/iSI 
PELAKSANA 2,132,721.0; 

40 S E K R E T A I U A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 
DAN S U M B E R 
DAYA ALAM 

ADMINISTR/iSI 
PELAKSANA 2,132,721.0: 

41 S E K R E T A I L A T 
DAERAH 

BAGIAN HUKUM ADMINISTR/iSI 
PELAKSANA 2,006,335.40 

42 S E K R E T A I U A T 
D A E R A H 

BAGIAN UMUM ADMINISTI?/lSI 
PELAKSANA 2,006,335.40 

43 S E K R E T A I U A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

ADMINISTR^lSI 
PELAKSANA 2,006,335.40 

44 S E K R E T A M A T 
D A E R A H 

BAGIAN 
K E S E J A H T E R A A N 
RAKYAT 

ADMINISTR/lSI 
PELAKSANA 2,006,335.40 

S E K R E T A I U A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ORGANISASI 

ADMINISTR/lSI 
PELAKSANA 2,006,335.40' 

40. S E K R E T A I d A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 

ADMINISTR/ISI 
PELAKSANA 2,006,335.40 

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

    

              

| KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JAMKTAN | emas! moda 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

30 | SEKRETARIAT | PENGADAAN 7 6,720,223.60 
DAERAH BARANG DAN 

JASA 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 

31 | SEKRETARIAT | PENGADAAN Ba ji 7 4,680,465.60 
DAERAH BARANG DAN 

JASA 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN ADMINISTRASI -— 

» 32 | SEKRETARIAT | PENGADAAN Plan 7 2,132,721.03 
DAERAH JASA 

33 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM Aa 7 2,132,721.03 
DAERAH | 

34 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM an —— 7 2,132,721.03 
DAERAH 

BAGIAN ADMINISTRASI - 35 | SEKRETARIAT 7 2,132,721.03 Enta PEMERINTAHAN PELAKSANA 

BAGIAN 
36 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN Na n 7 2,132,721.03 

DAERAH RAKYAT 

BAGIAN ADMINISTRASI - 37 | SEKRETARIAT 7 2,132,721.03 PNpAN ORGANISASI PELAKSANA 

BAGIAN 
38 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI ea 7 2,132,721.03 

DAERAH PEMBANGUNAN 
BAGIAN 
PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI - 39 SEKRETARIAT Na aa an 7 2,132,721.03 
PIMPINAN 
BAGIAN | 
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI - | 

an Banana DAN SUMBER PELAKSANA 7 2,132,721.03 
DAYA ALAM 

41 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM Naa 6 2,006,335.40 
DAERAH 

42 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM Ba 6 2,006,335.40 
DAERAH 

BAGIAN ADMINISTRASI - 2 43 | SEKRETARIAT | DAGIAN PAHAN Na 6 2,006,335.40 
DAERAH 

BAGIAN 
44 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN Ba - 6 2,006,335.40 

DAERAH RAKYAT 
BAGIAN ADMINISTRASI -— as | SEKRETARIAT 6 2,006,335.40 aa ORGANISASI PELAKSANA 

BAGIAN 
46 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI Pai Fa 6 2,006,335.40 

DAERAH PEMBANGUNAN 
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NO UNIT KEFMA SUB UNIT JABATAVr K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
13ULAN (Rp) 

47 SEKREaTAFaAT 
DAERAH 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

ADMINISTR/^ S I -
P E L A K S A ^ A 6 2,006,335.40 

48 SEKRETAFJIAT 
T \ A T I ^ T > A T I 

DAERAH 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 
DAN S U M B E R 
DAYA ALAM 

ADMINISTR/^ S I -
P E L A K S A F A 6 2,006,335.40 

49 SEKRETAFI IAT 
D A E R A H 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PENGADAAN 
BARANG DAN 
J A S A 

ADMINIS I K/'.Si -
PELAKSAFIA 5 2,000,777.03 

50 SEKRETAF i lAT 
DAERAH 

BAGIAN HUKUM ADMINISTRa.SI -
PELAKSAFfA 5 2,000,777.03 

51 SEKRETAFJIAT 
D A E R A H 

BAGIAN U M U M 
ADMINISTR/,SI -

PELAKSANA 
5 2,000,777.03 

52 SEKRETAFdAT 
DAERAH 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

ADMINISTR/.SI -
PELAKSANA 5 2,000,777.03 

53 SEKRETAFI IAT 
D A E R A H 

BAGIAN 
K E S E J A H T E R A A N 
RAKYAT 

ADMINISTR/.SI -
PELAKSAFfA 5 2,000,777.03 

54 S E K R E T A R I A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
O R G A N I S A S I 

A D M I N I S T R / L S I -
P E L A K S A N A 

5 2,000,777.03 

55 S E K R E T A i a A T 
DAERAH 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
P E M B A N G U N A N 

A T^AyrTATTOT*D A OT 

ADMINIS I K/iol — 
P E L A K S A N A 

5 2,000,777.03 

oo o E K K E 1 ARIA 1 
D A E I ^ H 

B A G I A N 
P R O T O K O L D A N 
K O M U N I K A S I 
P I M P I N A N 

A D M I N I S T R / L S I -
P E L A K S A N A 

O O C\C\(\ 'IT'! rLO 
2,000, / / / .03 

57 S E K R E T A I i l A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
P E R E K O N O M I A N 
D A N S U M B E R 
D A Y A A L A M 

A D M I N I S T R / L S I -
P E L A K S A N A 

5 2,000,777.03 

58 S E K R E T A R I A T 
D A E R A H 

B A G I A N H U K U M 
A D M I N I S T R / L S I -

P E L A K S A F I A 
3 1,513,772.14 

59 S E K R E T A I H A T 
D A E R A H 

B A G I A N U M U M 
A D M I N I S T R / L S I -

P E L A K S A N A 
3 1,513,772.14 

60 S E K R E T A R I A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
P E M E R I N T A H A N 

A D M I N I S T R / L S I -
P E L A K S A N A 

3 1,513,772.14 

61 S E K R E T A I i l A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
K E S E J A H T E R A A N 
R A K Y A T 

A D M I N I S T R / L S I -
P E L A K S A N A 

3 1,513,772.14 

62 S E K R E T A I U A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
O R G A N I S A S I 

A D M I N I S T R / L S I -
P E L A K S A N A 

3 1,513,772.14 

63 S E K R E T A R I A T 
D A E R A H 

B A G I A N 
ADMINISTRASI 
P E M B A N G U N A N 

A D M I N I S T R / L S I -
PEL/yCSANA 3 1,513,772.14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

| KELAS TPP PER NO | UNIT KEFJA SUB UNIT JABATAN | anaran| seram (my 

BAGIAN 
“.» | PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI - 47 SEKRETARIAT aan nan 6 2,006,335.40 

PIMPINAN 
BAGIAN 
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI - 48 SEKRETARIAT Na era naa 6 2,006,335.40 
DAYA ALAM 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 

49 | SEKRETARIAT | PENGADAAN Naa 5 2,000,777.03 
DAERAH BARANG DAN | 

JASA 

50 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM Naa s 2,000,777.03 
DAERAH 

51 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM NN 5 2,000,777.03 
DAERAH 

BAGIAN ADMINISTRASI — 52 | SEKRETARIAT | Bala TAHAN an BEA 5 2,000,777.03 
DAERAH 

BAGIAN 
53 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN aa - 5 2,000,777.03 

DAERAH RAKYAT 

BAGIAN ADMINISTRASI -— 54 | SEKRETARIAT 5 2,000,777.03 EKRE! ORGANISASI PELAKSANA 

BAGIAN 
55 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI ANA 5 2,000,777.03 

DAERAH PEMBANGUNAN 
BAGIAN 
PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI - 56 SEKRETARIAT Na aa 5 2,000,777.03 
PIMPINAN 
BAGIAN 
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI - 

57 Ba DAN SUMBER PELAKSANA 5 2,000,777.05 
DAYA ALAM 

58 | SEKRETARIAT | BAGIAN HUKUM Ba 3 1,513,772.14 
DAERAH 

59 | SEKRETARIAT | BAGIAN UMUM Ba 3 1,513,772.14 
DAERAH 

BAGIAN ADMINISTRASI - 60 | SEKRETARIAT 3 1,513,772.14 an PEMERINTAHAN PELAKSANA 

BAGIAN 
61 | SEKRETARIAT | KESEJAHTERAAN ADMINISTRASI 3 1,513,772.14 

DAERAH RAKYAT 

BAGIAN ADMINISTRASI - 62 | SEKRETARIAT 3 1,513,772.14 an ORGANISASI PELAKSANA 
BAGIAN ADMINISTRASI - 63 | SEKRETARIAT | ADMINISTRASI MINISTRAS 3 1,513,772.14   DAERAH   PEMBANGUNAN            
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NO UNIT KEFUA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
13ULAN (Rp) 

64- B F K R F T A P T A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 
KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

ADMINISTRA SI -
P E L A K S A ^ A o 1 1 3 7 7 9 1 4. 

65 S E K R E I A F I I A T 
DAERAH 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 
DAN S U M B E R 
DAYA ALAM 

ADMINISTRA SI -
PELAKSANA 3 1,513,772.14 

^ W A L I KOTA GORONTALO, > 

  

  

  

            
  

  

| KELAS TPP PER NO | UNIT KEFJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN | ADMINISTRASI - 64 SEKBETARIAT Nonna AMA 3 1,513,772.14 

PIMPINAN 
BAGIAN 
PEREKONOMIAN | ADMINISTRASI - | 65 Ba YAN STNK DE AKSENA 3 1,513,772.14 

DAYA ALAM | 

AwaLi KOTA Hanoman 

TK 

ARTEN A. TAHA 
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LAMPIRAN I . l 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GOROr^TALO 

SiEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN lliAKYAT DAERAH 

NO UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPF' P E R BULAN 
(Rp) 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

PIMPINAN 
TINGGI 14 13,522,510.72 

S E K R E T A m A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 8,502,040.64 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 3,824,046.62 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 3,824,046.6 2 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 8 3,813,360.13 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3,813,360.13 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 2,122,155.25 

8 S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,972,329.71 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,917,115.90 

10 S E K R E T A R I A T 
DPRD 

S E K R E T A R I A T 
DPRD 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,513,772.14 

9-

A L I KOTA G O R O N T A L O ^ 

MAR3^N A. 1AHA 

LAMPIRAN 1.1 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

NO | UNITKERJA | SUB UNIT JABATAN Ta TPP Neng 

kj bpRD | DPRD “TINGGI 14 Panah 

2 dpr | “DPRD |ADMINISTRATORI 1 Satn Oa 
3 SEKRETARIAT SEKKETARIAT ADMINISTRASI a 9 3,824,046.62 

SG DPRD | DPRD | PENYETARAAN | 9 S5 
s KE SA SEKRETARIAT ADMINISTRASI 1 8 3,813,360.18 

SG beRD | DPRD “| PENYETARAAN | $ Sse10:260:19 
, SERRETARIAT BAN RELA ADMINISTRASI - . 2,122,155.25 

) 
& Saka AT Sak seTa an Ananta - 6 11972,320.71 

8 Sekaran Maen Anang : 8 Lesenanah 

10 SEKEETARIAT SEKRETARIAT KDMONATR ASI . z 1,513,772.14           
  

  — 
Pwali KOTA ema 

Ao 
| M A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.2 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E G E R I S IP I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

H A D A N K E P E 6 A W A I A N , P E N D I D I K A N DAN P E L A T I H A N 

N O U N I T K E R J A S U B U N I T J A B A T / L N 
K E L A S 

J A B A T A N 
V s X W f 1 > A f * A v 

T P P P E R 
B U L A N (RD ) 

\ ^ A « A A X « 1 A ^ ft^ 1 

1 

BAD AIM 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

PIMPIN/lN 
T INGGI 

14 16,450,656.41 

2 

BADA]VJ 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

ADMINISTFiASI -
ADMINISTRATOR 12 8,061,305.96 

3 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

ADMINISTFiASI -
ADMINISTRATOR 11 7,553,315.07 

4 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

FUNGSIONAL 11 5,464,659.25 

5 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

ADMINISTFiASI -
PENGA^^'AS 9 5,395,080.93 

6 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

FUNGSIOr^AL -
PENYETAI iAAN 

9 5,395,080.93 

7 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

ADMINISTI iASI -
PENGAIA'AS 8 5,299,354.10 

8 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

FUNGSIONAL -
PENYETAI iAAN 8 5,299,354.10 

9 

BADAN 
KEPEGAIA/AIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

FUNGSIONAL 8 3,270,890.59 

10 

BADAN 
KEPEGAM/'AIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

A D M I N I S T l ^ S I -
PELAKSANA 

7 3,130,599.68 

11 

BADAN 
KEPEGAl^ 'AIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

ADMINISTI iASI -
PELAKSANA 6 2,686,449.09 

LAMPIRAN 1.2 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT aan II ruaoas Ul Di 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, PIMPINAN 

1 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI 14 16,450,656.41 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 

2 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN | ADMINISTRATOR 12 8,061,305.96 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
3 | KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 1 Knelila Sana Gi 

PENDIDIKAN PENDIDIKAN | ADMINISTRATOR 209,315. 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, Aa an Nan FUNGSIONAL 11 5,464,659.25 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 

S | PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENGAWAS 9 5,395,080.93 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | FUNGSIONAL - 

6 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN | PENYETARAAN 9 5,395,080.93 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 

7 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENGAWAS 8 5,299,354.10 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | FUNGSIONAL - 

8 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN | PENYETARAAN 8 9,299,354.10 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | na an NAN FUNGSIONAL 8 3,270,890.59 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 

10| PENDIDIKAN PENDIDIKAN PELAKSANA 7 3,130,599.68 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 

Il | PENDIDIKAN PENDIDIKAN PELAKSANA 5 2,686,449.09   DAN PELATIHAN   DAN PELATIHAN            
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NO U N I T K E I R J A S U B U N I T J A B A T ^ J f 
K E L A S 

J A B A T A N 
T P P P E R 

B U L A N (Rp) 

1 0 

BADA14 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

ADMINISTFL^SI -
PELAKSANA 

c; 

13 

BAD AIM 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELA" IHAN 

BADAN 
KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 

ADMINISTFL\SI -
PELAKSA.NA 3 1,513,772.00 

^ W A L I KOTA GORONTALO, 

M A R T E N A. TAH A 

  

  

  

  

          

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | TamAvan | NOLAN Rai 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 

12| PENDIDIKAN PENDIDIKAN PELAKSANA » 2,552,373.24 
DAN PELATIHAN | DAN PELATIHAN 

BADAN BADAN 
KEPEGAWAIAN, | KEPEGAWAIAN, | ADMINISTRASI - 

13 | PENDIDIKAN PENDIDIKAN PELAKSANA 3 1,513,772.00 
DAN PELA7IHAN | DAN PELATIHAN 
  

  

I-waLI KOTA GORONTALO, 

A N A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.3 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E G E R I S IP I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

BADAN KEUANGAN 

NO UNIT 
K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 

JABATAN 
TPP P E R BULAN 

(Rp) 

1 BADAN 
KEUANGA^f 

BADAN 
KEUANGAN PIMPINAN TINGGI 14 17,033,535.37 

2 BADAN 
KEUANGA^f 

BADAN 
KEUANGAN 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 8,401,126.82 

3 BADAN 
KEUANGA^^ 

BADAN 
KEUANGAN 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 7,999,216.09 

4 BADAN 
KEUANGAN 

BADAN 
KEUANGAN 

ADMINISTRASI - i „ 
PENGAWAS 5,974,900.28 

5 BADAN 
KEUANGA^^ 

BADAN 
KEUANGAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 5,974,900.28 

6 BADAN 
KEUANGA^ 

BADAN 
KEUANGAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 5,798,193.43 

7 BADAN 
KEUANGA^ 

BADAN 
KEUANGAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 7 3,255,227,09 

8 BADAN 
KEUANGAN 

BADAN 
KEUANGAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 2,720,454.78 

9 BADAN 
KEUANGAN 

BADAN 
KEUANGAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 2,552,373.24 

^ W A L I KOTA GORONTALO 

LAMPIRAN 1.3 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

  

    

  

  

  

  

  

    
  

      

BADAN KEUANGAN 

NO | anta | SUB UNIT JABATAN PALA | TPP Ba 

Ke KE ADAN V | PIMPINAN TINGGI 14 17,033,535.37 

e KEUANGAN KENANAKN MAA ERRanDR 1 8,401,126.82 
| 

NB  ———— La ena ANG NA: 

4 Ikmuangan (KEUANGAN | PENGAWAS 9 5,97,900.28 

5 | kangaaan | sempaNGan PEN ETERAAN 7 sd 

7 | Kmwanaans | asuanoan M TELAKSANA , 2286,227.00 
| 

» an Kana M BELERGAnA | 2 2,720,454.78 |             
  

  

5 
Prau KOTA GORONTALO 

Pai
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LAMPIRAN 1.4 

P E R A T U R A N WAL I KOTA G ORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASIL^.N P E G A W A I N E G E R I SIP I I j 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

BAD AN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

NO' UNIT 
K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 

JABATAN 
TPP PER BULAN 

(Rp) 

BAPPPEDA BAPPPEDA PIMPINAN TINGGI 14 17,033,535.37 

BAPPPEDA BAPPPEDA ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 8,212,337.46 

BAPPPEDA BAPPPEDA ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 7,735,762.30 

BAPPPEDA BAPPPEDA ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 7,589,804.52 

BAPPPEDA BAPPPEDA ADMINISTRASI -
PENGAWAS 5,466,868.09 

BAPPPEDA BAPPPEDA FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 5,466,868.09 

BAPPPED/V BAPPPEDA ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 5,396,997.15 

8 BAPPPEDA BAPPPEDA FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 5,396,997.15 

BAPPPED/v BAPPPEDA ADMINISTRASI -
PELAKSANA 3,150,165.92 

10 BAPPPED/l BAPPPEDA ADMINISTRASI -
PELAKSANA 2,686,449.09 

11 BAPPPED/v BAPPPEDA ADMINISTRASI -
PELAKSANA 2,552,373.24 

J»fAU KOTA GORONTALO, 

M A R T E N A. TAHA 

-10 - 

LAMPIRAN 1.4 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

NO | NITA | SUB UNIT JABATAN Pama oi TP "5. 

1 | Bapppepa | BapppeDa | PIMPINAN TINGGI 14 17,033,535.37 

2 | BAPPPEDA | BAPPPEDA er 12 8,212,337.46 

3 | BapppeDa | BApppRDA | ADMINISTRASI 11 7,735,762.30 

4 | Bapppeoa | Bapppepa | ADMINISTRASI» 11 7,589,804.52 

5 | BApPPEDA | BAPPPEDA | ADMINISTRASI « 9 5,466,868.09 

6 | Bapppeoa | Bapppepa | BENGSIONAL 9 5,466,868.09 

7 | Bapppeoa | BapppEDA | ADMINISTRASI 8 5,396,997.15 

8 | BApPPEDA | BAPPPEDA | PUNGSIONAL 8 5,396,997.15 

o | Bapppepa | BapppeDA | ADMINISTRASI - 7 3,150,165.92 

10 | Bapppepa | BapppRDA | ADMINISTRASI - 6 2,686,449.09 

11 | Bapppepa | Bapppepa | ADMINISTRASI - 5 2,552,373.24               

  ALI KOTA GORONTALO ! 
/ 

—A— 
. MARTEN A. TAHA
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LAMPIRAN 1.5 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GrORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASIL^.N P E G A W A I N E G E R I S IP IL 

D I L INGKUNGAN PEMERIPvTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

lO UNIT K E R JA SUB UNIT JABA.TAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 

r\TlVT A o 

KEPENDUDUKAN 
]DAN PENCATATAN 

SIP IL 

UlNAb 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510. 

2 

UlNAS 
KEPENDUDLFKAN 

13AN PENCATATAN 
SIP IL 

UlNAb 
KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 

SIP IL 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 6,659,544. 

1 
9 l ' 

i 

3 

UlNAb 
KEPENDUDL 'KAN 

DAN PENCAT ATAN 
SIPIL 

n\TAT A O 

UlNAb 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,312,863. 1() 

4 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

ADMINISTRASI -
PENG/kWAS 9 3,804,167 i6 

5 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

DlNAb 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

FUNGSIiDNAL -
PENYETARAAN 9 3,804,167 10 

6 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

ADMINISTRASI -
PENG^SWAS 8 3,785,727, 64 

7 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

FUNGSKDNAL -
PENYETi\RAAN 8 3,785,727. 64 

8 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIPIL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 7 2,122,155. 25 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 
E»AN PENCAT/iTAN 

SIPIL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN 
SIP IL 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329. 71 

0 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 

L A N PENCAT/TAN 
SIP IL 

DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 

SIP IL 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115 90 

^ALl K O T A G O R O N T A L o | . 

M A R ^ E ^ ^ ^ ^ H A 

> 

  

«1 - 

LAMPIRAN 1.5 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO | 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

  

T 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

    

KELAS TPP PER NO UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) 

DINAS DINAS 
KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | 1 | DanpencatatTan | DAN pencatatan | PEMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS 

» | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 1s c.esa saal ol 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | ADMINISTRATOR PA pp 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS 

3 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - ii sonealid 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | ADMINISTRATOR PTN 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS | 

4 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 9 3,804,167.10 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PENGAWAS ph 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS 

s | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | FUNGSIONAL - 9 30021 &7 id 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | PENYETARAAN sedih ka 

SIPIL SIPIL | 
DINAS DINAS 

& | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - s 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PENGAWAS 3,785,727.64 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS 

» | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | FUNGSIONAL - 8 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN | PENYETARAAN 3,785,72764 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS 

8 | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - » 9195 156 b3 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PELAKSANA li 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS | 

o | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 6 1.972.320.171 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PELAKSANA PI sayah 

SIPIL SIPIL 
DINAS DINAS 

lo | KEPENDUDUKAN | KEPENDUDUKAN | ADMINISTRASI - 8 19 ie » 
DAN PENCATATAN | DAN PENCATATAN PELAKSANA Me aNa 

SIPIL SIPIL             
    ALI KOTA GORONTALO 4 

MART A. TAHA 

/
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LAMPIRAN 1.6 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

NO UNIT K E R JA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 

BADAN 
KESATUi^N 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

2 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 6,659,544.91 

3 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,312,863.16 

4 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 3,804,167.10 

5 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 3,804,167.10 

6 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,785,727.64 

7 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3,785,727.64 

8 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 7 2,122,155.25 

9 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

10 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

BADAN 
KESATUAN 

BANGSA DAN 
POLITIK 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.90 

V m y ^ O T A G0R0NTA1,0 J -

^/IARTEN A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.6 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

| KELAS TPP PER NO | UNITKERYA | sug uNIT JABATAN sanak mera ian 

BADAN BADAN 
KESATUAN | KESATUAN KA enesa pan Nana maw | PEMPINAS TINGGI 14 13,522,510.72 
POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN 

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - 
2 | BANGSA DAN | BANGSA DAN | ADMINISTRATOR 12 6,659,544.91 

POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN | 

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - 
3 | BANGSA DAN | BANGSA DAN |” ADMINISTRATOR 14 5,312,863.16 

POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN | 

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - 
4 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PENGAWAS 2 3,804,167.10/ 

POLITIK POLITIK | 
BADAN BADAN 

KESATUAN | KESATUAN FUNGSIONAL - 
S | BANGSA DAN | BANGSA DAN PENYETARAAN 9 3,804,167.10 

POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN 

« | KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - 5 
BANGSA DAN | BANGSA DAN PENGAWAS 3,785,727.64 

POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN 

, | kesatuan | KESATUAN FUNGSIONAL - 8 
BANGSA DAN | BANGSA DAN PENYETARAAN 3,785,727.64 
POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN 

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - 
8 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PELAKSANA 7 2,122,155.29 

POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN 

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - 
9 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PELAKSANA 6 1,972,329.71 

POLITIK POLITIK 
BADAN BADAN 

KESATUAN | KESATUAN ADMINISTRASI - 
10 | BANGSA DAN | BANGSA DAN PELAKSANA 5 1,917,115.90 

POLITIK POLITIK 

| KOTA GORONTALOF 

MARTEN A. TAHA 
Aa 

 



- 13 -

LAMPIRAN 1.7 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8TAHUN2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NE(3ERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERHUBUNGAIf 

NO UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 DINAS; 
PERHUBUI fGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

PIMPINAN 
TINGGI 

14 13,522,510.72 

2 DINASl 
PERHUBUI fGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 6,730,340.93 

3 DINAS; 
PERHUBUNGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,612,076.61 

4 DINASl 
PERHUBUNGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,546,395.61 

5 DINASl 
PERHUBUNGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWA3 9 3,804,167.10 

6 DINASl 
PERHUBUNGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 3,804,167.10 

7 DINASl 
PERHUBUNGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,785,727.64 

8 DINASl 
PERHUBUNGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3,785,727.64 

9 DINASl 
PERHUBUlvlGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 7 2,122,155.25 

10 DINASl 
PERHUBUI^JGAN 

DINAS 
PERHUBUNGAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

11 
DINASl 

PERHUBU]>JGAN 
DINAS 

PERHUBUNGAN 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

^ ^ A L I KOTA GORONTALO^ 

N A. TAHA 

LAMPIRAN 1.7 

2 1s 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERHUBUNGAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | ab aaaN MULAN (en 

1 KR ATBONGAN PERDAUNGAN HANGAT - Na ap 
| 

2 | peraupunaan | peraupunaan | Abwmustrator | 12 6,730,340.93 

8 PERHUBUNGAN Pen uNGin beneran al OOP 10 

4 | PERHUBUNGAN | PERHUBUNGAN | ADMINISTRATOR | 11 5,546,395.61 

5 lememusungan Ipesausunaan |” pengawas |? 3,804,167.10 

5 eemsuponaan | mmeauunaan | PeNaRaA 5 Aa ai ton 

. PEN Sin PEnann uban NANGA 2 Sana 04 

5 | ARBoNGAN PERHUBUNGAN PENYETARAAN 5 aa ea 

2 NA HAN Pan nOn NA | T 2.122,155.25 

LO | esruusunaan |eeenusungas | “perarsana | $ 1,972,329.71 

KI anna eseaawesn | Pel aRSANN 2 1,217 10:20           
  

  hw ALI KOTA GORONTALO | 

— 
| 
| 7 

at N A. TAHA 

| 

| 
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LAMPIRAN 1.8 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NE(dERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPU STAKAAN 

STTR U N I T J A B A T i V N KELAS 
JABATAN 

TPP PER 
BULAN (Rp) 

1 
D I N A 8 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
T-TT^ A n O T T * A TVT A AT 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

P I M P I N A N 
T I N G C r l 

1 A 

14 
1 O C O O C I O T O 

2 
D I N A S 

K E A R S I P A I ' J D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
TT-T—^ * n O T T I A AT T A A AT 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

A D M I N I S T I ? A S I -
A D M I N I S T F I A T O R 

12 a £zcr\ C A A o i 
0 , 0 5 9 , 5 4 4 . 9 1 

3 
D I N A S 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

A D M I N I S T I ^ S I -
A D M I N I S T F I A T O R 

11 5 ,312,863.16 

4 
D I N A S 

K E A R S I P A I * ! D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
T2"T7* A n O T T i A AT TA A AT 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

F U N G S I C N A L 1 1 A O O O O O O 1 C 

4 , 3 9 o , o 2 9 . 1 5 

5 
D I N A S 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
tyrr^ A ITTOTTA A AT TA A AT 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

A D M I N I S T l ^ S I -
P E N G A V / A S 9 3 ,804,167.10 

6 
D I N A S 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

F U N G S I O I V A L -
P E N Y E T A I ^ N 

9 3 ,804,167.10 

7 
D I N A S 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

A D M I N I S T l ^ S I -
P E N G A V / A S 

8 3 ,785,727.64 

8 
D I N A S 

K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

F U N G S I O I V A L -
P E N Y E T A l ^ A A N 

8 3 ,785,727.64 

9 
DINA;3 

K E A R S I P A I M D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

A D M I N I S T l ^ S I -
P E L A K S / V N A 

7 2 ,122 ,155 .25 

10 
D I N A S 

K E A R S I P A I ^ D A N 
P E R P U S T A K A A N 

D I N A S 
K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

A D M I N I S T l ^ A S I -
P E L A K S y \ N A 

6 1,972,329.71 

11 
D I N A S 

K E A R S I P A I ^ I D A N 
P E R P U S T A . K A A N 

D I N A S 
K E A R S I P A N D A N 
P E R P U S T A K A A N 

ADMINIST1=?ASI -
P E L A K S y \ N A 

5 1,917,115.90 

^lA^ALI KOTA GORONTALO, 

'A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.8 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

              

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | JABATAN | BULAN (Rp) 

DINAS DINAS 
1 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN FF NAN 14 13,522,510.72 

PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN | 
DINAS DINAS 

2 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN Ka 12 6,659,544.91 
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN 

DINAS DINAS 
3 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN aa rn 11 5,312,863.16 

PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN | 
DINAS DINAS 

4 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN |” FUNGSIONAL 11 4,393,329.15 
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN | 

DINAS DINAS 
5 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN anna - 9 3,804,167.10 

PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN | 
DINAS DINAS 

6 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN Bea Al 9 3,804,167.10 
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN 

DINAS DINAS 
7 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN PNenuaa , 8 3,785,727.64 

PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN 
DINAS DINAS 

8 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN beam ya 8 3,785,727.64 
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN 

DINAS DINAS 
9 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN MA , 7 2,122,155.25 

PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN f | 
DINAS DINAS 

10 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN ADMINISTRASI - 6 1,972,329.71 
PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN / 

DINAS DINAS 
11 | KEARSIPAN DAN | KEARSIPAN DAN AMIN NASI 1 5 1,917,115.90 

PERPUSTAKAAN | PERPUSTAKAAN 
    2WALI KOTA GORONTALO, 

M— 
MART A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.9 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORO^^TALO 

19INAS PENGl&NDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BISRENCANA, PEMBEFtDAYAAN 

PEREMI*UAN DAN PERLINDUNCiAN ANAK 

UNIT 
K E R J A 

RTTR ITNTT . T A R A T A N K E L A S 
JABATAN 

TPP 1»ER BULAN 
(Rp) 

1 DP2KBP3A DP2KBP3A PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

2 DP2KBP3A DP2KBP3A ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 6,659,544.91 

3 DP2KBP3A DP2KBP3A ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,312,863.16 

4 DP2KBP3A DP2KBP3A ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 3,804,167.10 

5 DP2KBP3A DP2KBP3A FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 3,804,167.10 

6 DP2KBP3A DP2KBP3A ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,785,727.64 

7 DP2KBP3A DP2KBP3A FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3,785,727.64 

8 DP2KBP3A. DP2KBP3A ADMINISTRASI -
PELAKSANA 7 2,122,155.25 

9 DP2KBP3A. DP2KBP3A ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

10 DP2KBP3A. DP2KBP3A ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.90 

A L I KOTA GORONTALO, ! 

M A R T E N A. TAHA 

LAMPIRAN 1.9 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 

- 15 - 

  SIPIL 
| 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

    

NO na Aa | sus uniT JABATAN gankaa Mn 

1 | ppokBp3a | Dpokep3a | pimpinan TINGGI 14 13,522,510.72 

2 | pp2kBp3A | Dp2kBp3A | ADMINISTRASI 12 6,659,544.91 

3 | pp2kBp3A | Dp2kBp3A | ADMINISTRASI» 11 5,312,863.16 

4 | pp2kep3a | ppokepsa | ADMINISTRASI - 9 3,804,167.10 

5 | pp2kmp3a | p2kmp3a | BUNGSIONAL 9 3,804,167.10 

6 | Dp2kBp3a | pp2kBp3A | ADMINISTRASI - 8 3,785,727.64 

7 | ppokep3a | pp2kBp3A | SENGSIONAL 8 3,785,727.64 

8 | pp2kmp3a | pp2kmp3a | ADMINISTRASI « 7 2,122,1 - 

9 | pp2kep3a | ppokp3a | ADMINISTRASI - 6 1,972,329.71 

10 | pp2KBp3A | pp2kBp3A | — ADMINISTRASI - 5 1,917,115.90             
  

  
2 

'ALI KOTA GORONTALO, 

M— 

Pr A. TAHA
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LAMPIRAN 1.10 

PERATURAN WALI KOTA OORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GOROIMTALO 

DINAS S O S I A L DAN PBMBBRDAYAAIV M A S Y A R A K A T 

O U N I T K E R J A S U B UNIT J A B A T A N 
K E L A S 

J A B A T A N 
T P P PEtl 

B U L A N ( I 
R 

L 
DTNAS S O S T A L D A N 

P E M B E R D A \ A A N 

M A S Y A R A K A T 

DTNAS SOSTAT, D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 
PIMPINyVN T I N G G I 14 13 ,522 ,511 ) .72 

I 
D I N A S S O S T A L D A N 

P E M B E R D A Y A A N 
M A S Y A R A K A T 

DTNAS SOSTAT, D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

12 6 , 7 3 0 , 3 4 ) . 93 

DTNAS SOSTAT D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

DTNAS SOSTAT D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 5 , 612 ,07 
1 

DTNAS SOSTAT D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

DTNAS SOSTAT D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 5 , 4 1 5 , 0 3 3.61 

CiTNAS S O S T A I - D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

DTNAS S O S T A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 ' L I O 

( 
D I N A S SOSIAL , D A N 

P E M B E R D A Y A A N 
M A S Y A R A K A T 

D I N A S S O S I A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 ' r.io 

' 
CHINAS S O S I A L D A N 

P E M B E R D A Y A A N 
M A S Y A R A K A T 

U P T D 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 3 , 8 0 4 , 1 6 ' L I O 

i \ 

E ' lNAS S O S I A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

D I N A S S O S I A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 7 8 5 , 7 2 ' L 6 4 

) 
E ' INAS SOS IAL , D A N 

P E M B E R D A Y A A N 
M A S Y A R A K A T 

D I N A S S O S I A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 8 3 , 7 8 5 , 7 2 ' L 6 4 

1 0 
D I N A S S O S I A L D A N 

P E M B E R D A Y A A N 
M A S Y A R A K A T 

U P T D 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3 , 7 8 5 , 7 2 ' Le I 

1 1 
D I N A S S O S I A L D A N 

P E M B E R D A Y A A N 
M A S Y A R A K A T 

D I N A S S O S I A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N ] S T R A S I -
P E L A K S A N A 

7 2 , 1 2 2 , 1 5 . ).2 5 

1 2 
D I N A S S O S I A L D A N 

P E M B E R D A Y A A N 
M A S Y A R A K A T 

D I N A S S O S I A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1,972,32* Ui 
1 3 

D I N A S S O S I A L D A N 
J I ' E M B E R D A Y . A A N 

M A S Y A R A K A T 
U P T D 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1,972,32* L 7 1 

1 1 
D I N A S S O S I A L D A N 

l ^ E M B E R D A Y . A A N 
M A S Y A R A K A T 

D I N A S S O S I A L D A N 
P E M B E R D A Y A A N 

M A S Y A R A K A T 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 ,917 ,115 .90 

^ ^ _ _ _ _ - ^ = W A L L K O T A O O R O N T A L O J " 

< ^ I ' M - - ' 
^ m R ? E N A. T A H A 
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LAMPIRAN 1.10 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
| 

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

                  

  
— m— 

| 

KELAS TPP P NO UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN pameran | umma (bl 

DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 
1 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

MASYARAKAT MASYARAKAT 
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 

» | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN PEN ANA yaa 12 6,730,340.93 
MASYARAKAT MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 
3 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN Matan 11 5,612076.c1 

MASYARAKAT MASYARAKAT 
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 

h | PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN Ae nara 11 5,415,033.61 
MASYARAKAT MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 
5 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN er , 9 3,804,167.10 

MASYARAKAT MASYARAKAT 3 
CINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN N 

6 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN ben 9 3,804, 1 10 
MASYARAKAT MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN 
t | PEMBERDAYAAN UPTD Bea , 9 3,804,167.10 

MASYARAKAT si 
CINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN Na - 8 3,785,727.64 
MASYARAKAT MASYARAKAT : | 

DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN | NGSIONAL. 
PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN | Bun NAL 8 3,785,727.64 
MASYARAKAT MASYARAKAT | 

DINAS SOSIAL DAN 1 | 
lo |” PEMBERDAYAAN UPTD meng , 8 3,785,727.64 

MASYARAKAT " | 
DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 

It | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN | ADMIN BIKASI - 7 2,122,155.25 
MASYARAKAT MASYARAKAT | 

DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 
12 | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN An , 6 Larang 

MASYARAKAT MASYARAKAT 
DINAS SOSIAL DAN 

18 | PEMBERDAYAAN UPTD RAS : 6 1,972,329.71 
MASYARAKAT 

DINAS SOSIAL DAN | DINAS SOSIAL DAN 
ik | PEMBERDAYAAN | PEMBERDAYAAN aa 5 5 1,917,115.90 

MASYARAKAT MASYARAKAT 

KOTA aa 

EN A. TAHA
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LAMPIRAN 1.11 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E ( 3 E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

DINAS P E N D I D I K A N 

NO 
UN IT 

K E R J A S U B U N I T J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

T P P IPER B U L A N 
(Rp) 

1 
D I N A S 

PENDID I IUVN 

D I N A S 
P E N D I D I K A N P IMP INAN T I N G G I 14 1 4 , 2 4 5 , 0 3 3 . 8 3 

2 
D I N A S 

PENDID I IUVN 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

12 6 , 7 3 0 , 3 4 0 . 9 3 

3 
D I N A S 

PENDIDIK/VN 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 6 , 1 3 0 , 2 2 6 . 7 3 

4 
D I N A S 

PENDID I IUVN 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 5 , 5 4 6 , 3 9 5 . 6 1 

5 
D I N A S 

PENDID IKy^N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N F U N G S I O N A L 11 3 , 1 2 9 , 3 3 4 . 7 9 

6 
D I N A S 

PENDID IKy^N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4 , 0 3 1 , 1 2 4 . 9 6 

7 
D I N A S 

PENDIDIKyVN 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 3 , 9 7 5 , 9 0 4 . 0 7 

8 
D I N A S 

P E N D I D I K i V N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . 1 0 

9 
D I N A S 

PENDID IK/^N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 , 9 7 5 , 9 0 4 . 0 7 

10 
D I N A S 

PENDID IKy\N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . 1 0 

11 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N F U N G S I O N A L 9 2 , 6 5 9 , 1 0 6 . 7 3 

12 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N F U N G S I O N A L 8 2 , 5 2 9 , 8 4 2 . 4 1 

13 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . 2 5 

14 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
6 1 ,972 ,329 .71 

15 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
5 

1 ,917 ,115 .90 

217 

LAMPIRAN 1.11 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PENDIDIKAN 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

UNIT KELAS | TPP PERBULAN NO| KERJA SUB UNIT JABATAN Jan Ka Fan | 

Te DINAS | 
1 | benpibiran | PENDIDIKAN | PIMPINAN TINGGI 14 14,245,033.83 

DINAS DINAS ADMINISTRASI - 2 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN |“ DMINISTRATOR 12 6,730,340.93 

DINAS DINAS ADMINISTRASI - 3 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | ADMINISTRATOR 11 6,130,226.73 

DINAS DINAS | ADMINISTRASI - | 4 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | ADMINISTBATOR 11 5,546,395.61 
J 

DINAS DINAS 
5 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN |” FUNGSIONAL 11 3,129,334.79 

DINAS DINAS ADMINISTRASI - 6 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN Pan 9 4,031,124.96 

DINAS DINAS ADMINISTRASI - | 7 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN an 9 3,975,904.07 

DINAS DINAS | ADMINISTRASI - 8 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN Tanaman 9 3,804,167.10 

DINAS DINAS FUNGSIONAL - 9 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | pENytsTARAAN 9 3,975,904.07 

DINAS DINAS FUNGSIONAL - 10 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN | bENyerARAAN 9 3,804,167.10 

DINAS DINAS 
11 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN |” FUNGSIONAL 9 2,659,106.73 

DINAS DINAS 
12 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN |” FUNGSIONAL 8 2,529,842.41 

DINAS DINAS ADMINISTRASI - 13 | PENDIDIKAN | PENDIDIKAN NE AESANA 7 2,122,155.25 

DINAS DINAS ADMINISTRASI - 14 | penDiDiKaN | PENDIDIKAN en 6 1,972,329.71 

DINAS DINAS 
15 | penpiDiKan | penoiDiKan | ADMINISTRASI - 5 1,917,115.99       PELAKSANA            



- is­

le 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
D I N A S 

P E N D I D I K A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 1,513,772 . 14 

^ / A L I KOTA G O R O N T A L O ^ 

M A R T E N A. TAHA 

-18 - 

  

  
16 

  

DINAS 
PENDIDIKAN 

  

DINAS 
PENDIDIKAN 

  
ADMINISTRASI - 
PELAKSANA     

1,513,772.14 

  

  

Pati KOTA GORONTALO 

— 

MAR 

—— 

A. TAHA 
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L A M P I R A N 1.12 

P E R A T U R A N W A L I K O T A O O R O N T A L O 

N O M O R 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

T A M B A H A N P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K O T A G O R O N T A L O 

DINAS K E S E H A T A N 

Ni9 UNIT 
K E R J A SUB UNIT JABATAKf K E L A S 

JABATAN 
T1>P P E R BULAl 

(Rp) 

1 D I N A S 
K E S E H A T A N 

D I N A S 
K E S E H A T A N 

P I M P I N A N 
T I N G G I 14 14 ,245 ,033 .1 J3 

2. D I N A S 
K E S E H A T A N 

D I N A S 
K E S E H A T A N F U N G S I O N A L 14 7 ,596 ,036 . ( )4 

c, 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 12 6 , 7 9 6 , 4 1 7 . : n 

A 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 12 6,730,340.< )3 

C, 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N A L 12 4 ,530 ,944 .1 10 

e 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N A L 12 4 ,530 ,944 . ? 10 

7 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 1 1 6 ,049 ,949 . c >5 

8 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

A D M I N I S T R A T O R 1 1 5 ,845,609.C )6 

9 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N A L 1 1 4 ,305 ,754 .^ 19 

10 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N v V L 11 4 ,305 ,754 .^ 9 

11 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N A L 10 3 ,364 ,462 . ? ;o 

12 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N A L 10 3 ,364 ,462 . ? 10 

13 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A 3 9 3 , 9 7 5 , 9 0 4 . ( i7 

14 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . ] 0 

13 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . ] 0 

LAMPIRAN 1.12 

- is 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KESEHATAN 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    
  

    

UNIT KELAS | TPP PERB NO KERJA SUB UNIT JABATAN ana Ka kai 

. DINAS | DINAS PIMPINAN 1 I keseuaran | KESEHATAN NN 14 14,245,033.83 

| DINAS DINAS 2 | keseuaran! KESEHATAN FUNGSIONAL 14 7,596,036-04: 

DINAS RUMAH SAKIT 
3 | kKEseEHATAN | UMUM DAERAH aa 12 6,796,417.21 

OTANAHA | 
DINAS DINAS ADMINISTRASI - 4 (KESEHATAN | KESEHATAN | ADMINISTRATOR 12 6,730,340.93 

DINAS DINAS 
& (| KESEHATAN | KESEHATAN FUNGSIONAL 12 4,530,944.80 

DINAS RUMAH SAKIT 
& | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 12 4,530,944.80 

OTANAHA 
DINAS DINAS | ADMINISTRASI - 7 (KESEHATAN| KESEHATAN | “DMINISTRATOR 11 6,049,949.95 

DINAS DINAS ADMINISTRASI - 8 |KESEHATAN| KESEHATAN | DMINISTRATOR ii 5,845,609.06 

DINAS DINAS 
9g |keEseuatan| KESEHATAN FUNGSIONAL 11 4,305,754.49 

DINAS RUMAH SAKIT 
10 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 11 4,305,754.49 

OTANAHA 
DINAS DINAS 

ll IkEseyataN |” KESEHATAN FUNGSIONAL 10 3,364,462.50 

DINAS RUMAH SAKIT 
12 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 10 3,364,462.50 

OTANAHA 
DINAS DINAS | : ADMINISTRASI - 13 |kEseHuatran | KESEHATAN NA AH 9 3,975,904.07 

DINAS DINAS : ADMINISTRASI - 14 |kEseHatan | KESEHATAN Laga 9 3,804,167.10 

DINAS RUMAH SAKIT . : ADMINISTRASI - 15 | kKEseHatan | UMUM DAERAH an 9 3,804,167.10     OTANAHA            



- 2 0 -

NO U N I T 
K E R J i \ S U B U N I T J A B A T A B K E L A S 

J A B A T A N 
T P P P E R BULA] 

(Rp) 
i 

16 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 9 3 , 9 7 5 , 9 0 4 . ( )7 

17 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . ; .0 

13 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N A L 9 3 , 3 2 1 , 5 3 6 . ; )2 

19 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N y V L 9 3 , 3 2 1 , 5 3 6 . ; 12 

2 0 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 8 3 ,785 ,727 .6 ,4 

2 1 
DINAS; 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 8 3 ,785 ,727 .6 .4 

2 2 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N y V L 8 3 ,284 ,356 .6 12 

2 3 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N y ^ L 8 3 ,284 ,356 .6 12 

2 4 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . ; 15 

2 6 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . ; 15 

2 6 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N y ^ L 7 3 ,032 ,768 .^ •4 

2 7 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N y V L 7 3 ,032 ,768 .^ •4 

2 3 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 6 1 ,972 ,329 . ; 1 

2 9 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N A L 6 2 ,278 ,380 .6 17 

3 0 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N A L 6 2 ,278 ,380 .6 17 

3 1 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 6 1 ,972 ,329 . ; 1 

3 2 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 
K O T A U T A R A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 6 1 ,972 ,329 . ; 1 

3 3 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

K O T A T E N G A H 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 6 1 ,972 ,329 . ; 1 

3 4 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

K O T A S E L A T A N A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 6 1 , 9 7 2 , 3 2 9 . ' 1 

3 6 
DINA51 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

D U N G I N G I A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 6 1 , 9 7 2 , 3 2 9 . ' 1 

2 2 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

UNIT KELAS | TPP PER BULAN 
No KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN (Rp) 

DINAS DINAS | . : FUNGSIONAL - 
16 | KESEHATAN KESEHATAN PENYETARAAN 9 2070 

DINAS DINAS | 
f | FUNGSIONAL - | 

17 | KESEHATAN KESEHATAN PENYETARAAN 9 3,804,167.10 

DINAS DINAS 
138 | KESEHATAN KESEHATAN FUNGSIONAL 9 3,321,536.52 

DINAS RUMAH SAKIT 
19 | KESEHATAN | UMUM DAERAH FUNGSIONAL 9 3,321,536.52 

OTANAHA 
DINAS DINAS " ADMINISTRASI - 

20 | KESEHATAN KESEHATAN PENGAWAS 8 3,785,727.64 

DINAS DINAS 
. FUNGSIONAL - 

21 | KESEHATAN KESEHATAN PENYETARAAN 8 3,785,727.64 

DINAS DINAS 
22 | KESEHATAN KESEHATAN FUNGSIONAL 8 3,284,356.82 

| 

DINAS RUMAH SAKIT | 
23 | KESEHATAN | UMUM DAERAH FUNGSIONAL 8 3,284,356.82 

OTANAHA 
DINAS DINAS | 

5 ADMINISTRASI - | 
24 | KESEHATAN KESEHATAN PELAKSANA 7 2,122,155.25 

DINAS RUMAH SAKIT 
25 | KESEHATAN | UMUM DAERAH AMIN KASI . 7 2,122,155:95 

OTANAHA 
DINAS DINAS | 

26 | KESEHATAN KESEHATAN FUNGSIONAL 7 3,032,768.44 

DINAS RUMAH SAKIT 
27 | KESEHATAN | UMUM DAERAH FUNGSIONAL 7 3,032,768.44 

OTANAHA 
DINAS DINAS $ ADMINISTRASI - 

28 | KESEHATAN KESEHATAN PELAKSANA 6 1,972,329.7 1 

DINAS DINAS 
29 | KESEHATAN KESEHATAN FUNGSIONAL 6 2,278,380.87 

DINAS RUMAH SAKIT 
30 | KESEHATAN | UMUM DAERAH FUNGSIONAL 6 2,278,380.87 

OTANAHA 
DINAS RUMAH SAKIT 

31 | KESEHATAN | UMUM DAERAH aan , 6 1,972,329.71 
OTANAHA 

DINAS PUSKESMAS | ADMINISTRASI - | 
n " | 32 | KESEHATAN KOTA UTARA PELAKSANA 6 1 972,329.71 | 

L 

DINAS PUSKESMAS | , ADMINISTRASI - 
33 | KESEHATAN | KOTA TENGAH PELAKSANA 6 1,972,329.71 

DINAS PUSKESMAS 
. ADMINISTRASI - 

34 | KESEHATAN | KOTA SELATAN PELAKSANA 6 1,972,329.71 

DINAS PUSKESMAS 
. ADMINISTRASI - t r 35 | KESEHATAN DUNGINGI PELAKSANA 6 1,972,329.71             
    ?



- 2 1 -

NO U N I T 
K E R J i \ S U B U N I T J A B A T A N K E L A S 

J A B A T A N 
T P P P E R B U L A 

(Rp) 
r 

3(3 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

S I P A T A N A 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 6 1 ,972 ,3297 1 

3 7 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

H U L O N T H A L A N G I 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 6 1 ,972 ,3297 1 

3 8 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

D U M B O R A Y A 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 6 1 ,972 ,3297 '1 

3 9 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N v V L 6 2 ,278 ,380 .6 M 

4 0 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

F U N G S I O N y \ L 6 2 ,278 ,380 .6 M 

4 1 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 5 1,917,115.« »0 

4 2 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1,917,115.6 »0 

4 3 
DINAS; 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1,917,115.6 0 

4 4 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 
K O T A U T A R A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1,917,115.6 0 

4 6 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 
K O T A B A R A T 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.6 U 

4 6 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

K O T A T E N G A H 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.6 0 

4 7 
DINAS; 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

K O T A S E L A T A N A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.6 U 

4 8 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 
P I L O L O D A A A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.6 0 

4 9 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

D U N G I N G I A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.6 0 

5 0 
DINA81 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

S I P A T A N A A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.6 0 

5 1 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

H U L O N T H A L A N G I 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.6 0 

52 
DINAS; 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 
K O T A U T A R A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 4 1,914,448.6 6 

5 3 
DINAS; 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

D U N G I N G I 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 4 1,914,448.6 6 

5 4 
DINAS. 

K E S E H A T A N 
P U S K E S M A S 

S I P A T A N A A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 4 1,914,448.6 j6 

5 5 
DINAS. 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N F U N G S I O N / i L 4 1,914,448.6 lo   

21 - 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

              

UNIT KELAS | TPP PERB 
NO KERJA SUB UNTT JABATAN JABATAN (Rp) 

DINAS PUSKESMAS n ADMINISTRASI - 36 | KESEHATAN SIPATANA Nan 6 1,972,329.71 

DINAS PUSKESMAS , : ADMINISTRASI - I 37 | KESEHATAN | HULONTHALANGI | “DEL AKSANA 6 1,972,329.71 

DINAS PUSKESMAS ADMINISTRASI - : 7 38 | KESEHATAN |” DUMBO RAYA BN 6 1,972,329.71 

DINAS DINAS 
39 IkEseHatraN |” KESEHATAN FUNGSIONAL 6 sea 

DINAS RUMAH SAKIT | 
40 | KESEHATAN | UMUM DAERAH | FUNGSIONAL 6 2,278,380.87 

OTANAHA 
DINAS DINAS : ADMINISTRASI - 41 (KESEHATAN |” KESEHATAN Ea AR SANA 5 1,917,115.90 

DINAS RUMAH SAKIT 
42 | KESEHATAN | UMUM DAERAH aa ARA : 5 1,917,115.90 

OTANAHA 
DINAS PUSKESMAS | S ADMINISTRASI - 43 | KESEHATAN | KOTA TIMUR Nasar 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS : ADMINISTRASI - 44 | kKEeseHataN |” KOTA UTARA DT ASANA 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS . : ADMINISTRASI - 45 | KESEHATAN | KOTA BARAT Nan 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS . $ ADMINISTRASI - 46 | KESEHATAN | KOTA TENGAH SEN ANA 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS ADMINISTRASI - "7 " 47 | KESEHATAN | KOTA SELATAN BEEMISINN 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS J : ADMINISTRASI - 48 | KESEHATAN |” PILOLODAA AE 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS ADMINISTRASI - 
( " 49 | KESEHATAN DUNGINGI AT AAA 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS | 5 ADMINISTRASI - 50 | KESEHATAN SIPATANA Nan 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS | P ADMINISTRASI - 51 | KESEHATAN | HULONTHALANGI |“ pp, AKSANA 5 1,917,115.90 

DINAS PUSKESMAS ADMINISTRASI - n “ 52 | KESEHATAN | KOTA UTARA ea 4 1,914,448.66 

DINAS PUSKESMAS ' : ADMINISTRASI - 53 | KESEHATAN DUNGINGI SELANSANA 4 1,914,448.66 

DINAS PUSKESMAS , ADMINISTRASI - 54 | KESEHATAN SIPATANA Se Mes 4 1,914,448.66 

DINAS, DINAS | 
55 |kEseHatan | KESEHATAN FUNGSIONAL 4 1,914,448.66 
  

 



- 2 2 -

NO 
UNIT 

K E R J A 
SUB UNIT JABATAK K E L A S 

JABATAN 
T P P P E R BULAN 

(Rp) 

5(5 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
D I N A S 

K E S E H A T A N A D M I N I S T R A S I 
P E L A K S A N A 1 ,513 ,772 . 

5 7 
D I N A S 

K E S E H A T A N 
R U M A H S A K I T 

U M U M D A E R A H 
O T A N A H A 

A D M I N I S T R A S I 
P E L A K S A N A 1 ,513 ,772 . 

i /ALI K O T A GORONfTALQ 

A. T A H A 

-22 - 

  

  

  

            

UNIT KELAS | TPP PER BULAN NO Pas saaan SUB UNIT JABATAN TERATAI (Rp) 

DINAS DINAS . : ADMINISTRASI - 56 | KESEHATAN | ' KESEHATAN PENA 3 1,513,772.14 

DINAS RUMAH SAKIT 
57 | KESEHATAN | UMUM DAERAH Nan | 3 1,513,772.14 

OTANAHA   
  

  

aan KOTA GORONTALO 

MA 

- 

N A. TAHA 

Pp



LAMPIRAN I . 13 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA G O R O r m L O 

DINAS P E K E R J A A N UMUM DAN PEN ATAAN R U A N G 

NO 
UNIT 

K E R J A 
S U B U N I T J A B A T A N K E L A S 

J A B A T A N 
T P P :PER B U L A N 

(Rp) 

1 

D I N A S 
P E K E R J A / L N 
U M U M D ^ . N 
P E N A T A A N 

P I TANG 

D I N A S 
P E K E R J / V A N 
U M U M D A N 
P E N A T A A N 

P T TAIVG 

P I M P I N A N T I N G G I 1 4 1 4 , 4 2 5 , 0 3 3 , 8 3 

2 

D I N A S 
P E K E R J A / v N 
U M U M D ^ . N 
P E N A T A A N 

P T TANG 

D I N A S 
P E K E R J A A N 
U M U M D A N 
P E N A T / V A N 

R U A N G 

A D M I N I S T R A S I -

A D M I N I S T R A T O R 
1 2 6 , 7 5 0 , 1 6 3 . 8 1 

3 

D I N A S 
P E K E R J A / l N 
U M U M D A N 
P E N A T A A N 

R U A N G 

D I N A S 
P E K E R J / V A N 
U M U M D A N 
P E N A T / V A N 

R U A N G 

A D M I N I S T R A S I -

A D M I N I S T R A T O R 
1 1 6 , 1 3 0 , 2 2 6 . 7 3 

5 

D I N A S 
P E K E R J A ^ ^ N 
U M U M D / . N 
P E N A T A A N 

R U A N G 

D I N A S 
P E K E R J / V A N 
U M U M D A N 
P E N A T / V A N 

R U A N G 
I V V J i V i V J 

A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 3 , 9 7 5 , 9 0 4 . 0 7 

6 

D I N A S 

P E K E R J A / V N 

U M U M D / L N 

P E N A T A A N 

R U A N G 

D I N A S 

P E K E R J A A N 

U M U M D A N 

P E N A T / V A N 

R U A N G 
X V \ J t XX ^ \mJ 

F U N G S I O N A L -

P E N Y E T A R A A N 
9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . 1 0 

8 

D I N A S 

P E K E R J A / V N 

U M U M D/ iN 

P E N A T / V A N 

R U A N G 

D I N A S 

P E K E R J / V A N 

U M U M D A N 

P E N A T / V A N 

R U A N G 

A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3 , 7 8 5 , 7 2 7 . 6 4 

9 

D I N A S 

P E K E R J / U V N 

U M U M D/ iN 

P E N A T / V A N 

R U A N G 

D I N A S 

P E K E R J A A N 

U M U M D A N 

P E N A T A A N 

R U A N G 

A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . 2 5 

1 0 

D I N A S 

P E K E R J / U V N 

U M U M D / T N 

P E N A T A A N 

R U A N G 

D I N A S 

P E K E R J A A N 

U M U M D A N 

P E N A T / V A N 

R U A N G 

A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
6 1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 1 

1 1 

D I N A S 

P E K E R J / U V N 

U M U M D/ iN 

P E N A T / V A N 

R U A N G 

D I N A S 

P E K E R J / V A N 

U M U M D A N 

P E N A T A A N 

R U A N G 

A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
5 1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 0 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
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LAMPIRAN 1.13 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NESERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

  
  

  

  

  

  

  

    
  

  

    

UNIT KELAS | TPP PER BULAN NO | ea SUB UNIT JABATAN Pe AN Ta 

DINAS DINAS 
PEKERJAAN | PEKERJAAN | 

1 | UMUM DAN | UMUM DAN | PIMPINAN TINGGI 14 14,425,033,83 
PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
2 | UMUM DAN | UMUM DAN PEN AAA yaa 12 6,750,163.81 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
3 | UMUM DAN | UMUM DAN am na 11 6,130,226.73 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
5 | UMUM DAN | UMUM DAN en , 9 3,975,904.07 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
6 | UMUM DAN | UMUM DAN Banget 9 3,804,167.10 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
8 | UMUMDAN | UMUM DAN Ao MAS! 1 8 3,785,727.64 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
9 | UMUM DAN | UMUM DAN ea , 7 2,122,155.25 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
10 | UMUM DAN | UMUM DAN Nana , 6 1,972,329.71 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG 
DINAS DINAS 

PEKERJAAN | PEKERJAAN 
11 | UMUM DAN | UMUM DAN ADMINISTRASI , 5 1,917,115.90 

PENATAAN | PENATAAN 
RUANG RUANG           
      

 



- 2 4 -

NCt UNIT 
K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 

JABATAN 
TPP PER BULAN 

(Rp) 

12 

DINAS 
PEKERJA/VN 
UMUM D/iN 
PENATAAN 

RUANG 

DINAS 
P E K E R J A A N 
UMUM DAN 
PENATAAN 

RUANG 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 

3 1,513,772.14 

^ / A L I KOTA GORONfTALO^ 

- 24 - 

  

  

            

UNIT KELAS TPP PER BULAN MEN aa SUB UNIT JABATAN Nan (Rp) 

DINAS DINAS 
PEKERJAAN | PEKERJAAN 

12 | UMUMDAN | UMUM DAN | ADMINISTRASI - 3 1,513,772.14 
PENATAAN | PENATAAN PELAKSANA 
RUANG RUANG | 
  

  

jwaui KOTA coronTato,k 

— e— | 

1 N A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.14 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E ( 3 E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

Dili AS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW/iSAN PERMUKIMAN 

NO UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
ItULAN (Rp) 

1 

DINAS; 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
P F T 5 M I Ilf TAylAN r ^ l J l x i V l U l\.l,.Vl/vlN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PIMPINAN TIN<DGI 14 13,522,510.72 

2 

DINAS; 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASyVN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
P P D A A T ^V^\lf A M r C y K M U r V l M A l N 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 6,659,545.91 

3 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASi\N 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
rC> K M U K l M A I N 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,312,863.16 

4 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
r t / K M U KlMAlN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 3,804,167.10 

5 

DINAS 
PERUMAITAN 
RAKYAT IDAN 

KAWASAN 
n E / K l v l U I V I M A I N 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
K C K M U K l i V l A i N 

FUNGSIONAL -
PENYETARAiVN 9 3,804,167.10 

6 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT IDAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,785,727.64 

7 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARA/\N 8 3,785,727.64 

8 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 7 2,122,155 .2s 

9 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.7] 

2 95» 

LAMPIRAN 1.14 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN Jananan | Sona Oei 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN 

1 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 
KAWASAN KAWASAN 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN n 

2 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN Bantan 12 6,659,545.91 
KAWASAN KAWASAN 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN | 

DINAS DINAS | 
PERUMAHAN | PERUMAHAN & 

3 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN aa 11 5,312,863.1 
KAWASAN KAWASAN 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN & 

4 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN 1 “— , 9 3,804,167.10 
KAWASAN KAWASAN : 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN 

5 RAKYAT DAN RAKYAT DAN Pa 9 3,804,167.10 
KAWASAN KAWASAN 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN & 

6 | rakyat pan | Rakyat DAN | POMINSASI - 8 3,785,727.64 
KAWASAN KAWASAN : | 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN ) 

7 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN Ban an 8 3,785,727.64 
KAWASAN KAWASAN 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN . 

8 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN Ba " 7 2,122,155.25 
KAWASAN KAWASAN | 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN n 

9 | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN “uan - 6 1,972,329.7 
KAWASAN KAWASAN ' 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN |   
    |
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NO UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

10 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

DINAS 
PERUMAHAN 
RAKYAT DAN 

KAWASAN 
PERMUKIMAN 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,917,115.90 

A L I KOTA GORONTALO 

A. TAHA 

  

  

  

          

  

  

- 26 - 

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) 

DINAS DINAS 
PERUMAHAN | PERUMAHAN e 

lo | RAKYAT DAN | RAKYAT DAN Naa - 5 1,917,115.90 
KAWASAN KAWASAN | 
PERMUKIMAN | PERMUKIMAN 

ALI KOTA GORONTALO 

-—— 
MA 

— 

  

N A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.15 

P E R A T U R A N W A L I KOTA G ORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHASIL/.N P E G A W A I N E G E R I SIPI IJ 

D I L INGKUNGAN P E M E R D I T A H KOTA GORONTALO 

SATUAN POLISI PAMONG ]>RAJA 

NO UNIT KEFUA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP PER BULAN 
(Rp) 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON(3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

PIMPINAN 
T I N G G I 

1 4 13,522,510.72 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON(3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

ADMIN ISTRAS I -
ADMIN ISTRATOR 

1 2 6 ,698,382.97 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

A D M I N I S T R A S I -
ADMINISTRATOF: 1 1 5,473,416.72 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON(J 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

FUNGSIONAL 1 1 5 ,473,416.72 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONCJ 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

ADMIN ISTRAS I 
PENGAWAS 3,975,904.07 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON<3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

A D M I N I S T R A S I 
PENGAWAS 3,948,293.62 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON(3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

FUNGSIONAL -
P E N Y E T A R A A N 3,948,293.62 

8 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON<3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

FUNGSIONAL 3.396.084,72 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON(3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

ADMIN ISTRAS I 
PENGAWAS 8 3,861,338.42 

10 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON(3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

FUNGSIONAL -
P E N Y E T A R A A N 8 3,861,338.42 

1 1 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMON(3 
P R A J A 

SATUAN 
P O L I S I 

PAMONG 
P R A J A 

FUNGSIONAL 8 3,239,974.62 

1 

- HT 

LAMPIRAN 1.15 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 | 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

KELAS | TPP PER BULAN NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | saBATAN Ta 

SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI PIMPINAN 

: PAMONG PAMONG TINGGI aa 13,522,510.72 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - | 

2 | pAMONG PAMONG | ADMINISTRATOR | 12 O,000, 082.01 
PRAJA PRAJA | 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

83 | pamoNG PAMONG | ADMINISTRATOR LI 5,473,416.7 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI 

4 PAMONG PAMONG FUNGSIONAL 11 5,473,416.72 

PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN | 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

: PAMONG PAMONG PENGAWAS 2 3,975,904.0 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

s PAMONG PAMONG PENGAWAS 9 3,948,293.62 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI FUNGSIONAL - 

? PAMONG PAMONG PENYETARAAN 2 3,948,293.6 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN | 
POLISI POLISI 

8 PAMONG PAMONG FUNGSIONAL 9 3.396.084,72 

PRAJA PRAJA | 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

9 PAMONG PAMONG PENGAWAS 8 3,861,338.4 
PRAJA PRAJA | 
SATUAN SATUAN | 
POLISI POLISI FUNGSIONAL - | 

10O| pAMONG PAMONG PENYETARAAN 8 3,861,338.42 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI 

1| pamong PAMONG FUNGSIONAL 8 3,239,974.62 

PRAJA PRAJA 
      

 



NO UNIT K E I U A SUB UNIT 

- 28 -

JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R BULAN 
(Rp) 

12 

SATUAl^ 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

FUNGSIONAL 2,633,616.9? 

13 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 2 ,269,684.76 

14 

SATUAI^ 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 6 2,006,335.4C' 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

FUNGSIONAL 2 ,346,392.24 

16 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,917,115.9C' 

17 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

FUNGSIONAL 1,944,085.9? 

18 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

SATUAN 
POLISI 

PAMONG 
PRAJA 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,513,772.14 

V/ALI KOTA G O R O N T A L O ^ 

MARTEW^A. TAHA 
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KELAS TPP PER BULAN | 
NO | UNITKERJA | SUB UNIT JABATAN yegayan ia 

SATUAN SATUAN 
Va POLISI POLISI 

121 paMoNS PAMONG FUNGSIONAL 7 2,633,616.98 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

A2 

18 | PAMONG PAMONG PELAKSANA 7 2,269,684.76 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

4 | pAMONG PAMONG PELAKSANA 5 SANA aa 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI 

gr 
1S | paMoNs Sang FUNGSIONAL 6 2,346,392.24 

PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

16 PAMONS PAMONG PELAKSANA 5 1,917,115.99 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI 

7 pamong PAMONG FUNGSIONAL 5 1,944,085.98 
PRAJA PRAJA 
SATUAN SATUAN 
POLISI POLISI ADMINISTRASI - 

:e PAMONS PAMONG PELAKSANA 3 1,513,772.14 
PRAJA PRAJA 
  

  
  

WALI KOTA GORONTALO r 

TP 

MART 

n— 

A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.16 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASIL i\N P E G A W A I N E : G E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

B A D A N P E N A N G G U L A N G A N B E N G A N A D A E R A H 

N O U N I T R E R J A S U B U N I T J A B A T A N 
K E L A S 

J A B A T A N 
T P P P 

B U L A N 
ER 
(Rp) 

1 
B A D A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

P I M P I N A N 
T I N G G I 

14 13,522,6 10.72 

2 
B A D A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

12 6 ,659,5 44 .91 

3 
B A D A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 5 , 3 1 2 , i 63 .16 

4 
B A D A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

A D M I N I S T R A S I -
P E : N G A W A S 

9 3,804,^ 67.10 

5 
BAE>AN 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 ,804,^67.10 

6 
B A D A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

A D M I N I S T R A S I -
P E ; N G A W A S 

8 3,785,7 27 64 

7 
B A E ' A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

F U F G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 8 3,785,7 It 64 

8 
B A E A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

7 2,122,1 55 .25 

9 
B A D A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1,972,:^29.71 

10 
B A D A N 

P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

B A D A N 
P E N A N G G U L A N G A N 
B E N C A N A D A E R A H 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1,917,1 15.90 

^ yWAU KOTA GORONTALO, , 

M A R T E N A. TAHA 

- 2G: 

LAMPIRAN 1.16 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

: KELAS TPP PER NO|  UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | jantan | BULAN (toy 

BADAN BADAN 
1 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN Naa 14 13,522,510.72 

BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH 
BADAN BADAN | 

2 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN Be 12 6,659,544.91 
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH 

BADAN BADAN : 
3 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN | Abu RA | 5,912,863.16 

BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH 
BADAN BADAN 

4 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN Maa , 9 3,804,167.10 
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH | 

BADAN BADAN 
5 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN Be AN 9 3,804,167.10 

BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH 
BADAN BADAN 

6 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN aa : 8 3,785,727.64 
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH 

BADAN BADAN : 
7 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN aa 8 3,785,727.64 

BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH | 
BADAN BADAN | 

8 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN NN SARA 7 2,122,155.25 
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH Lan 

BADAN BADAN 
9 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN aa : 6 1,972,329.71 

BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH 
BADAN BADAN 

10 | PENANGGULANGAN | PENANGGULANGAN Na 5 5 1,917,115.90 
BENCANA DAERAH | BENCANA DAERAH             
  

  - 

un 
TEN A. TAHA 

YWALI KOTA GORONTALO, 1 

— 

»—
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LAMPIRANI .17 

P E R A T U R A N W A L I KOTA G ORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E G E R I S IP IL 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

DINAS T E N A G A K E R J A , K O P E R A S I DAN U K M 

NO UN IT 
K E R J A S U B UN IT J A B A T A N K E L A S 

J A B A T A N 
T P P P E R B U L A N 

(Rp) 

1 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

P IMP INAN T I N G G I 14 13 ,522 ,510 .72 

2 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N \ ]KM 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

12 6 , 6 5 9 , 5 4 4 . 9 1 

3 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 5 ,312 ,863 .16 

4 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . IC 

5 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 
* A LA ^ A ^ A W A 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . IC 

6 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

F U N G S I O N A L 9 3 , 322 ,088 .72 

7 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N UKIA 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 ,785 ,727 .64 

8 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 8 3 ,785 ,727 .64 

9 

D I N A S 
T E N A G A . 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

F U N G S I O N A L 8 3 ,154 ,757 .87 

- 30 - 

LAMPIRAN 1.17 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG | 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIeI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO | 

  

DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM 

  

  

  

  

  

  

    
  

  

    

UNIT KELAS | TPP PERBULAN | NO Pa SUB UNIT JABATAN Saman Ten 

DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

1 KERJA, KERJA, | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

2 KERJA, KERJA, Bea 12 6,659,544.91 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

3 KERJA, KERJA, aa 11 5,312,863.16 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

4 KERJA, KERJA, Ai , 9 3,804,167.10 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

5 KERJA, KERJA, AN 9 3,804,167.10 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

6 KERJA, KERJA, FUNGSIONAL 9 3,322,088.73 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

7 KERJA, KERJA, aa Ai , 8 3,785,727.64 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

8 KERJA, KERJA, Ba NAN 8 Sresan 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

9 KERJA, KERJA, FUNGSIONAL 8 3,154,757.8 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM           
     



- 3 1 -

NO UN IT 
K E R J A S U B U N I T J A B A T A N K E L A S 

J A B A T A N 
T P P P E R B U L A N 

10 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K ] ^ 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

7 2 , 122 ,155 .21 

1] 

D I N A S 
TENAG/^ 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N UKM 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .7 ] 

12 

D I N A S 
T E N A G / i 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

D I N A S 
T E N A G A 
K E R J A , 

K O P E R A S I 
D A N U K M 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1 ,917,115.9 ( 1 

^WAU KOTA GORONTALO 

MARTEN A. TAHA 

2 

  

  

  

  

            

UNIT KELAS | TPP PER BULAN NO Gaia SUB UNIT JABATAN TABANAN Ki 

DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 
KERJA, KERJA, ADMINISTRASI - 

10 | kopERASI | KOPERASI PELAKSANA s 2,122,155.25 
|. | Danukm | Dan uKM 

DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 
KERJA, KERJA, ADMINISTRASI - 

11 | koperasi | KOPERASI PELAKSANA 6 1,972,329-71 
DAN UKM | DAN UKM 

DINAS DINAS 
TENAGA TENAGA 

12 | KERJA, KERJA, aa , 5 1,917,115.90 
KOPERASI | KOPERASI 
DAN UKM | DAN UKM 
  

  
MAR 

pa KOTA GORONTALOf 

an nm 
A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.18 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E G E R I S IP I I , 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

DINAS PANGAN 

NO UNIT 
K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 

JABATAN 
TPP PER BULAN 

(Rp) 

1 DINAS DINAS 
PANGAN PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

2 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
ADMINISTRASI - 12 6,659,544.91 

3 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
ADMINISTRASI -
A n M T N f ^ T P A T D R rtUiVillNlo i rvrt 1 ^ i x 

11 5,312,863.16 

4 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 3,804,167.10 

5 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 3,804,167.10 

6 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,785,727.64 

7 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3,785,727.64 

8 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 7 2,122,155.25 

9 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 6 1,972,329.71 

10 
DINAS 

PANGAN 
DINAS 

PANGAN 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

V 

A L I KOTA GORONTALO,|, 

MAffTEN A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.18 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

  

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI sipil, 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PANGAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

NO anta | SUS UNIT JABATAN semaaaa tapi ) 

DINAS DINAS | 1 PANGAN PANGAN PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

2 PANGAN PANUAN Ann 12 6,659,544.91 

3 PANGAN SANG aa 11 5,312,863. ie 

4 Paman BEAN Ba . 9 3,804,167.10 

5 CANGAN PANGAN an 9 3,804,167.10 

6 | pangan | pangan Maa 8 sirasiran.cal 

7 CANGAN PANGAN Makam 8 17851721.61 

2 | sanam PANGAN AAA 7 2,122,155.25 

9 an aa Ba NEGAA, . 6 1,972,329.71 | 

10 HANGAN CANBAN Kap ae . 5 1,917,115.90 |         
  

      

ALI KOTA GORONTALO, 
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LAMPIRAN 1.19 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I NEIGERI S I P I t 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

NO UNIT K E H J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R BULAN 
(Hp) 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 
PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 12 6,659,544.9 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,619,374.50 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 5,312,863.16 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 3,804,167.10 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 3 ,804 ,167 .1 ( 1 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 8 3,785,727.6^. 

DINAS 
8 LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3,785,727.6^ 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 2,122,155.25 

DINAS 
IC LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,972,329.7 

DINAS 
11 LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,917,115.90 

DINAS 
12 LINGKUNGAN 

HIDUP 

DINAS 
LINGKUNGAN 

HIDUP 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 1,513,772.14 

' ^ W A L I KOTA GORONTALO ĵf-

A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.19 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

KELAS | TPP PER BULAN NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN Pem T 

DINAS DINAS 
1 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

HIDUP HIDUP 
DINAS DINAS 

2 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN Snap 12 6,659,544.91 
HIDUP HIDUP 
DINAS DINAS | 

3 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN Pe 11 5,619,374.50 
LT HIDUP HIDUP 

DINAS DINAS | 
4 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN Aan 11 5,312,863.1 

LI HIDUP HIDUP 
DINAS DINAS | 

5 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN aa! 1 9 3,804,167.10 
HIDUP HIDUP 
DINAS DINAS 

6 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN aan 9 3,804,167.10 
HIDUP HIDUP 
DINAS DINAS 

7 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN aa 8 3,785,727.64 
HIDUP HIDUP 
DINAS DINAS 

8 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN aa 8 3,785,727.64 
HIDUP HIDUP | 
DINAS DINAS 

9 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN ena 7 MANA 
HIDUP HIDUP | 
DINAS DINAS 

10 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN Me 6 1,972,329.71 
HIDUP HIDUP | 
DINAS DINAS 

11 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN ea ” g 1,917,115.90 
HIDUP HIDUP | 
DINAS DINAS 

12 | LINGKUNGAN | LINGKUNGAN NN 3 1,513,772.14 
HIDUP HIDUP 
        

WALI KOTA GORONTALO, | 

TEN A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.20 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GrORONTALO 

NOMOR « T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

T A M B A H A N P E N G H A S I L / L N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GOROl^TALO 

DINAS K O M U N I K A S I , I N F O R M A T I K A DAN P E R S A N D I A N 

NO UN IT K E R J A S U B UNIT J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

TPIP P E R BULAN 
(Rp) 

1 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M i ' m K A 

DAN 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
P F R S A N r n T A N 
X C x I X O x x i l l - X l / V l l 

P IMP INAN 
T I N G G I 

14 13,522,510.: r2 

2 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAN 
P F P c ; A N r>i Ai\r 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
PRR<?A1SrnTAN 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

12 6,659,544.< )l 

3 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAN 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 5,312,863. : 16 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAFf 
D T T T P Q A M n i A N 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 3,804,167. LO 

c , 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAN 
D T ? T ? C ! A N r>T A N 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
D I T D C A M r ^ T A M 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A I M 9 3,804,167. 10 

e 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAN 

P E R S A N D I A N 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
P E R S A N D I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 8 3,785,727.( )4 

7 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAN 
P E R S A N D I A N 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
P E R S A N D I A N 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A I M 8 3,785,727.( >4 

g. 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAN 
P E R S A N D I A N 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
P E R S A N D I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 7 2,122,155. : !5 

9 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

DAN 
P E R S A N D I A N 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
P E R S A N D I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1,972,329.' r i 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 

- 34 - 

LAMPIRAN 1.20 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

  
  

  

  

  

  

    
  

  

  

    

$ KELAS TPP PER BULAN NO | UNITKERJA | SUB UNIT JABATAN | AE KAA Pi | 

DINAS DINAS | 
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 

1 | INFORMATIKA | INFORMATIKA PMN 14 13,522,510.72 
DAN DAN 

PERSANDIAN | PERSANDIAN 
DINAS DINAS 

KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, f 
2 | INFORMATIKA | INFORMATIKA | ADMINISTRASI 12 6,659,544.91 ADMINISTRATOR DAN DAN 

PERSANDIAN | PERSANDIAN 
DINAS DINAS 

KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 
3 | INFORMATIKA | INFORMATIKA Ba na 11 5,312,863.16 

DAN DAN 
PERSANDIAN | PERSANDIAN 

DINAS DINAS 
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 

4 | INFORMATIKA | INFORMATIKA Pn 5 9 3,804,167.10 
DAN DAN 

PERSANDIAN | PERSANDIAN 
DINAS DINAS 

KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 
8 | INFORMATIKA | INFORMATIKA Bea NA 9 3,804,167.10 

DAN DAN 
PERSANDIAN | PERSANDIAN | 

DINAS DINAS | 
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 

& | INFORMATIKA | INFORMATIKA | AMIN SAS! - 8 3,785,727.64 
DAN DAN 

PERSANDIAN | PERSANDIAN | 
DINAS DINAS | 

KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 
7 | INFORMATIKA | INFORMATIKA Pa Nan 8 3,785,727.64 

DAN DAN 
PERSANDIAN | PERSANDIAN | 

DINAS DINAS 
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 

& | INFORMATIKA | INFORMATIKA Ama AKAN - 7 2,122,155.25 
DAN DAN 

PERSANDIAN | PERSANDIAN 
DINAS DINAS 

KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 
& | INFORMATIKA | INFORMATIKA Ken - 6 1,972,329.71 

DAN DAN 
PERSANDIAN | PERSANDIAN               

  
 



- 3 5 -

UNIT K E R J A S U B UN IT J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

TPI» P E R B U L A N 
(Rp) 

DINA!3 
K O M U N I f L ^ S I , 

10 I N F O R M A T I K A 
D A N 

P E R S A N D I A N 

D I N A S 
K O M U N I K A S I , 
I N F O R M A T I K A 

D A N 
P E R S A N D I A N 

A D M I N I S T R A S I 
P E L A K S A N A 1 ,917 ,115 .90 

> 
^ ' A L I KOTA GORONTALO 

M A R T E N A. TAHA 

2 39 - 

  

  

  

KELAS TPP PER BULAN 
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN ADA (Rp) | 

DINAS DINAS | 
KOMUNIKASI, | KOMUNIKASI, 

1C | INFORMATIKA | INFORMATIKA SA - 5 1,917,115.90 
DAN DAN | 

PERSANDIAN | PERSANDIAN |           
  

  

Gawaui KOTA GORONTALO 

MART A. TAHA 

 



L A M P I R A N I . 2 1 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

T A M B A H A N P E N G H A S I L ; \ . N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L I N G K U N G A N P E M E R I I ^ T A H K O T A G O R O N T A L O 

DINAS ]PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAlf TERPADU SATU PINTU 

NO UNIT KEE JA SUB UNIT JABATAN KELAS 
JABATAN 

TPP PER BULAN 
(Rp) 

1 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

P I M P I N A N 
T I N G G I 

1 4 1 3 , 5 2 2 , 5 1 0 . 7 2 

2 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O F : 

1 2 6 , 6 5 9 , 5 4 4 . 9 1 

3 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O F : 

1 1 5 , 3 1 2 , 8 6 3 . 1 6 

4 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 3 8 0 4 1 6 7 I C 

5 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . I C 

6 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 ,785 ,727 .6 -1 

7 

D I N A S 
PENANAM:AN 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

8 3 , 7 8 5 , 7 2 7 . 6 4 

8 
D I N A S 

PENANAM[AN 
M O D A L D A N 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . 2 5 

- 36- 

LAMPIRAN 1.21 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL   
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

  

  

  

  

    
  

  

  

    

| KELAS | TPP PERBULAN NO | UNITKERJA | SUB UNIT JABATAN | AB AAN Kn 

DINAS DINAS 
PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN | MODAL DAN PIMPINAN 

1 | PELAYANAN | PELAYANAN TINGGI 1 13,922,510.72 
TERPADU TERPADU 
SATU PINTU | SATU PINTU 

DINAS DINAS 
PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI - 

2 | pRLAYANAN | PELAYANAN | ADMINISTRATOR 12 6,699,544.91 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU | SATU PINTU 
DINAS DINAS 

PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI - 

3 | pELayaNAN | PELAYANAN | ADMINISTRATOR Ld 5,912,863.16 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU | SATU PINTU 
DINAS DINAS 

PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI - 

4 | PELAYANAN | PELAYANAN PENGAWAS 9 5,804, 167.10 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU | SATU PINTU | 
DINAS DINAS 

PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN | MODAL DAN | FUNGSIONAL - 

S | PELAYANAN | PELAYANAN | PENYETARAAN 9 2,801,167. 1 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU | SATU PINTU 
DINAS DINAS 

PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN | MODAL DAN | ADMINISTRASI - | 

6 | pELAYANAN | PELAYANAN PENGAWAS 8 Sah enak aa On 
TERPADU TERPADU | 

SATU PINTU | SATU PINTU | 
DINAS DINAS 

PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN | MODAL DAN | FUNGSIONAL - 

7 | PELAYANAN | PELAYANAN | PENYETARAAN 8 3,785,727.64 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU | SATU PINTU 
DINAS DINAS 

8 | PENANAMAN | PENANAMAN ADMINISTRASI f 7 2,122,155.25 
MODAL DAN | MODAL DAN           
      

 



- 3 7 -

NC» UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN KELAS 
JABATAN 

TPP PER BULAN 
(Rp) 

P E L A Y A N A N 
T E R P A D U 

S A T U P I N T U 

P E L A Y A N A N 
T E R P A D U 

S A T U P I N T U 

9 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

A D M I N I S T R A S I • 
P E L A K S A N A 

6 1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 ] 

1 0 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

D I N A S 
P E N A N A M A N 
M O D A L D A N 
P E L A Y A N A N 

T E R P A D U 
S A T U P I N T U 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 , 917 ,115 .9 ( 1 

K O T A G O R O N T A L O ^ 

A . T A H A 

2 SF - 

  

  

  

  

  

KELAS TPP PER BULAN 
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN (Rp) 

PELAYANAN PELAYANAN 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU SATU PINTU 

DINAS DINAS 
PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN MODAL DAN | ADMINISTRASI - 

2 PELAYANAN PELAYANAN PELAKSANA 2 an 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU SATU PINTU 

DINAS DINAS 
PENANAMAN | PENANAMAN 
MODAL DAN MODAL DAN | ADMINISTRASI - 

10 5 1,917,115.9 
PELAYANAN PELAYANAN PELAKSANA 
TERPADU TERPADU 

SATU PINTU SATU PINTU             

  

WALI KOTA GORONTALO 

MA N A. TAHA 

Me 

 



- 38 -

LAMPIRAN 1.22 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR W TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHASIL^.N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN PEMERI^ fTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN 

NG' UNIT KEFUJA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP PER BULAN 
(Rp) 

1 

D I N A S 
KELAUT>* .N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

P I M P I N A N 
T I N G G I 

1 4 1 3 , 5 2 2 , 5 1 0 . 7 2 

2 

D I N A S 
K E L A U T > S J ^ I , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O F I 

1 2 6 , 6 5 9 , 5 4 4 . 9 1 

3 

D I N A S 
K E L A U T / L N , 
P E R I KAN/^N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O F I 

1 1 5 , 3 1 2 , 8 6 3 . i e 

4 

D I N A S 
K E L A U T / L N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

F U N G S I O N A L 1 1 4 , 3 9 3 , 3 2 9 . 1 ? 

5 

D I N A S 
K E L A U T / i N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
l ^ k T ^ T ^ n ^ A •ATT A Tk T 

P E R T A N I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . I C 

6 

D I N A S 
K E L A U T / L N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
PERTANIAN 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
PERTANIAN 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . 1 C I 

7 

DINAS 
KELAUT/lN, 
PERIKANAN 

DAN 
PERTANIAN 

DINAS 
KELAUTAN, 
PERIKANAN 

DAN 
PERTANIAN 

FUNGSIONAL 9 3 , 3 2 2 , 0 8 8 . 7 ? 

8 

DINAS 
KELAUTAN, 
PERIKANAN 

DAN 
PERTANIAN 

DINAS 
KELAUTAN, 
PERIKANAN 

DAN 
PERTANIAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3 , 7 8 5 , 7 2 7 . 6 ^ 

9 

DINAS 
KELAUTi'U^, 
PERIKANAN 

DAN 
PERTANIAN 

DINAS 
KELAUTAN, 
PERIKANAN 

DAN 
PERTANIAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3 , 7 8 5 , 7 2 7 . 6 ^ 

2 3 

LAMPIRAN 1.22 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN   
  

  

  

  

    
  

  

  

  

    

| 

KELAS | TPP PERBULAN NO | UNITKERJA | SUB UNIT JABATAN | aa Ka 

DINAS DINAS 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

1 | PERIKANAN | PERIKANAN Pa 14 13,522,510.72 
DAN DAN | 

PERTANIAN | PERTANIAN 
DINAS DINAS 

KELAUTAN, | KELAUTAN, 
2 | PERIKANAN | PERIKANAN ae 12 6,659,544.91 

DAN DAN : 
PERTANIAN | PERTANIAN 

DINAS DINAS 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

3 | PERIKANAN | PERIKANAN aa ia 11 5,312,863.16 
DAN DAN 

PERTANIAN | PERTANIAN 
DINAS DINAS 

KELAUTAN, | KELAUTAN, 
4 | PERIKANAN | PERIKANAN | FUNGSIONAL 11 4,393,329.15 

DAN DAN 
PERTANIAN | PERTANIAN 

DINAS DINAS 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

5 | PERIKANAN | PERIKANAN ANA 9 3,804,167.10 
DAN DAN 

PERTANIAN | PERTANIAN 
DINAS DINAS 

KELAUTAN, | KELAUTAN, 
6 | PERIKANAN | PERIKANAN Be AN 9 3,804,167.10 

DAN DAN 
PERTANIAN | PERTANIAN 

DINAS DINAS 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

7 | perikanan | peRiKaNaN | FUNGSIONAL 9 3,322,088.73 
DAN DAN 

PERTANIAN | PERTANIAN 
DINAS DINAS 

KELAUTAN, | KELAUTAN, 
8 | PERIKANAN | PERIKANAN 3 8 3,785,727.6 

DAN DAN 
PERTANIAN | PERTANIAN 

DINAS DINAS 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

9 | PERIKANAN | PERIKANAN Bea AN 8 3,785,727.64 
DAN DAN 

PERTANIAN | PERTANIAN           
      

 



- 39 -

NC» UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R BULAN 
(Rp) 

1 0 

D I N A S 
K E L A U T / L N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

F U N G S I O N A L 8 3 , 1 5 4 , 7 5 7 . 8 7 

1 1 

D I N A S 
K E L A U T / i N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . 2 5 

1 2 

D I N A S 
K E L A U T / i N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 1 

1 3 

D I N A S 
K E L A U T / i N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

F U N G S I O N A L 6 2 , 7 2 0 , 4 5 4 , 7 5 

1 4 

D I N A S 
K E L A U T / i N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 0 

1 5 

D I N A S 
K E L A U T / i N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

D I N A S 
K E L A U T A N , 
P E R I K A N A N 

D A N 
P E R T A N I A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

3 1 , 5 1 3 , 7 7 2 . 1 ^ 1 

^ W A L I KOTA GORONTALO 

T E N A. TAHA 

2:30 - 

  

  

  

  

  

  

    

KELAS | TPP PER BULAN NO | UNIT KERJA | SUB UNIT JABATAN | ABE AAN ai 

DINAS DINAS 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

10 | PERIKANAN | PERIKANAN | FUNGSIONAL 8 3,154,757.87 
DAN DAN 

PERTANIAN | PERTANIAN 
DINAS DINAS 

KELAUTAN, | KELAUTAN, 
11 | PERIKANAN | PERIKANAN MT 7 hmasn 

DAN DAN 
PERTANIAN | PERTANIAN 

DINAS DINAS | 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

12 | PERIKANAN | PERIKANAN NN PENA 6 1,972,329.71 
DAN DAN 

PERTANIAN | PERTANIAN 
DINAS DINAS 

KELAUTAN, | KELAUTAN, 
13 | PERIKANAN | PERIKANAN | FUNGSIONAL 6 2,720,454,78 

DAN DAN 
PERTANIAN | PERTANIAN 

DINAS DINAS 
KELAUTAN, | KELAUTAN, 

14 | PERIKANAN | PERIKANAN ARA 5 1,917,115.90 
DAN DAN | 

PERTANIAN | PERTANIAN | 
DINAS DINAS | 

KELAUTAN, | KELAUTAN, 
15 | PERIKANAN | PERIKANAN Naa" 3 i stesems.id 

DAN DAN | 
PERTANIAN | PERTANIAN           
  

  
pvati KOTA GoRONTaLof 

——— Yu 

TEN A. TAHA 

 



- 4 0 -

LAMPIRAN 1.23 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E ( 3 E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

DINAS PAR IWISATA , K E P E M U D A A N 13AN O L A H R A G A 

NO UNIT K E F ! J A S U B UN IT J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

T P F P E R B U L A N 
(Rp) 

1 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D . \ A N 
D A N 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

P IMP INAN 
T I N G G I 

14 1 3 , 5 2 2 , 5 1 0 . 7 2 

2 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

OT A T 4 P A O A 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O l ? 

12 6 , 6 5 9 , 5 4 4 . 9 1 

3 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

yj Lf/Arl rCrtv j / \ 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

OT A I 4 P A r V A 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 5 , 3 1 2 , 8 6 3 . 1 6 

5 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

OT A H R A G A 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 

1 

3 , 8 0 4 , 1 6 7 . 1 0 

6 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

9 3 , 8 0 4 , 1 6 7 . 1 0 

8 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A ( 3 A 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 7 8 5 , 7 2 7 . 6 4 

9 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

F U N G S I O N A L -
P E N Y E T A R A A N 

8 3 , 7 8 5 , 7 2 7 . 6 4 

11 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . 2 5 

12 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A i S A 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
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LAMPIRAN 1.23 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO | 

  

  

  

  

  

    
  

  

  

              

| KELAS | TPP PER BULAN NO | UNITKERJA | suB UNIT JABATAN PAN Kn 

DINAS DINAS 
PARIWISATA, | PARIWISATA, 

1 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN NG 14 -3,522,510.72 
DAN DAN 

OLAHRAGA | OLAHRAGA 
DINAS DINAS 

PARIWISATA, | PARIWISATA, 
2 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN | ADMINISTRASI - 12 6,659,544.91 ADMINISTRATOR DAN DAN 

OLAHRAGA |” OLAHRAGA 
DINAS DINAS 

PARIWISATA, | PARIWISATA, 
3 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN Ba 11 5,312,863.16 

DAN DAN 
OLAHRAGA | OLAHRAGA 

DINAS DINAS 
PARIWISATA, | PARIWISATA, 

5 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN le 9 3,804,167.10 
DAN DAN | 

OLAHRAGA | OLAHRAGA 
DINAS DINAS 

PARIWISATA, | PARIWISATA, | 
6 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN Bea 9 3,804,167.10 

DAN DAN | 
OLAHRAGA | OLAHRAGA 

DINAS DINAS 
PARIWISATA, | PARIWISATA, 

8 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN AMIN ASI 8 3,785,727.64 
DAN DAN 

OLAHRAGA | OLAHRAGA 
DINAS DINAS 

PARIWISATA, | PARIWISATA, 
9 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN Nan 8 3,785,727.64 

DAN DAN 
OLAHRAGA |” OLAHRAGA 

DINAS DINAS 
PARIWISATA, | PARIWISATA, 

11 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN OM SARASI 7 2,122,155.25 
DAN DAN 

OLAHRAGA | OLAHRAGA 
DINAS DINAS 

PARIWISATA, | PARIWISATA, 
12 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN aa 6 1,972,329.71 

DAN DAN 
OLAHRAGA | OLAHRAGA   
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NO UN IT KECUTA S U B UN IT J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

TPP P E R BULAN 
(Rp) 

14 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D . \ A N 
D A N 

O L A H R A G A 

D I N A S 
P A R I W I S A T A , 

K E P E M U D A A N 
D A N 

O L A H R A G A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 5 1 ,917 ,115 .90 

A L I KOTA GORONTALO,, 
0 

  

  

  

  

  

          

al 

, KELAS TPP PER BULAN 
NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN (Rp) 

DINAS DINAS 
PARIWISATA, | PARIWISATA, 

14 | KEPEMUDAAN | KEPEMUDAAN | ADMINISTRASI - 
DAN DAN PELAKSANA » LARI 1.0 

OLAHRAGA OLAHRAGA 
  

  

tbayaLi KOTA GORONTALO, 

M 

sa 

Mm— 

EN A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.24 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E G E R I S IP I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

NO UNIT 
K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 

JABATAN 
TPP P E R BULAN 

(Rp) 

1 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
U A i N 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 

2 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
A M 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN ADMINISTRASI -
AnMINT<?TRATnT? / \ i J l V l l l N l o 1 1 wlx 

12 6,730,340.93 

3 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
JJAIN 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
D I T D T ' M r N T T C T T D T A AT 

FnyKlIN JJ U b 1 KIAIN 

ADMINISTRASI -
A r ^ T T A T T V T T C T ' t ? A T r M D 
AUMlJN lb l K A l U K 

11 5,612,076.61 

4 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
T—. A M 

D A N 
PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
I!>T7*TDT ATTAT T O T O T A AT 
F E K I N D U b 1 K I A N 

ADMINISTRASI -
A T-\TVyTTATTC?nPTD A T^T-TTD 

A D M l N l b l K A i U K 
11 5,415,033.61 

5 

U l l N / \ o 

PERDAGA 
NGAN 
DAN 

PERINDU 
STRIAN 

r r T N A G 
U l l N A C S 

PERDAGANGAN 
DAN 

PERINDUSTRIAN 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 3,804,167.10 

6 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
DAN 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 9 3,804,167.10 

7 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
DAN 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN FUNGSIONAL 9 3,322,088.73 

8 
DINAS 

PERDAGA 
NGAN 

DINAS 
PERDAGANGAN ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,785,727.64 
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LAMPIRAN 1.24 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

                

UNIT KELAS | TPP PER BULAN NO | ana SUB UNIT JABATAN MABA AN ii 

DINAS DINAS 
PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN 1 AN ERA rRIAN | PIMPINAN TINGGI 14 13,522,510.72 | | 

PERINDU | 
STRIAN | 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN ADMINISTRASI - 

2 DAN | PERINDUSTRIAN | ADMINISTRATOR 12 6,730,340.93 
PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS | 

PERDAGA | PERDAGANGAN | 
NGAN DAN ADMINISTRASI - 

3 DAN | perinpustrian | ADMINISTRATOR 1 5,012,076-61 
PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN ADMINISTRASI - 

t DAN | PERINDUSTRIAN | ADMINISTRATOR Li 5,415,033.61 
PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN ADMINISTRASI - 

9 DAN | PERINDUSTRIAN PENGAWAS 9 3,804,167.10 
PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN FUNGSIONAL - 

2 DAN | PERINDUSTRIAN |” PENYETARAAN 2 3,804,167.10 
PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN 7 AN nan jan | FUNGSIONAL 9 3,322,088.73 

PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS 

8 | perpaca | perpacanNganN | ADMINISTRASI - 8 3,785,727.64 NA PENGAWAS 
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NO UNIT 
K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 

JABATAN 
TPP I»ER BULAN 

(Rp) 

DAN 
PERINDU 
STRIAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

9 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
DAN 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

FUNGSIONAL -
PENYETARAAN 8 3,785,727.64 

10 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
DAN 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN ADMINISTRASI -

PELAKSANA 7 2,122,155.25 

11 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
DAN 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

12 

DINAS 
PERDAGA 

NGAN 
DAN 

PERINDU 
STRIAN 

DINAS 
PERDAGANGAN 

DAN 
PERINDUSTRIAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.90 

A L I KOTA GORONTA LO J 

MARTEN A. TAHA 

43 - 

  

  

  

  

  

                
  

  

UNIT KELAS | TPP PER BULAN NG | yna SUB UNIT JABATAN saran La 

DAN DAN 
PERINDU | PERINDUSTRIAN 
STRIAN 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN FUNGSIONAL - 

9 DAN | PERINDUSTRIAN |” PENYETARAAN 8 3,785,7217.64 
PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN 

1o| pan | PERINDUSTRIAN Nan 1 7 2,122,155.25 
PERINDU 
STRIAN 

DINAS DINAS 
PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN ADMINISTRASI - 

11 | pan | PERINDUSTRIAN PELAKSANA 6 1,972,329.71 
PERINDU 
STRIAN 
DINAS DINAS 

PERDAGA | PERDAGANGAN 
NGAN DAN ADMINISTRASI - 

1221| ban | PERINDUSTRIAN PELAKSANA 5 1,917,115.90 
PERINDU 
STRIAN 

GwaLi KOTA GORONTALO 

— 

sma 

MA 

n— 

N A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.25 

P E R A T U R A N WAL I KOTA G ORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHASIL/.N P E G A W A I N E G E R I SIPI IJ 

D I L INGKUNGAN PEMERI^^TAH KOTA GORONTALO 

INSPEKTORAT 

NO UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 INSPEKTORAT 
INSPEKTORAT PIMPINAN 

TINGGI 14 17,296,601.55 

2 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT ADMINISTRASI -

ADMINISTRiVTOR 12 8,212,337.46 

3 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT ADMINISTRASI -

ADMINISTRi^TOR 11 7,735,762.30 

4 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT 

FUNGSIONAL 11 5,464,659.25 

5 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 3,926,205.26 

6 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT 

FUNGSIONAL 9 4,257,530.60 

7 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT 

FUNGSIONAL 8 3,905,721.62 

8 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT ADMINISTRASI -

PELAKSANA 7 2,122,155.25 

9 
INSPEKTCDRAT INSPEKTORAT 

FUNGSIONAL 7 3,150,165.92 

10 
INSPEKTORAT INSPEKTORAT ADMINISTRASI -

PELAKSANA 6 1,972,329.71 

11 INSPEKTORAT INSPEKTORAT 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

I' 
L W A L J K O T A G O R O N T A L O ^ . 

M A R T E N A . T A H A 
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LAMPIRAN 1.25 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

INSPEKTORAT 

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) | 

INSPEKTORAT | PIMPINAN 1 | INSPEKTORAT Hana 14 17,296,601.55 

T , INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | “pMINISTRASI » 2 219 337 40 

ADMINISTRATOR alatas 

, INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | ApmiNistrasi. 1 » as men. ad 

ADMINISTRATOR sea has 

INSPEKTORAT | INSPEKTORAT 
4 FUNGSIONAL 11 5,464,659.25 

1 INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | “ MINiSTRaSI - , » 99e.205.26 

PENGAWAS msi tita 

INSPEKTORAT | INSPEKTORAT 
6 FUNGSIONAL 9 4,257,530.60 

INSPEKTORAT | INSPEKTORAT 
7 FUNGSIONAL 8 3,905,721.62 

, INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | “pmiNiSTRaSsI - , 2 190 1524 

PELAKSANA aa 

INSPEKTORAT | INSPEKTORAT 
9 FUNGSIONAL 7 3,150,165.92 

v0 INSPEKTORAT | INSPEKTORAT | ApMINISTRASI - . BN 

PELAKSANA sea seni 

ADMINISTRASI - | 11 | INSPEKTORAT | INSPEKTORAT Pir AKN 5 1,917,115.90             

  WALI KOTA GORONTALO i . 

MAR A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.26 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHASILA.N P E G A W A I N E G E R I S IP IL 

D I L INGKUNGAN PEMERI^^TAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN SIPATASfA 

NC UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KECAMATAN 

SIPATANA 
PIMPINAN 

TINGGI 12 9,817,047.07 

2 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KECAMATAN 

SIPATANA 
ADMINISTRASI -
ADMINISTR\TOR 11 4,393,329.15 

3 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KECAMATAN 

SIPATANA 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 3,489,960.24 

4 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
BULOTAUDAA 

T IMUR 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.02 

5 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
BULOTADAA 

BARAT 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.02 

6 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
TANGGIKIK I 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.02 

7 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 

TAPA 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 4,345,884.02 

8 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 

MOLOSIPAT U 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 4,345,884.02 > 

9 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KECAMATAN 

SIPATANA 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,785,727.64 • 

10 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
BULOTADAA 

T IMUR 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.6] 

11 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
BULOTADAA 

BARAT 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.6] 

12 
KECAiMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
TANGGIKIKI 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 

3,129,015.6] [ 

13 
KECAMATAN 

SIPATA.NA 
KELURAHAN 

TAPA 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 
3,129,015.6] 

14 
KECAVMATAN 

SIPATA.NA 
KELURAHAN 

MOLOSIPAT U 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 
3,129,015.6] 

13 
KECAMATAN 

SIPATA.NA 
KECAMATAN 

SIPATANA 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 7 2,122,155.21   
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LAMPIRAN 1.26 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN SIPATANA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | skaaras| "stnk (mi 

KECAMATAN KECAMATAN 
1 SIPATANA SIPATANA PIMPIRAN 12 9,817,047.07 TINGGI 

KECAMATAN KECAMATAN ADMINISTRASI - 2 SIPATANA SIPATANA | Naren 11 4,393,329.15 

KECAMATAN KECAMATAN ADMINISTRASI - 3 SIPATANA SIPATANA Na 9 3,489,960.24 

(TT KECAMATAN KELURAHAN 
4 SIPATANA BULOTApAA | ADMINISTRASI - 9 4,345,884.03 PENGAWAS TIMUR | 

KECAMATAN KELURAHAN | 
5 SIPATANA BULOTADAA Me : 9 4,345,884.0 

BARAT 
KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - 6 SIPATANA TANGGIKIKI Ke 9 ..215,084.03 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - 7 SIPATANA TAPA ag MAe 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - 8 SIPATANA MOLOSIPAT U EN ena 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KECAMATAN ADMINISTRASI - 9 SIPATANA SIPATANA ana 8 3,785,727.64 
| 

KECAMATAN KELURAHAN 
10 SIPATANA BULOTADAA | ADMINISTRASI - 8 3, asa PENGAWAS | TIMUR 

KECAMATAN KELURAHAN : 
1 SIPATANA BULOTADAA Bea : 8 3,129,015.61 

BARAT 
KECAMATAN KELURAHAN 3.129.015.61 . ADMINISTKASI - 1129, 12 SIPATANA TANGGIKIKI EN KAS 8 

. KECAMATAN KELURAHAN aa. , 3.120.015.61 
: PENGAWAS 

KECAMATAN KELURAHAN 3.i2o.01s6i ADMINISTKASI - 1129, 14 SIPATANA MOLOSIPAT U BEA 8 

KECAMATAN KECAMATAN . ADMINISTRASI - 15 SIPATANA SIPATANA manajer 7 2,122,155.25                
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no UNIT KEiRJA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

16 
KECAM/TAN 

SIPATANA 
KECAMATAN 

SIPATANA 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 6 1,972,329.7] 

17 
KECAMiflTAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
BULOTADAA 

TIMUR 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.7] 

18 
KECAMja.TAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
BULOTADAA 

BARAT 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

19 
KECAM4TAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 
TANGGIKIKI 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

20 
KECAM4.TAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 

TAPA 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 6 1,972,329.71 

21 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KELURAHAN 

MOLOSIPAT U 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 6 1,972,329.71 

22 
KECAMATAN 

SIPATANA 
KECAMATAN 

SIPATANA 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 l ,917,115.9q 

t 
f WALI KOTA G O R O N T A L o | ^ 

0 ^ 

N A. TAHA 

Ap 

  

  

  

  

  

  

  

              

KELAS TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT SASATAN | apanan! sorarisn 

KECAMATAN KECAMATAN | ADMINISTRASI - | 16 SIPATANA SIPATANA NAK SANA 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KELURAHAN 
17 SIPATANA BULOTADAA | SDMINISTRASI - 6 1,972,329.71 PELAKSANA TIMUR 

KECAMATAN KELURAHAN | 
18 SIPATANA BULOTADAA | ADMINISTRASI - 6 1,972,329.7 PELAKSANA | BARAT 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - 19 SIPATANA TANGGIKIKI NAK SANA 6 1,972,320.71 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - | 20 SIPATANA TAPA abu 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - 21 SIPATANA MOLOSIPAT U aan 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KECAMATAN ADMINISTRASI - | 22 SIPATANA SIPATANA Bal nun 5 1,917,115.90 
  

  
aa 

WALI KOTA GORONTALO k 

— DN 
Aan N A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.27 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASIL/ iN P E G A W A I N E G E R I SIPIL 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

KECAMATAN HULONTHAI.ANGI 

NO UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAH 

TPP PEK 
BULAN (R P) 

1 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
PIMPINAN 

TINGGI 12 9,817,047 07 

2 
KECAMATAN 

HULONTI-[ALANGI 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 4,393,329 15 

3 
KECAMATAN 

HULONTLIALANGI 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
ADMINISTRASI -

PENCrAWAS 9 3,489,960^24 

4 
KECAMATAN 

HULONTKALANGI 
KELURAHAN 
S IENDENG 

ADMINISTRASI -
PENCfAWAS 9 4,345,884.03 

5 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 

TENDA 
ADMINISTRASI -

PENCrAWAS 9 4,345,884. 03 

6 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 

POHE 
ADMINISTRASI -

PENCrAWAS 9 4,345,884. 03 

7 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 

TANJUNG 
KRAMAT 

ADMINISTRASI -
PENCrAWAS 9 4,345,884. 03 

8 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 
DONGGALA 

ADMINISTRASI -
PENCrAWAS 9 4,345,884. 03 

9 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
ADMINISTRASI -

PENCAWAS 8 3,785,727 64 

10 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 
S IENDENG 

ADMINISTRASI -
PENCAWAS 8 3,129,015 6 1 

11 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 

TENDA 
ADMINISTRASI -

PENCAWAS 8 3,129,015 6 1 

12 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 

POHE 
ADMINISTRASI -

PENCAWAS 8 3,129,015 ^] 

13 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 

TANJUNG 
KRAMAT 

ADMINISTRASI -
PENCAWAS 8 3,129,015 6 1 

14 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KELURAHAN 
DONGGALA 

ADMINISTRASI -
PENCAWAS 8 3,129,015 6 1 

15 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
KECAMATAN 

HULONTHALANGI 
ADMINISTRASI -

PELAICSANA 7 2,122,155 25 
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LAMPIRAN 1.27 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN HULONTHALANGI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | AE KAN BULAN (abi 

KECAMATAN KECAMATAN Nana 
1 | HULONTHALANGI | HULONTHALANGI ENGUI 12 sana 

2 EaMON BAL Andi MUNOa AANG Aan anta 11 4,393,329/15 

3 | HULONTEALANGI | HULONTHALANGI | ADMINISTRASI - |” 9 | 3 489060124 

4 Pe aa Nan Nas . 9 4,345,884.03 

5 AOnOREM ANDI 3 ANE ASI . 9 4,345,884.03 

6 Na en Natan 3 Ai . 9 4,345,884.03 
| 

Padaaaaana | PER (rowmsrasi 9D angamba 
KRAMAT 

8 ULON BALAI DONASILA im . 9 4,345,884.03 

NA Ben 8 3,785,727:64 

tol mutontyaLana1 | “SIENDENG | ADMINISTRASI-| 3 | 310901561 

ut Danoromeeanan | TaNDA Na KA 8 3,120,015.61 

12 KLO ALAN Sa aa Ba Aa . 8 3,129,015.61 

| sorowraatan | AMONG En 8 3,129,015.61 
KRAMAT 

tel murowmBaLaNa1 |) Doncaata | APMINISTRASI-| 3 | 3 19901561 

15 HOLOI MALANG Par PN . z 2,192,15525           
     



- 48 -

NO UNIT H E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

16 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
6 1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 1 

1 7 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E L U R A H A N 

S I E N D E N G 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
6 1 , 972 ,329 7 1 

1 7 
K E C A N I A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E L U R A H A N 

T E N D A 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
6 1 , 972 ,329 7 1 

1 7 
KECA1V[ATAN 

H U L O N T H A L A N G I 
K E L U R A H A N 

P O H E 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
6 1 ,972 ,329171 

1 7 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E L U R A H A N 

T A N J U N G 
K R A M A T 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 , 972 ,329 7 1 

1 8 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E L U R A H A N 
D O N G G A L A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 , 972 ,329 7 1 

1 9 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
5 1 , 9 1 7 , 1 1 5 9( i 

1 9 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E L U R A H A N 

S I E N D E N G 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
5 

1 

1 , 9 1 7 , 1 1 5 9 0 

1 9 
K E C A M A T A N 

H U L O N T H A L A N G I 
K E L U R A H A N 

T E N D A 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
5 1 , 9 1 7 , 1 1 5 9 0 

1 9 
K E C A M A T A N 

H U L O N T I - [ A L A N G I 
K E L U R A H A N 

P O H E 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
5 1 , 9 1 7 , 1 1 5 9 0 

1 9 
K E C A M A T A N 

H U L O N T L [ A L A N G I 
K E L U R A H A N 

T A N J U N G 
K R A M A T 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A ; K S A N A 

5 1 , 9 1 7 , 1 1 5 ; 9 0 

2 0 
K E C A M A T A N 

H U L O N T L A L A N G I 
K E L U R A H A N 
D O N G G A L A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 , 9 1 7 , 1 1 5 9 0 

Î  
<^^ALI KOTA G O R O N T A L O ^ 

48 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | ana KORAN Haa 

16 HOLON MALANGI BULORn AL Ani an . 6 1,972,329.71 

17 TON Ca Maa . 6 1,972,329171 

al an | TEE james. | 4 | ed 
17 POLO naa nenUt Sa " aa . 6 1,972,329.71 

Saka NA 6 1,972,329,71 
0 KRAMAT | 

18 ai na Na nana | 6 1,972,329171 

19 MULAN MOLOMATANSI ASI RASI . 5 1,917,1 ma 

yo | mutonTHALANGI | SIENDENG, Ba 5 1,917,115190 

sol muLowmHatanar |” “TENDA — | ADMINISTRASI- | $ Loa1slo0 

19 Nasar Ba Ba . & 1,917,115/90 

9 | HULONTHALANGI | “TANJUNG | ADMINISTRASI- | 5 | 1 917115100 
KRAMAT 

20 Mara Duo Nn . 5 1,917,115:90             

  
IN ALI KOTA GORONTALO F 

ae 

MA 

MP 

N A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.28 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NE<3ERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN DUNGIN(» 

NO UNIT K E R J A SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 
KECAMATAN 

DUNGir rc i 
KECAMATAN 

DUNGING! 
PIMPIIsAN 

TING(3I 12 9,817,047.07 

2 
KECAMATAN 

DUNGI i r c i 
KECAMATAN 

DUNGING! 
ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 4,393,329.15 

3 
KECAMATAN 

DUNGING! 
KECAMATAN 

DUNGING! 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 3,489,960.24 

4 
KECAMATAN 

DUNGING! 
KELURAHAN 

L IBUO 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 4,345,884.03 

5 
KECAMATAN 

DUNGING! 
KELURAHAN 

HUANGOBOTU 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 4,345,884.03 

6 
KECAMATAN 

DUNGING! 
KELURAHAN 
TULADENGGI 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

7 
KECAMATAN 

DUNGING! 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
SELATAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

8 
KECAMATAN 

DUNGING! 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 4,345,884.03 

9 
KECAMATAN 

DUNGI]>IGI 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,785,727.64 

10 
KECAMATAN 

DUNGIIvIGI 
KELURAHAN 

L IBUO 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.61 

11 
KECAMATAN 

DUNGII4GI 
KELURAHAN 

HUANGOBOTU 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.61 

12 
KECAMATAN 

DUNGIIvfGI 
KELURAHAN 

TULADENGGI 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.61 

13 
KECAMATAN 

DUNGI14GI 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
SELATAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

14 
KECAMATAN 

DUNGIl^GI 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.61 

15 
KECAMATAN 

DUNGIl^GI 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 7 2,122,155.25 
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LAMPIRAN 1.28 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN DUNGINGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN aa BELA Ini 

»| “Duncinci | “DUNGIWGI | ADMINISTRASI-| 11 | 4303820115 

4 Teunemar PE NAUO AD MIUSTRASI . 9 4,345,884.03 

5 PNGNG MuMaGenoni APE . 9 4,345,884.03 

6 MEN eraG TIANG AON ASI . 9 4,345,884.03| 

SELATAN 

8 (en Na Ba . 9 4,345,884.03 

10 penang Ma Ke . 8 3,129,015.61 

11 Kena HTANGOBUTU AS |- 8 3,129,015.61 

r| “Duncwar | TuLaDENGar | APMINISTRASI-| 3 | 3 10901561 

gl “sinema | saotasuna ea” 8 3,129,015.61 
SELATAN 

14 TBLRENGT TomutAdUraa Naa 1- 8 3,129,015.6 1 

| “bunemwar DUNGiNGi — | ADMINISTRASI - 7 2,122,155.25       PELAKSANA     
      

 



- 5 0 -

NO UNIT KEIRJA SUB UNIT JABAI'AN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

16 
KECAM/TAN 

DUNGINGI 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
ADMINISTRASI -

PELAKSiANA 6 1,972,329.71 

17 
KECAM/TAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

L IBUO 
ADMINISTRASI -

PELAK51ANA 
6 1,972,329.71 

18 
KECAM/iTAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

HUANGOBOTU 
ADMINISTRASI -

PELAKSIANA 6 1,972,329.71 

19 
KECAM/iTAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 
TULADENGGI 

ADMINISTRASI -
PELAKSiANA 6 1,972,329.71 

20 
KECAM/TAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
SELATAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSiANA 6 1,972,329.71 

21 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
ADMINISTRASI -

PELAKSiANA 6 1,972,329.71 

22 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
ADMINISTRASI -

PELAKSiANA 5 1,917,115.9c 

23 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

L IBUO 
ADMINISTRASI -

PELAKSiANA 5 1,917,115.9C 

24 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

HUANGOBOTU 
ADMINISTRASI -

PELAKSiANA 5 1,917,115.9C 

25 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 
TULADENGGI 

ADMINISTRASI -
PELAKSiANA 5 1,917,115.9C 

26 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
SELATAN 

ADMINIS"RASI -
PELAKSiANA 5 1,917,115.9c 

27 
KECAMATAN 

DUNGINGI 
KELURAHAN 

TOMULABUTAO 
ADMINISTRASI -

PELAKSiANA 5 1,917,115.9C 

-50 - 

  

  

  

  
  

  

  

  

    
  

  

  

    
    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | aauAa Ban 

rel “DundINGI | “DunGINGI | ADMINISTRASI-| 6 | 1972300.71 

| Dunewar | “UBuo | APMINISIRASI- |” 6 | 1072,820.71 

is | “Dunarngi | HUANGOBOTU | 0 | nosoean 

19 “Bone Ta TULANGAN aa . 6 1,972,329.71 

an an an anna ANN RAS 6 1,972,329.71 
SELATAN 

21 TpUnar Rar KEMULAB YG AD MINI RASI . 6 1,972,329.71 

22 Tung Na ena Matana . 5 1,917,115.90 

2| “DuncwGI | “upuo | ADMINISTRASI- |” 3 | 1 917415500 

al “Tuan 1 uikeneora SEA 5 1,917,115.94 

os | “bonarmar TUANG KAS 5 1,917,115.9G 

2| “Dunainai | TomULaBuTao | ADMINISTRASI- |” 5 | o17iso6 
SELATAN 

27 ana AAN Bana ana . 5 1,917,115.90             

  
panai KOTA GORONTALO, —— 
aa ai 

MA 

aa 

A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.29 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GrORONTALO 

N O M O R 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

T A M B A H A N P E N G H A S I L / L N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K O T A G O R O I M T A L O 

K E C A B I A T A N K O T A S E L ^ I T A N 

NO UN IT K l i R J A S U B UN IT J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

T P P P E R 
B U L A N (Rp) 

1 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
P IMP INAN 

T I N G G I 
12 9,817,047.0' i 

2 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 4,393,329.11 

3 
K E C A M A T A N 

K O T A SEi : .ATAN 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 3,489,960.2^ 

4 
K E C A M A T A N 

K O T A S E J : . A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4 ,345,884.0- \ 

5 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I I 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4 ,345,884.0 : \ 

6 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

B I A W A O 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4,345,884.0 : \ 

7 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

B I A W U 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4,345,884.0 : J 

8 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A B 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4 ,345 ,884 .0 : 

9 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3 ,785,727.6 ' . 

10 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3,129,015.6 

1 1 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I I 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3,129,015.6 

12 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

B I A W A O 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3,129,015.6 I 

13 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

B I A W U 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3,129,015.6 

14 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A B 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
8 3,129,016.0( ) 

13 
K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 

K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K S A N A 
7 2,122,155.21 

-51 - 

LAMPIRAN 1.29 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA SELATAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          PELAKSANA     

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN aa BULAN Pe 

KECAMATAN KECAMATAN PIMPINAN 
1 | KOTA SELATAN | KOTA SELATAN TINGGI 12 9,817,047.07 

2 Panai Bana Bb arannan 11 4,393,329.15 

3 PETA SELATAN POT SRI Na . 9 3,489,960.24 

4 KOTA SELATAN “UMBA UT. Ana t- 9 4,345,884.0 

a GEsAMATAN | KEKUATAN | apwvisreasi- |, ganasa0g 
6 Na na ja . 9 4,345,884.03 

1 | KOTASELATAN |” BIAWU — | ADMINISTRASI- |” 9 | 4 34588403 

8 Penasaran kana N Ba . 9 4,345,884.03 

9 GAYA SELATAN KOTA SELATAN ——3 . 8 3,785,727.64 

11 Koma Oman TMa Ui NE NaA iki 8 3,129,015.61 

12 Oa Aa La MEaaO Ne at si 8 3,129,015.61 

13 Kek sman 3 ta 3 8 3,129,015.6 | 

14 KOTA. BRTAYAN ae ga Ke 8 3,129,016.00 

ts | Kova savaran | Kota setara | SEMINSIAN - 7 2,122,155.25 
     



- 5 2 -

NO UNIT K IBRJA S U B UN IT J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

T P P P E R 
BULAN (Rp) 

K E C A M A T A N 

1 6 K O T A S E L A T A N 

K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 1 

K E C A M A T A N 

1 7 K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K ! 3 A N A 
6 1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 1 

K E C A M A T A N 

1 « K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I I 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 

K E C A M A T A N 

1 9 K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

B I A W A O 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 

K E C A M A T A N 

2 0 K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

B I A W U 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 

K E C A M A T A N 

2 1 K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A B 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 7 2 , 3 2 9 . 7 

K E C A M A T A N 

2 2 K O T A S E L A T A N 

K E C A M A T A N 

K O T A S E L A T A N 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K ; 3 A N A 
1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 0 

K E C A M A T A N 

2 3 K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 0 

K E C A M A T A N 

2^- K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A U I I 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 0 

K E C A M A T A N 

2 5 K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 

B I A W A O 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 0 

KECAMy\TAN 
26 K O T A S E L A T A N 

K E L U R A H A N 
B I A W U 

A D M I N I S T R A S I 
P E L A K S A N A 

1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 ( 1 

K E C A M y \ T A N 
27 K O T A S E ; . A T A N 

K E L U R A H A N 

L I M B A B 
A D M I N I S T R A S I 

P E L A K S A N A 
1 , 9 1 7 , 1 1 5 . 9 0 

K O T A G O R O N T A L O ^ 

T E N A . T A H A 

sa GD san 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          PELAKSANA     

NO| UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | aan AuLEn (aoi 

16 gGYA SELATAN KOTA SELAAN BN | 6 1,972,329.71 

17 EN PN aa Ta Ni Ape itwing | 6 1,972,329.71 

18 KOTA SRLATAN Mak Dt aa 6 1,972,329.71 

19 Pura engan Naa Ba | 6 1,972,320.71 

20 Kera SRI ANI T ELKD aa . 6 1,972,329.7 1 

2 | KOTASELATAN |—”/“LIMBAB | ADMINISTRASI- |” 6 | 1 072,800.71 

22 KOTA SNATAN KOTA LAYAK Nana . 5 1,917,115.90 

3 PITA SBL AAN MEMBAUT, Aa Nan . 5 1,917,1 1599 

2e| koraseLATAN | LiMBAUM | ADMINISTRASI- | 5 | 9rtis0 

os | KOTASELATAN | “BIAWAO-— | ADMINISTRASI-| 4 | 3 91711500 

26 Naa ai “ia Nana . 5 1,917,115.90 

27 KOTA BHLATAN IMPAB N Pn 5 1,917,115.90 

  

  
WALI KOTA TOROEPAN 

TEN A. TAHA 

h- 
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LAMPIRAN 1.30 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHASIL^.N P E G A W A I N E G E R I S IP IL 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

KECAMATAN DUMBO RilYA 

NO UNIT K E ; R J A SUB UNIT JABAl'AN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 
K E C A M / T A N 

D U M B O I R A Y A 
K E C A M A T A N 

D U M B O R A Y A 
P I M P I N A N 

T I N G G I 
12 9,817,047.07 

2 
K E C A M / T A N 

D U M B O ] R A Y A 
K E C A M A T A N 

D U M B O R A Y A 
A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 4,393,329.15 

3 
K E C A M / T A N 

D U M B O R A Y A 
K E C A M A T A N 

D U M B O R A Y A 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 3,489,960.24 

4 
K E C A M / T A N 

D U M B O RAYA 
K E L U R A H A N 

L E A T O S E L A T A N 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4,345,884.03 

5 
K E C A M / L T A N 

D U M B O RAY A 
K E L U R A H A N 

L E A T O U T A R A 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4,345,884.03 

6 
K E C A M / L T A N 

D U M B O R A Y A 
K E L U R A H A N 

B U G I S 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4,345,884.03 

7 
K E C A M / T A N 

D U M B O R A Y A 
K E L U R A H A N 

B O T U 
A D M I N I S T R A S I -

P E N G A W A S 
9 4,345,884.03 

8 
KECAM/iTAN 

DUMBO E?AYA 
KELURAHAN 
TALUMOLO 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

9 
KECAM/iTAN 

DUMBO RAYA 
KECAMATAN 

DUMBO RAYA 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,785.727.64 

10 
KECAM/TAN 

DUMBO RAYA 
KELURAHAN 

LEATO SELATAN 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.61 

11 
KECAM/TAN 

DUMBO RAYA 
KELURAHAN 

LEATO UTARA 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.61 

12 
KECAM/vTAN 

DUMBO R A Y A 
KELURAHAN 

B U G I S 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.61 

13 
KECAM/vTAN 

DUMBO R A Y A 
KELURAHAN 

B O T U 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 
8 3,129,015.61 

14 
KECAM/vTAN 

DUMBO R A Y A 
KELURAHAN 
TALUMOLO 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

15 
KECAM/vTAN 

D U M B O R A Y A 
K E C A M A T A N 

D U M B O R A Y A 
A D M I N I S T R A S I -

P E L A K E ; A N A 
7 2,122,155.25 

- 53 

LAMPIRAN 1.30 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN DUMBO RAYA 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN Ti BOLA pai 

1 | bumborara | pumBoraya | PIMPINAN | 1» | 981704707 

2 Dn Akal BUMD Baya anu 11 4,393,329.15 

3 DUMBO KATA DOMNO BATA oa AI . 9 3,489,960.24 

4 Da pa Mangan Nana . 9 sean 

5 DIJMBO HETA HARTA UYA ASI . 9 4,345,884.03 

6 Mn Kn Ba aa . 9 4,345,884.03 

7 BUMBU RATA ai AN an . 9 4,345,884.03 

8 DARI Pura MDMOLa NA . 9 4,345,884.03 

9 DUME BATA DoMan DANA Na . 8 3,785.727.64 

10 Ben a Maan Keanus Be . 8 3,129,015.61 

ol mean | sora ANDA NG 8 3,120,015.61 

Sl moknoa | aa aman en 8 3,120,015.61 

ul maka | “La na 8 3,120,015.61 

14 DIURUS KAN TALUMOLO aa AS . 8 3,129,015.61 

is| pumBoraya | DUMBORAYA | ADMINISIRASI-| 7 | 9 199,155.25           
     



- 54 -

NO UNIT K £ ; R J A SUB UNIT JABAl'AN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

16 
KECAM/.TAN 

DUMBO ]=?AYA 
KECAMATAN 

DUMBO RAYA 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 6 1,972,329.71 

17 
KECAM/.TAN 

DUMBO ]RAYA 
KECAMATAN 

DUMBO RAYA 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

18 
KECAM/TAN 

DUMBO ]?AYA 
KELURAHAN 

LEATO SELATAN 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

19 
KECAM/TAN 

DUMBO ]?AYA 
KELURAHAN 

LEATO UTARA 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

20 
KECAM/.TAN 

DUMBO ] ^ Y A 
KELURAHAN 

B U G I S 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

21 
KECAM/TAN 

DUMBO ]?AYA 
KELURAHAN 

BOTU 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.90 

22 
KECAM/.TAN 

DUMBO ]?AYA 
KELURAHAN 
TALUMOLO 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.90 

\ 

WALI KOTA GORONTALO , L 

A R T E N A. TAHA 

- 54 - 

  

  

  

  

  

  

  

    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | KUA aN Bean | 

16 DUMBO RAYA DUMBO RAYA na . 6 1,972,329.71 

ir puwpowasa | Dow£onara Maa RAN 5 1,917,115.90 

et oa aman aan NN ANA | 5 1,917,1 5 

19 BUNG Haw TERM TINDAK KASI . 5 1,917,115.90 

20 PMA Ban 3 Be | 5 1,917,115.90 

2 | pumborara | “Boru — | ADMINISTRASI- |” 3 | 1 91711800 

22| bumporaya | TALUMOLO, 1 en 5 1,917,115.90             

  
/ 

WALI KOTA Aa 

Aj 
A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.31 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E ( 3 E R I S IP I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

K E C A M A T A N K O T A T I M U R 

NO UN IT K E R J A S U B UNIT J A B A T A N K E L A S 
J A B A T A N 

T P P P E R 
B U L A N (Rp) 

1 
K E C A M A T A N 
K O T A T I I v lUR 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

P IMP INAN 
T I N G O I 

12 9 , 8 1 7 , 0 4 7 . 0 7 

2 
K E C A M A T A N 
K O T A T U i ^ U R 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
A D M I N I S T R A T O R 

11 4 , 3 9 3 , 3 2 9 . 1 5 

3 
K E C A M A T A N 
K O T A T I l v IUR 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A I V A S 

9 3 , 4 8 9 , 9 6 0 . 2 4 

4 
K E C A M A T A N 
K O T A TUvIUR 

K E L U R A H A N 
M O O D U 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A I V A S 

9 4 , 3 4 5 , 8 8 4 . 0 3 

5 
K E C A M A T A N 
K O T A TIMUR 

K E L U R A H A N 
T A M A L A T E 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 4 , 3 4 5 , 8 8 4 . 0 3 

6 
K E C A M A T A N 
K O T A T I l v lUR 

K E L U R A H A N 
P A D E B U O L O 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 4 , 3 4 5 , 8 8 4 . 0 3 

7 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
I P I L O 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 4 , 3 4 5 , 8 8 4 . 0 3 

8 
K E C A M A T A N 
K O T A TI lVIUR 

K E L U R A H A N 
H E L E D U L A A 

S E L A T A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 4 , 3 4 5 , 8 8 4 . 0 3 

9 
K E C A M A T A N 
K O T A TI lVIUR 

K E L U R A H A N 
H E L E D U L A A 

U T A R A 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

9 4 , 3 4 5 , 8 8 4 . 0 3 

10 
K E C A M A T A N 
K O T A T I lV lUR 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 7 8 5 , 7 2 7 . 6 4 

11 
K E C A M A T A N 
K O T A TI]\4UR 

K E L U R A H A N 
M O O D U 

A D M I N I S T R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 1 2 9 , 0 1 5 . 6 1 

12 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
T A M A L A T E 

A D M I N I S T ' R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 1 2 9 , 0 1 5 . 6 1 

13 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
P A D E B U O L O 

A D M I N I S T ' R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 1 2 9 , 0 1 5 . 6 1 

14 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
I P I L O 

A D M I N I S T ' R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 1 2 9 , 0 1 5 . 6 1 

15 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
H E L E D U L A A 

S E L A T A N 

A D M I N I S T ' R A S I -
P E N G A W A S 

8 3 , 1 2 9 , 0 1 5 . 6 1 

LAMPIRAN 1.31 

- 55 - 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA TIMUR 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

KELAS TPP PER 
NO UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) 

KECAMATAN KECAMATAN y 
1 KOTA TIMUR KOTA TIMUR PIMPINAN 12 9,817,047.07 

TINGGI 

KECAMATAN KECAMATAN 
ADMINISTRASI - 

2 KOTA TIMUR KOTA TIMUR ADMINISTRATOR 11 4,393,329.15 

KECAMATAN KECAMATAN 
ADMINISTRASI - 

3 KOTA TIMUR KOTA TIMUR PENGAWAS 9 3,489,960.24 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

4 KOTA TIMUR MOODU PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

5 KOTA TIMUR TAMALATE PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

6 KOTA TIMUR PADEBUOLO PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

7 KOTA TIMUR IPILO PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN 
8 KOTA TIMUR HELEDULAA aa ke 9 4,345,884.03 

SELATAN 

KECAMATAN KELURAHAN 
9 KOTA TIMUR HELEDULAA MOMS LRASI- 9 4,345,884.03 

PENGAWAS 
UTARA 

KECAMATAN KECAMATAN 
ADMINISTRASI - 

10 KOTA TIMUR KOTA TIMUR PENGAWAS 8 3,785,727.64 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

11 KOTA TIMUR MOODU PENGAWAS 8 3,129,015.61 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

12 KOTA TIMUR TAMALATE PENGAWAS 8 3,129,015.61 

KECAMATAN KELURAHAN . 
ADMINISTRASI - 

13 KOTA TIMUR PADEBUOLO PENGAWAS 8 3,129,015.61 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

14 KOTA TIMUR IPILO PENGAWAS 8 3, 128,015.61) 

KECAMATAN KELURAHAN 
ADMINISTRASI - 

15 KOTA TIMUR HELEDULAA PENGAWAS 8 3,129,015.61|     SELATAN       
     



- 5 6 -

NO UNIT K E R J A S U B UN IT JABATAVN K E L A S 
J A B A T A N 

T P P P E R 
B U L A N (Rp) 

16 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

KELURAVHAN 
H E L E D U L A V A 

U T A R A 

A D M I N I S T R A S I -
PENGAAVAS 

8 3 , 1 2 9 , 0 1 5 . 6 1 

17 
K E C A M A T A N 
K O T A T I I v IUR 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

7 2 , 1 2 2 , 1 5 5 . 2 5 

18 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

19 
K E C A M A T A N 
K O T A TI IVIUR 

KELURAVHAN 
M O O D U 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

2 0 
K E C A M A T A N 
K O T A TI IVIUR 

KELURAVHAN 
TAMAVLATE 

A D M I N I S T ' R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

2 1 
K E C A M A T A N 
K O T A TI IVIUR 

K E L U R A H A N 
P A D E B U O L O 

A D M I N I S T ' R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

2 2 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

KELURAVHAN 
I P I L O 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

2 3 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
H E L E D U L A A 

S E L A T A N 

A D M I N I S T ' R A S I -
P E L A K S A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

2 4 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
H E L E D U L A V A 

U T A R A 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S . A N A 

6 1 ,972 ,329 .71 

2 5 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 ,917 ,115 .90 

26 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

KELURAVHAN 
M O O D U 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 ,917 ,115 .90 

2 7 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
T A M A L A T E 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 ,917 ,115 .90 

2 8 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
P A D E B U O L O 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S I A N A 

5 1 ,917 ,115 .90 

29 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E L U R A H A N 
I P I L O 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 ,917 ,115 .90 

3 0 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

KELURAVHAN 
H E L E D U L A V A 

S E L A T A N 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 ,917,115.90 

3 1 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

KELURAVHAN 
H E L E D U L A V A 

UTAVRA 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

5 1 ,917,115.90 

3 2 
K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

K E C A M A T A N 
K O T A T I M U R 

A D M I N I S T R A S I -
P E L A K S A N A 

3 1 ,513,772.14 

<yWALI KOTA GORONTALO, 
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e KELAS | TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | samanya! organ og 

KECAMATAN KELURAHAN 
16 | KOTA TIMUR HELEDULAA ai . 8 3,120,015.61 

UTARA 
KECAMATAN KECAMATAN ADMINISTRASI - | 17 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR Na 7 2,122,155.25 

KECAMATAN KECAMATAN | ADMINISTRASI - 18 | koTa TIMUR KOTA TIMUR NN AAA 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KELURAHAN : ADMINISTRASI - 19 | koTA TIMUR MOODU maan Da 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KELURAHAN | ADMINISTRASI - 201 KOTA TIMUR TAMALATE aLSANA 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KELURAHAN | ADMINISTRASI - 21 | KOTA TIMUR PADEBUOLO Naa 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - 22 | KOTA TIMUR IPILO Naa 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KELURAHAN 
23 | kota TIMUR BEDA ia 6 1,972,329.71 

SELATAN 5 
KECAMATAN KELURAHAN 

241 KOTA TIMUR meLEDuLaa | SPMINISIRASI - 6 1,972,329.71 PELAKSANA UTARA 
KECAMATAN KECAMATAN | ADMINISTRASI - 25 |  kOTA TIMUR KOTA TIMUR Ni 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN i ADMINISTRASI - 26 | KOTA TIMUR MOODU ame taba 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - 27 | KOTA TIMUR TAMALATE Ba 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN | ADMINISTRASI - 28 | kOTA TIMUR PADEBUOLO mna Han 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN ADMINISTRASI - | 29 | KOTA TIMUR IPILO ai MANA 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN 
30 | KOTA TIMUR HELEDULAA Bea - 5 1,917,115.90 

SELATAN se 
KECAMATAN KELURAHAN | 

31 | KOTA TIMUR HELEDULAA | ADMINISTRASI - 5 1,917,115.90 PELAKSANA UTARA 
KECAMATAN KECAMATAN | ADMINISTRASI - 32 | KOTA TIMUR KOTA TIMUR PELAT SANA 3 1,513,772.14             wati KOTA Ji 

@ 
— 

M 
2 

EN A. TAHA 
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LAMPIRAN 1.32 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA TENGAH 

NO UNIT KISRJA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 
KECAM/VTAN 

KOTA TENGAH 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
PIMPINAN 

TINGGI 12 9,817,047.0'y 

2 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 4,393,329.15 

3 
KECAMyVTAN 

KOTA TENGAH 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 3,489,960.24 

4 
KECAMy\TAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
PAGUYAMAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.0c 1 

5 
KECAMv^TAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
PULUBALA 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.0c I 

6 
KECAMy^TAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 

LILUWO 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 4,345,884.0: ; 

7 
KECAMy\TAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
DULALOWO 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.0: 

8 
KECAMy^TAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
DULALOWO 

TIMUR 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.0: ; 

9 
KECAMyVTAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 

WUMIALO 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 9 4,345,884.0: 

10 
KECAMy\TAN 

KOTA TENGAH 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,785,727.6^ 

11 
KECAMy\TAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
PAGUYAMAN 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.6 

12 
KECAMyVTAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
PULUBALA 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.6 

13 
KECAMyVTAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 

LILUWO 
ADMINISTRASI -

PENGAWAS 8 3,129,015.6 

14 
KECAMyVTAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
DULALOWO 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.6 

15 
KECAMyVTAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
DULALOWO 

TIMUR 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.6 

• 

LAMPIRAN 1.32 

- S7 - 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA TENGAH 

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

              

KELAS TPP PER » “ NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN | BULAN (Rp) 

KECAMATAN KECAMATAN PIMPINAN 
1 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH 12 9,817,047.07 TINGGI 

KECAMATAN KECAMATAN ai ADMINISTRASI - 
2 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH | ADMINISTRATOR 11 4,393,329.15 

KECAMATAN KECAMATAN , ADMINISTRASI - 
3 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH PENGAWAS 9 3,489,960.24 

KECAMATAN KELURAHAN 4 ADMINISTRASI - 
4 | KOTA TENGAH PAGUYAMAN PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN , ADMINISTRASI - 
5 | KOTA TENGAH PULUBALA PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN : ADMINISTRASI - | 
6 | KOTA TENGAH LILUWO PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN , ADMINISTRASI - 
7 | KOTA TENGAH DULALOWO PENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN , 
8 | KOTA TENGAH DULALOWO SENMINKEESAAI « 9 4,345,884.03 

PENGAWAS 
TIMUR 

KECAMATAN KELURAHAN i ADMINISTRASI - 
9 | KOTA TENGAH WUMIALO PENGAWAS 9 4,345,3884.03 

KECAMATAN KECAMATAN , ADMINISTRASI - 
10 | KOTA TENGAH KOTA TENGAH PENGAWAS 8 3,785,727.64 

KECAMATAN KELURAHAN , ADMINISTRASI - 11 | KOTA TENGAH PAGUYAMAN DENGAN 8 3,129,015.61 

KECAMATAN KELURAHAN a - ADMINISTRASI - | 
12 | KOTA TENGAH PULUBALA PEN 8 3 ng 

KECAMATAN KELURAHAN , Li ADMINISTRASI - 
153 | KOTA TENGAH LILUWO BENDA 8 3,129,015.6 | 

KECAMATAN KELURAHAN x ADMINISTRASI - 
14 | KOTA TENGAH DULALOWO PENGAWAS 8 3,129,015.61 

KECAMATAN KELURAHAN , 
15 | KOTA TENGAH DULALOWO ADMINISTRASI - 8 3,129,015.61 Tue PENGAWAS 
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NO UNIT K13RJA SUB UNIT JABATAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

16 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 

WUMIALO 
ADMINISTRASI -

PENOy^WAS 8 3,129,015.6 

17 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 7 2,122,155.2; 

18 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 6 1,972,329.7 

19 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.9( ) 

20 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
PAGUYAMAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( ) 

21 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 
PULUBALA 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( > 

22 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 

LILUWO 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.91 ) 

23 
KECAMATAN 

KOTA T E N G A H 
KELURAHAN 
DULALOWO 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( > 

2A-

KECAMATAN 
KOTA TENGAH 

KELURAHAN 
DULALOWO 

TIMUR 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( ) 

25 
KECAMATAN 

KOTA TENGAH 
KELURAHAN 

WUMIALO 
ADMINISTRASI -

PELAKSANA 5 1,917,115.9( ) r 
W A L I KOTA GORONTALO, 

E N A. TAHA 
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NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | AKAN BULAN (Rp) 

16 KOTA TENGAH PROMO Abi AAS! . 8 3,129,015.6 | 

17 Kena Ta oki Kota TeNaki aa . 7 2,122,155.25 

Ia | Koraenaan | KoneneaRa aa 6 1,972,329.71 

tol KoraTeNGAH | Kota TENGAH | ADMINISTRASI-| 5 | 1 91711500 

20 KOTA TENDAFI DATEYANLAN Aa TRASI . 5 1,917,115.90 

21 Maan Pa Mena . 5 1,917,115.90 

3 aa Pan Ban Na . 5 1,917,115.90 

“ ROA TENGII BULarowG ADMINS RAS - 5 1,917,115.96 11 (abal PELAKSANA 1 

25 KAN At ng Nn . 5 1,917,1 sat 

  

  
WALI KOTA KOREAN 

M EN A. TAHA 
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L A M P I R A N 1.33 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 8 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

T A M B A H A N P E N G H A S I L / i N P E G A W A I N E G E R I S I P I L 

D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H K O T A G O R O l ^ T A L O 

KECAMATAN KOTA UT^kRA 

NO UNIT KEiRJA SUB UNIT JABA'];'AN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

PIMPII^AN 
T INGGI 12 9,817,047.07 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 4,393,329. I f 

KECAM>kTAN 
KOTA UTARA 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 3,489,960.2^ 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
DULOMO UTARA 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 4,345,884.03 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
DULOMO 
SELATAN 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 

4,345,884.0; 

KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
D E M B E I I 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 4,345,884.0: 

KECAMykTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
D E M B E JAVA 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 4,345,884.03 

8 
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
WONGKADITI 

T IMUR 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 4,345,884.03 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
WONGKADITI 

BARAT 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 

4,345,884.03 

KECAMATAN 
10 KOTA UTARA 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 8 3,785,727.6^-

KECAMATAN 
11 KOTA UTARA 

KELURAHAN 
DULOMO UTARA 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 

8 3,129,015.6 

12 
KECAMikTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
DULOMO 
SELATAN 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 8 3,129,015.6 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
D E M B E I I 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 

8 3,129,015.6 

KECAMATAN 
14 KOTA UTARA 

KELURAHAN 
D E M B E JAVA 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 

8 3,129,015.6 

15 
KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
WONGKADITI 

T IMUR 

ADMINISTRASI 
PENGAWAS 

3,129,015.6   

-59 - 

LAMPIRAN 1.33 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA UTARA 
  

  

  

  

    

  

  

  

    
  

  

    
  

  

  

    

              

. ' KELAS | TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT SAMATAN | saara | mona Gi 

KECAMATAN KECAMATAN 
1 | koTA UTARA KOTA UTARA PIMPINAN 12 9,817,047.07 TINGGI 

KECAMATAN KECAMATAN ' ADMINISTRASI - 
r 5 2 | KOTA UTARA KOTA UTARA. | Papan 11 4,393,329.15 

KECAMATAN KECAMATAN - / ADMINISTRASI - 3 | KOTA UTARA KOTA UTARA ma an 9 3,489,960.24 

KECAMATAN KELURAHAN — , ADMINISTRASI - 4 | KOTAUTARA | DULOMO UTARA | MD ENGAWAS 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN f 
5 | KOTA UTARA DULOMO en - 9 4,345,884.02 

SELATAN 
KECAMATAN KELURAHAN , ADMINISTRASI - 6 | KOTA UTARA DEMBE II PENAK 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN . ADMINISTRASI - 7 | KOTA UTARA DEMBE JAYA me 9 4,345,884.03 

KECAMATAN KELURAHAN , 
8 | KOTA UTARA WONGKADITI | ADMINISTRASI - 9 4,345,884.03 PENGAWAS In TIMUR 

KECAMATAN KELURAHAN | 
9 | KOTA UTARA woNGrKaDniti | ADMINISTRASI - 9 4,345,884.03 PENGAWAS BARAT 

KECAMATAN KECAMATAN | ADMINISTRASI - 1o | KOTA UTARA KOTA UTARA Ba 8 3,785,727.64 

KECAMATAN KELURAHAN | ADMINISTRASI - 11 | KoTauTARA | DULOMO UTARA | “bENGAwAS 8 3,129,015.61 

KECAMATAN KELURAHAN | 
12 | KOTA UTARA DULOMO Ba : 8 3,129,015.61 

SELATAN 
KECAMATAN KELURAHAN | : | ADMINISTRASI - 13 | KOTA UTARA DEMBE II Na 8 3,129,015.61 

KECAMATAN KELURAHAN | | ADMINISTRASI - 14 | KOTA UTARA DEMBE JAYA Nawas 8 3, 120,01561 

KECAMATAN KELURAHAN | 
15 | KOTA UTARA wonNckaopiti | ADMINISTRASI - 8 3,129,015.61 bana PENGAWAS 
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NC UNIT KI IRJA SUB UNIT JABAirAN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

16 
KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
WONGKADITI 

BARAT 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

17 
KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 7 2,122,155.25 

18 
KECAMATAN 
KOTA UTARA 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

19 
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KECAMATAN 
KOTA UTARA 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9C 

2C 
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
DULOMO UTARA 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9C 

21 
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
DULOMO 
SELATAN 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9C 

22 
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
D E M B E I I 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9C 

23 
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
D E M B E JAVA 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9C 

24-
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
WONGKADITI 

T IMUR 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.90 

25 
KECAMyVTAN 
KOTA UTARA 

KELURAHAN 
WONGKADITI 

BARAT 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.90 1 

r W A L I K:OTA G O R O N T A L O | ^ 

M / L R T E N A. T A H A 

- 60 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

| . KELAS | TPP PER NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | saneran | BULAMiRI 

KECAMATAN KELURAHAN . 
16 | KOTA UTARA WONGKADI1 | ADMINISTRASI - 8 3,129,015.61 PENGAWAS BARAT | 

KECAMATAN KECAMATAN Fa | 
17 | KOTA UTARA ROTA UTARA. | SOMINIBIBASI 7 2,122,155.25 PELAKSANA | 

KECAMATAN KECAMATAN — | / ADMINISTRASI - | 18 | KOTA UTARA KOTA UTARA Na SN 6 1,972,329.71 

KECAMATAN KECAMATAN . , ADMINISTRASI - 19 | KOTA UTARA KOTA UTARA Peka 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN — , ADMINISTRASI - 20 | KOTAUTARA | DULOMO UTARA | DELAKSANA 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN . 
21 | KOTA UTARA DULOMO AAA 5 1,917,115.90 

SELATAN ii 
KECAMATAN KELURAHAN f . , ADMINISTRASI - 22 | KOTA UTARA DEMBE II kangen 5 1,917,115.90 

KECAMATAN KELURAHAN f ADMINISTRASI - 
9 " 23 | KOTA UTARA DEMBE JAYA Ba 5 1,917,115.99 

KECAMATAN KELURAHAN , 
24 | KOTA UTARA WONGKADITI | ADMINISTRASI - 5 1,917,115.90 PELAKSANA TIMUR 

KECAMATAN KELURAHAN , 
os |” KOTA UTARA WoNGKaDiti | ADMINISTRASI - 5 1,917,115.99 NGKAT PELAKSANA 
  

  
1 | 

AF 
N A. TAHA MA 

oo 

WALI KOTA GORONTALO 

  
1 
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LAMPIRAN 1.34 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GrORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASIL/ .N P E G A W A I N E G E R I SIPIL 

D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GOROISITALO 

KECAMATAN KOTA BAKAT 

NGi UNIT KE^RJA SUB UNIT JABAI'AN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

1 
KECAM/TAN 
KOTA BARAT 

KECAMATAN 
KOTA BARAT 

PIMPINAN 
TINGGI 12 9,817,047.07 

2 
KECAM/TAN 
KOTA BARAT 

KECAMATAN 
KOTA BARAT 

ADMINISTRASI -
ADMINISTRATOR 11 4,393,329.15 

3 
KECAM/TAN 
KOTA BARAT 

KECAMATAN 
KOTA BARAT 

ADMINISI^RASI -
PENGAWAS 9 3,489,960.24 

4 
KECAM/iTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
D E M B E I 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

5 
KECAM/lTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
L E K O B A L O 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

6 
KECAM/vTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
PILOLOD/VA 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

7 
KECAM/iTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
B U L I I D E 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

8 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
TENILO 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.0:^ 

9 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
MOLOSIPAT W 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

10 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
B U L A D U 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 9 4,345,884.03 

11 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KECAMATAN 
KOTA BARAT 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,785,727.64 

12 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
D E M B E I 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

13 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
L E K O B A L O 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

14 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
PILOLOD/VA 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

se 

LAMPIRAN 1.34 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

KECAMATAN KOTA BARAT | 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN may BULKN Pata 

1 | KOTABARAT | KOTABARAT |” PIMPINAN | 1, | 9 81704707 

2 | KOTABARAT | KOTABARAT | ADMINISTRASI- | 1) | 4 309,g20.15 

3| KoTABARAT | KOTABARAT | ADMINISTRASI-| 9 | 3 489,060.24 

4 ena Maan a Bana . 9 4,345,884.03 

5 PON BNP Teronito aa . 9 4,345,884.03 

6 Kemas ani Be nan Ia inn . 9 4,345,884.03 

7 KOTA BARA MEI N Tn . 9 4,345,884.03 

8 BO BIA NT gi Hn nan . 9 4,345,884.03 

9 Pa ma Pa BN KA . 9 4,345,884.03 

10 BET BARA MEtany N pe . 9 4,345,884.09 

11 Bora Ban. Ea Bae Aa . 8 3,785,727.64 

al AAN | KENKAAN Jaowwisrsasi- || a1oo01ssi 

tel koTABARAr | Potopas | AMINISIRASI-| 8 | 3 12001561           
     



- 62 -

NO UNIT K l iRJA SUB UNIT JABAI^AN K E L A S 
JABATAN 

TPP P E R 
BULAN (Rp) 

15 
KECAM/vTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
B U L I I D E 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

16 
KECAM/VTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
TENILO 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

17 
KECAM/VTAN 
KOTA B/VRAT 

KELURAHAN 
MOLOSIPAT W 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

18 
KECAM/VTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
BULADU 

ADMINISTRASI -
PENGAWAS 8 3,129,015.61 

19 
KECAM/VTAN 
KOTA ByVRAT 

KECAMATAN 
KOTA B/VRAT 

ADMINISTRASI -
PEL/VKS/VNA 7 2,122,155.25 

20 
KECAM/VTAN 
KOTA BARAT 

KECAMATAN 
KOTA BARAT 

ADMINISTRASI -
PELAKS/VNA 6 1,972,329.71 

21 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
D E M B E I 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.71 

22 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
L E K O B A L O 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.7] 

23 
KECAM/VTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
PILOLOD/VA 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.7] 

24 
KECAM/VTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
B U L I I D E 

ADMINISTRASI -
PELAKS/VNA 6 1,972,329.7] 

25 
KECAM/VTAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
TENILO 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.7] 

2t 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELUR/VHAN 
MOLOSIPAT W 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.7] 

27 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELUR/VHAN 
B U L A D U 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 6 1,972,329.7' 

28 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KECAMATAN 
KOTA B/VRAT 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( ) 

29 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
D E M B E I 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.91 ) 

30 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
L E K O B A L O 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( ) 

3:. 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
PILOLODAA 

ADMINISTRASI -
PEL/VK!5ANA 5 1,917,115.9( ) 

32 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
B U L I I D E 

ADMINISTRASI -
PEL/VK!3ANA 5 1,917,115.9( ) 

33 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
TENILO 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( ) 

34 
KECAMATAN 
KOTA BARAT 

KELURAHAN 
MOLOSIPAT W 

ADMINISTRASI -
PELAKSANA 5 1,917,115.9( )   
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NO | UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN | Kaka BULAN ee 

15 Bon HERAN “Oune N Ba . 8 3,129,015.61 

16 aga 7 " ema . 8 3,129,015.61 

| Korerteer | Korean Ba 8 3,120,015.61 

18 Kn 1 N Ae . 8 3,129,015.61 

19 Tara P3 KOTA PER PA . 7 2,122,155.259 

20 Ma Maa Man : 6 1,972,329.71 

21 Bana BLAI “Tae T NT —i . 6 1,972,329.71 

22 Ka eta ri an . 6 1,972,329.71 

ga | Koneaear NaLapAA. Bea 6 1,972,329.71 

24 PETA BARAT Meunmpa N ti . 6 1,972,329.71 

sa Koma mena aa Naa Na 6 1,972,329.71 

26 ROA Rar MOLOsPAr 2 Ne . 6 1,972,329.71 

»| koraBarat |” “BULADU — | ADMINISTRASI- | Loraa20 

28 Boa Bert KOTA BASE Na . 5 1,917,1 | 

29 KOTA Harun Na “ Ba . 5 1,917,1 15.99 

sol Ketagaran | Teroraro | apumusneasi- |, | rormarsad 
31 Ba Ba POroDaa. Mah . 5 1,917,115.90 

gs! Konear 3 nana 5 1,917,115.90 
ba 

sa | KO BaRar 0 ni 5 1,917,115.90 

34 Bana Ea MOrOsrear TN ea : 5 1,917,115.90               

  
 



- 63 -

NO UNIT K B R J A 

KECAMATAN 
35 I KOTA BARAT 

SUB UNIT 

KELURAHAN 
BULADU 

JABATAN 

ADMINISTRASI 
PELAKSANA 

K E L A S TPP P E R 
JABATAN BULAN(Rp 

1,917,115.90 

A L I KOTA GORONTALO, 

M A R T E N ^ . TAHA 

- 63-- 

| 
  

  

  

| 
KELAS TPP PER 

NO UNIT KERJA SUB UNIT JABATAN JABATAN BULAN (Rp) 

KECAMATAN KELURAHAN 
. ADMINISTRASI - 

C 35 KOTA BARAT BULADU PELAKSANA 5 1,917,115.94           
  

  

? 
Kai KOTA GORONTALO, 

MARTEYA. TAHA 

Sa 

  

 



LAMPIRAN I I 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 T A H U N 2023 

T E N T A N G 

TAMBAHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I N E G E R I S I P I L D I 

L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

Yang Bertar ida tangan d ibawah in i : 
1. Nama : 

NIP : 
J a b a t a n : 

Menerangkgin dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Nama : 
NIP : 
Pangkat/Gol : 
J a b a t a n : 

2. Nama : 
NIP : 
Pangkat/Gol : 
J a b a t a n : 

T idak menj^isi daftar hadir secara elektronik pada ha r i .... tanggal .... 
d ika renakan sedang me l aksanakan tugas ked inasan sesua i 
dengan sura t tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir. 

Demi ldan pemya taan in i dibuat dengan sebenar-benarnya. 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
NAMA OPD 

Jl. 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor : 

KEPALA OPD/UNIT K E R J A 

(Nama) 
Pangkat/gol Rixang 

NIP   

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

  

NAMA OPD 
JL sie wereennseesnn nana na nnsnnnns 

aan 

SURAT PERNYATAAN 
NOMNOT | asa 

Yang Bertarida tangan dibawah ini : 
1. Nama : 

NIP 
Jabatan 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: 

1. Nama 

NIP 
Pangkat/ Gol 
Jabatan 

2. Nama 

NIP 
Pangkat/ Gol 
Jabatan 

Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik pada hari .... tanggal . 
dikarenakan sedang melaksanakan tugas kedinasan ..... sesuai 
dengan surat tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 

KEPALA OPD/UNIT KERJA 

(Nama) 

Pangkat/gol Ruang 

NIP 

OWALI KOTA GORONTALO, r 

0 — 
An 

A N A. TAHA 

 



LAMl^IRAN I I I 

PER/ iTURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

TAM13AHAN PENGHAS ILAN P E G A W A I APARATUR S I P I L l^ E G A R A D I 

L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO. 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
NAMA OPD 

Jl 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
Nomor : 

!3aya yang bertanda tangan d ibawah in i : 

l^ama : 

ll^angkat : 

NIP : 

J a b a t a n : 

Dengan in i menyatakan dengan sebenamya bahwa : 

1. Dokumien kelengkapan admin is t ras i perm in taan pembayaran TPP bu lan 

t a h u n telah sesua i dengan ketentuan yang ber laku. 
I 

2. Apabi la d ikemudian ha r i terdapat ke lebihan atas pembayaran TPPi 

tersebut, saya bersedia u n t u k menyetorkan kelebihan tersebut ke K a s 

Daerahi; 

3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan 

tanggung j awab penuh Pengguna Anggaren. 

Demik ian Sura t Pemya taan in i di buat dengan sebenar-bentirnya. 

K E P A L A OPD/UNIT K E R J A 

(Nama) 
Pangkat/gol Ruang 

WAL I KOTA G O R O N T A L O ^ ' 

A R T E N A. TAHA   

LAMPIRAN III 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO. 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

NAMA OPD 
MA a ana nana Daun a nana 

aa     

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
NOMOT : LK 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Pangkat 

NIP 

Jabatan 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

1. Dokumen kelengkapan administrasi permintaan pembayaran TPP bulan 

senaensaa tahun .......... telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP 

tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas 

Daerah: 

3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan 

tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran. 

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya. 

KEPALA OPD/UNIT KERJA 

(Nama) 

Pangkat/gol Ruang 

YWALI KOTA TAG 

— 1 | 
AA N A. TAHA



LAMPIRAN IV 
P E R A T U R A N WAL IKOTA GORONTALO 
NOMOR 8 T A H U N 2023 
T E N T A N G 
TAMBAHAN P E N G H A S I L A N P E G A W A I APARATUR S I P I L N E G A R A D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H KOTA GORONTALO 

D A F T A R P E N E R I M A A N T P P 
(NAMA OPD) 

B U L A N 2023 

N O . N A M A / N I P G O L J A B A T A N 
K E L A S 

J A B A T A N 
H A R G A 

J A B A T A N I D r p 
B E S A R A N T P P T P P B E R D A S A R K A N 

C A P A I A N K I N E R J A 
T P P 

B E R D A S A R K A N 
K E H A D I R A N 

J M L H 
T P P 

( 9+10 ) 

P P h 
% 

J M L H 
B E R S I H T T D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

K E P A L A OPD/UNIT K E R J A 

(Nama) 
n 1 — 4. / 1 T> 

NIP 

W A L I KOTA GORONTALO 

M A R T E N A. TAHA 

  

LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2023 

  

  

TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SiPiL NEGARA Di LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DAFTAR PENERIMAAN TPP 
(NAMA OPD) 

BULAN ....oooocoo.. 2023 
KELAS HARGA BESARAN TPP | TPP BERDASARKAN TPP JMLH PPh JMLH 

NO. NAMA/NIP GOL | JABATAN | JABATAN | JABATAN IDrp CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TPP Ya BERSIH TTD 

KEHADIRAN (9-10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

  

  

  

                              
  

KEPALA OPD/UNIT KERJA 

(Nama) 
Damn lead IP mal DL nan 
x OLIKAL/ EP NYALI 

NIP 

    

 


